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Kata Pengantar

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) beserta
Komite yang dibentuk untuk menegakkannya, merupakan mekanisme internasional yang
dikembangkan khusus untuk menangani bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi yang khas
dialami perempuan. Konvensi ini, yang didasari pada prinsip persamaan, non diskriminasi
dan tanggung jawab negara, merupakan hasil perjuangan gerakan perempuan internasional
yang telah tercapai 26 tahun yang lalu, pada tahun 1979. Lima tahun kemudian, Indonesia

meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.

Duapuluh tahun setelah menjadi bagian dari perundangan nasional Indonesia, banyak
pihak menyayangkan bahwa CEDAW belum diterapkan secara konsisten ataupun meluas
sebagai sarana untuk menyikapi berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan
Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia menandatangani Optional Protocol
CEDAW, yang dibuat untuk memungkinkan pengaduan individual kepada Komite
CEDAW, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut untuk meratifikasikannya.

Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan yang keenam ini dimaksudkan untuk
menyebarluaskan sebuah laporan yang dibuat oleh para pejuang HAM perempuan di India
untuk Komite CEDAW yang bermarkas di New York. Melalui laporan ini, the Citizen’s
Committee for Extraordinary Report on Gujarat hendak meminta intervensi dalam penanganan
kejahatan berbasis jender dan dampak jender dari peristiwa pembantaian yang terjadi pada

tahun 2002 di salah satu negara bagian di India ini.

Ada beberapa alasan mengapa Komnas Perempuan memberi perhatian khusus pada
laporan ini. Pertama, dinamika jender dalam kasus ini banyak kemiripan dengan yang
terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia
empat tahun sebelumnya. Dengan demikian, kita mempuyai dua peristiwa kontemporer
dari kawasan Asia yang perlu dipelajari secara lebih mendalam untuk membangun
pemahaman tentang pengalaman perempuan dalam kekerasan massal yang bermotif
politik. Kedua, laporan ini merupakan inisiatif dari gerakan perempuan yang bisa kita
jadikan model untuk lebih proaktif mengakses dan memanfaatkan mekanisme internasional

yang telah dikembangkan khusus untuk penegakan hak-hak perempuan.



Seri Dokumen Kunci ini dilengkapi dengan lampiran berupa sebuah catatan dari seorang
mantan anggota Komite CEDAW, satu-satunya orang Indonesia yang pernah duduk di
Komite ini, yaitu Dra. Sjamsiah Achmad, MA. Dalam tulisannya, Ibu Sjamsiah memberikan
gambaran bukan saja tentang kesejarahan dan mekanisme CEDAW, tetapi juga tentang
kinerja Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya sebagai penandatangan

konvensi.

Akhir kata, Komnas Perempuan berharap bahwa Seri Dokumen Kunci keenam ini dapat
memberikan inspirasi, pengetahuan dan pedoman bagi kita untuk menjadikan UU Nomor 7
Tahun 1984 dan Komite CEDAW sebagai produk hukum dan mekanisme penegakan HAM

perempuan yang hidup dan relevan bagi kehidupan nyata perempuan Indonesia.

Jakarta, 30 September 2005

Kamala Chandrakirana

Ketua Komnas Perempuan
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Tentang Komite warga

The Citizen’s Committee for Extraordinary Report @Gnjarat tentang Kejahatan Berbasis
Jender serta Dampak Jender dari Pembantaian diagGtaghun 2002, adalah suatu kelompok
orang-orang terkemuka yang terdiri dari para abkum, tokoh-tokoh perorangan, pekerja
sosial, dan organisasi-organisasi terkemuka dialngang bekerja untuk hak-hak azasi
manusia di tingkat lokal, nasional dan internadiofmam puluh sembilan anggotanya
merupakan wakil-wakil dari berbagai daerah di sélunegeri, dan merupakan tokoh-tokoh
representatif mengengiersoalan dan kepentingan keadilan sosial/hak-lzasi.aSemua
anggotanya mempunyai keprihatinan yang mendalahadep luasnya kekerasan seksual,
yang dilakukan terhadap perempuan selama terjadogyabantaian, dan terhadap tidak
adanya keamanan dan keadilan yang berkelanjutan.

Karena itu mereka secara khusus berkumpul, dengaent untuk meminta intervensi
Komite CEDAW terhadap masalah kejahatan berbasidejedi Gujarat yang bebas dari
tuntutan hukum (mpunity), dan kegagalan negara dalam menangani dangraler dari

pembantaian terhadap kaum perempuan Muslim.



PENGANTAR

Penyerahan perkara ini dimaksudkan untuk menggumahatian Komite Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya disdfamite CEDAW) tentang sifat

kekerasan berbasis Jender yang sistematik dan lsgemakibat-akibat yang bersifat Jender
dari pembantaian yang terjadi atas komunitas Mudiildegara Bagian Gujarat dalam tahun
2002. Luasnya, serta sifat dan kekejaman berdimlamier dari pembantaian itu, dan lebih
penting lagi akibat-akibatnya bagi perempuan yamsgimterus berlanjut, yang disebabkan
oleh kegagalan negara dalam memulihkan keamanakedatilan, merupakan alasan yang

layak bagi Komite CEDAW untuk melakukan intervedaiam perkara ini

Penyerahan perkara ini menegaskan keadaan luaryaag telah mendorong Komite

tentang Gujarat untuk melakukan intervensi. Halm@rupakan alasan bagi Komite untuk

meminta laporan dari Pemerintah India, sesuai deRgsal 18 (b) Konvensyaitu tentang
“kewajiban Negara Peserta untuk menyampaikan lapotatuk dipertimbangkan oleh
Komite CEDAW tentang tindakan-tindakan legislagiiridis, administratif dan lain-lain
yang telah diambil untuk melaksanakan ketetapaetipan Konvensi yang sekarang ini,
dan tentang hasil yang telah dicapai sehubungangdenmasalah ini ... ... (b) ... ...

sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite”.

Laporan ini menguraikan isu dan kejadian-kejadiangyrelevan dalam kerangka
kekerasan sebagai diskriminasi Jender, sepertkulicdalam Pasal-Pasal 5, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 Konvensi CEDAW dan Rekomendasi Um(@eneral Recommendatiorid
Komite CEDAW. Kegagalan dan keterlibatan negaragdiskan dalam kerangka Pasal-Pasal

1 sampai 4 Konvensi CEDAW dan prinsip-prinsip hak-hak azasi manusia.

Suhu politik terkini di India dan dominasi ideolagayap kanan Hindu, pembentukan
serta adanya kelompok-kelompok afiliasinya, merapgkembenaran adanya rasa takut akan
terulangnya kembali kekerasan berbasis Jender t{gagcana di masa datang. Pemerintah
Negara Bagian, yang oleh semua laporan pencara fdldnggap sebagai terlibat dalam
pembantaian itu, telah terpilih kembali dengan keamgan yang menakjubkan pada bulan

Desember 2002. Hasil-hasil pemilihan umum menumus@hwa dukungan yang lebih besar



justru terdapat di daerah-daerah, di mana telaghdigpembantaian yang paling mengerikan.
Dukungan dan kepercayaan mayoritas penduduk kepexeerintah, yang terlibat dalam
menjadikan penduduk minoritas Muslim sebagai sasarerupakan petunjuk akan adanya

hari depan yang tidak menentu berdasarkan demakagritas.

Dengan demikian, intervensi internasional sangaertiikan untuk menentang
impunitas (bebas dari tuntutan hukum) dan pelaksatanggung jawab negara berkaitan
dengan pembantaian berdimensi Jender, dan untujadn@enangkal bagi masa depan. Oleh
karena itu Komite CEDAW didesak agar memberikarggapan pada kejadian-kejadian di
Gujarat sebagai hal yang luar biasa bagi sebuabringgng mempunyai Konstitusi yang

sekuler.

Format Penyerahan Perkara dan Sumber-Sumbernya

Penyerahan perkara dibagi dalam beberapa bagiag yamberikan gambaran umum
tentang pembantaian, untuk memperlihatkan elenemes kejahatan, para pelaku kejahatan
dan peranan mereka, serta dimensi Jendernya. Selaitikemukakan juga bagian-bagian
khusus tentang kejahatan berbasis Jender dan -akiibattnya, untuk dapat melihat fokus

terhadap perempuan dengan jelas.

Deskripsi tentang skenario ini diikuti dengan keean hukum internasional tentang isu
Jender, yang juga diuraikan dalam laporan ini. &aderakhir mengemukakan dasar-dasar
yang menunjukan kelayakan intervensi oleh KomiEDBW. Adapun bagian-bagian dan
uraiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

% Kejadian-kejadian yang menimbulkan pembantaiani@an belakang politik
« Pembantaian — dan kejahatan terhadap perempuan
< Tanggapan negara:

[A] Umum

* Peranan Polisi dan Pemerintah selama pembantaian

* Pertolongan

* Rehabilitasi

* Penyelesaian Hukum



* Pengajuan pengaduan kejahatan
* Investigasi, Penahanan dan Surat Tuntutan
* Prosedur Mahkamah Pengadilan
* Petisi Kepentingan Umum kepada Mahkamah Agung
[B] Tanggapan Negara khususnya yang Berkaitan adeRgeempuan
Sifat Jender dari Dampak dan Akibat-akibat Jangkgdhg bagi Perempuan

L X4

% Kerangka Hukum Internasional

>

% Dasar-dasar yang Mendorong Perlunya Intervensiktehite CEDAW
Petunjuk yang diminta dari Komite CEDAW untuk Pemizh India

L)

L X4

Penyerahan perkara ini sepenuhnya berdasar padstigasi yang kompeten, serta
laporan-laporan pencari fakta mengenai pembantdégmsumber-sumber resmi dan sumber-
sumber independen. Acuan pada fakta, kejadian-egjadian temuan-temuan yang
memperkuat penyerahan perkara didaftar dalam satopllan yang terdiri dari enam
lampiran, yang dilampirkan pada laporan ini. Sefgian memuat acuan dari lampiran
bersangkutan, sehingga memperkuat masing-masingrbdgampiran-lampiran itu memuat
fakta-fakta/temuan-temuan yang mendukung atau mekabekejelasan pada penyerahan
perkara, disertai nomor halaman dari laporan yaggnékan sebagai dasar dari penyerahan
perkara.

Format demikian digunakan agar tidak mengganggu @i penyerahan perkara,
sebaliknya justru menjadi acuan dari sumber-suntaar,bahkan sumber-sumber laporan itu
sendiri —untuk kepentingan penyelidikan yang lebilendalam serta bukti-bukti yang
mendukung kebenaran laporan itu.

Laporan-laporan yang menjadi dasar itu dilampirkzada penyerahan perkara,
sebagai acuan yang lebih rinci dan sebagai infarpeambukti. Mengingat bahwa ada sekitar
limapuluh atau lebih laporan mengenai hal ini, ms&agat diperlukan adanya sebuah daftar
singkat mengenai dasar-dasar penyerahan perkargatS&levan untuk dikemukakan bahwa
semua laporan setuju dengan temuan-temuan yarmpkibn.

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pemilihanwaitiakui sebagai laporan yang
mempunyai kekuatan hukum dalam suatu forum yangh l&ms; mencakup fokus dan
dimensi-dimensi khusus dari penyerahan perkarasgnita mencerminkan luasnya badan-
badan yang terkait dengan persoalan-persoalanl&eatiri masalah tersebut.

Sumber-sumber yang menjadi dasar itu ialah:



+« Badan-badan resmi; sepéxtational Human Rights Commission of In¢kaomisi
Nasional HAM India) damNational Women’s Commissigiomisi Nasional Perempuan);

% Organisasi-organisasi HAM [baik nasional maupurenmasional]; misalnyaHuman
Rights Watcl{Pemantau HAM)Amnesty InternationglAmnesti InternasionalReople’s
Union for Democratic Right§Persatuan Rakyat untuk Hak DemokraS€ipmmunalism
Combat(Siaga Komunal)

« Inisiatif-inisiatif khusus oleh tokoh-tokoh masyka&

» Concerned Citizen’s Tribuna{(Mahkamah Masyarakat Peduli) — Mahkamah
beranggotakan delapan orang, terdiri dari tokoleloknasyarakat yang peduli
dari seluruh negeri. Mereka adalah para mantanmhakahkamah Agung dan
Pengadilan Tinggi, ilmuwan senior, seorang purnaman perwira tinggi
kepolisian, seorang aktivis senior, dan seorangg@esara HAM terkemuka.
Laporan diterbitkan dalam dua jilid; yang pertansid fakta, dan yang kedua
berisi temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi.

» Sebuah laporan tentang kejahatan berbasis Jerglersatu tim aktivis hak-hak
perempuan dari seluruh negeri, yang ditunjuk dlatizen’s Initiative (Inisiatif
Masyarakat) dengan juduBtirvivors Spedk(Suara Survivor} , temuan fakta
oleh suatu Panel Perempuan tentang bagaimana "RerdraGujarat berdampak
pada Perempuan Minoritas.” Adapun "Inisiatif Masfat” merupakan koalisi
dari organisasi-organisasi dan para aktivis dagare bagian Gujarat.

* “Membangun kembali dari puing-puing: Mendengarkaara dari Gujarat dan
memulihkan hak-hak rakyat akan perumahan, penghidugan kehidupan.”
Inisiatif Masyarakat dengan kerjasarfiabitat International Coalition(Koalisi
Habitat Internasional), Delhi, daviouth for Unity and Actior{Pemuda Untuk
Kesatuan dan Aksi), Mumbai.

* “Pembantaian di Gujarat: Sebuah Krisis Kesehatarsyllakat” olehMedico
Friends Circle (Lingkaran Sahabat Kesehatan), sebuah jaringaionaspara
dokter umum dan pekerja kesehatan yang progresif.

« Laporan-laporan dari misi asing yang bekerja diidndnisalnya dariBritish High
Comission(Komisi Tinggi Inggris), darswedish International Development Cooperation

Agency(Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia)

" Survivor : seseorang yang bertahan hidup setetatyaiami kejadian/kekerasan yang terjadi padanya.



KEJADI AN- KEJADI AN YANG MENI MBULKAN PEMBANTAI AN
DAN LATAR BELAKANG POLI TI K

Pembakaran sebuah gerbong kereta api cepat Saba@dat tanggal 27 Februari
2002 di Godhra, satu kota di Gujarat, yang disdsmgan pembantaian kejam dan berdarah
sebagai tindakan balas dendam terhadap kaum MuKlg@adian itulah yang merupakan
pokok persoalan dari laporan ini. Selama tiga rdari tanggal 28 Februari sampai 2 Maret,
pembantaian berlangsung dengan intervensi ke@l #&npa intervensi sama sekali dari
aparat penegak hukum; dan dalam beberapa kasusijyapgrkan, justru dilakukan dengan
bantuan aktif mereka. Sesudah itu kekerasan tepha@ag-orang Muslim terus berlangsung
berkali-kali sepanjang bulan Maret. Api yang mekavagerbong kereta api itu menelan
korban tewas sebanyak limapuluh delapan orang,edapatpuluh tiga orang luka-luka —
demikian menurut Ketua Dewan Menteri Negara Bagiaemua korban itu adalah orang-
orang dari komunitas Hindu yang merupakan mayoritas

Tragedi hilangnya nyawa sekian banyak orang itahtalinyatakan di mana-mana
sebagai pembenaran atas tindakan balas dendamak@imdbalas dendam” yang menuntut
sekian banyak nyawa, ratusan-ribu survivor dipelak dengan kejam, dan terutama
banyaknya perempuan-perempuan yang digagahi seeksaal, pemusnahan harta benda,
serta penghancuran seluruh kehidupan dan martabag-orang Muslim. Mereka, orang-
orang Muslim itu, adalah komunitas minoritas diar@gbagian Gujarat.

Masalah yang selanjutnya perlu dipertanyakan ialatengapa negara tidak
menghentikan apa yang dinamakan tindakan balasadenitl, serta tidak mencegah
hilangnya nyawa dalam skala yang begitu hebat? yapg kita saksikan pada hari-hari itu

tidak lain adalah hancurnya mekanisme Konstitugare

Untuk memahami pembantaian itu dari perspektif dbatiendam’, adalah sangat
relevan untuk memahami latar belakang politik sakapan Hindu, baik di gelanggang
nasional maupun di negara bagian Gujarat. Di atast& api haas pada tanggal 27 Februari
2002 itu terdapat sangat banyak aktivis dari Visliwuadhu Parishad [VHP; Majelis Hindu
Sedunia], pemegang peranan penting dalam ‘SangkaPaatau konfederasi organisasi-

organisasi yang merupakan dan mendukung politikonaks sayap kanan Hindu. Partai



Bharatiya Janta [BPJ] selaku pimpinan koalisi ygemggah berkuasa di tingkat nasional, dan
merupakan partai mayoritas dalam pemerintahan daieBagian Gujarat, adalah bagian
dari konfederasi Hindu Kanan ini.

Para aktivis VHP di dalam kereta api itu sedan@maperjalanan pulang, sesudah
mengemban tugas sebagai sukarelawan dalam kampamyedhya, yaitu Uttar Pradesh,
untuk membangun kuil di atas bekas sebuah bangmaaiid tua yang sudah dihancurkan
oleh VHP berikut organisasi-organisasi cabangnylagahun 1992. Karena tempat tersebut
merupakan tanah sengketa, Mahkamah Agung Indiatayg, agar status quo dipelihara
di atas tempat itu. Karena itu kampanye agresif \@dRm bulan Februari 2002 yang lalu,
sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap periggamg tidak mengizinkan
pembangunan kuil, sampai keputusan penyelesaiandifigkikan, yang masih menunggu
keputusan pengadilan tingkat bawah.

Adapun kampanye yang terus-menerus dilancarkarkunembangun kuil di bekas
masjid yang telah dihancurkan itu, didasarkan atasutan bahwa tempat itu merupakan
tempat lahir Dewa Ram, Dewa Hindu. Selama kampagyesif ini berlangsung, yang tidak
hanya berakibat pada hancurnya sebuah masjid ue tpaaun 1992, tetapi juga menuntut
banyak korban nyawa dalam aksi kekerasan dan harlmenunal yang menyusul selama
tahun 1992-93.

Berita tentang pembakaran kereta api yang berakitainya limapuluh delapan
orang, termasuk perempuan dan anak-anak, menjasiralbuat VHP untuk menyerukan
‘aksi mogok’ di seluruh negeri, atau penutupan&egn mobilitas secara paksa pada tanggal
28 Februari dan 1 Maret 2002. Seruan pemogokardari, perspektif politik sayap kanan
Hindu, merupakan pernyataan sikap permusuhan téezaggan, yang segera disusul dengan
serangan terhadap orang-orang Muslim. Mereka ialaldsuatu komunitas yang ditetapkan
berdasarkan agama, dan secara homogen dikelompoldedragai penentang dari proyek
pembangunan kuil; dan pada tanggal 27 Februaridditusebagai penjahat-penjahat
pembakaran gerbong kereta api yang menuntut kdimbapuluh delapan orang mati.

Mengingat latar belakang kejadian yang demikian itaka tidak aneh jika
pembantaian yang dibenarkan sebagai tindakan datatam oleh pemerintah yang berkuasa
terjadi pada pagi hari tanggal 28 Februari 2002nida yang mengherankan dan sekaligus
patut diperhatikan ialah keluasan, perencanaansif@nkekerasan serta keterlibatan negara,
melalui tindakan-tindakannya sendiri, baik yang uper tindakan yang dilakukan
[commissioh maupun pengabaian tindakaonjission, yang sekarang telah dicatat dengan
baik.



Pembunuhan besar-besaran selama tiga hari yangrdikasikan dengan baik,
dengan sasaran pada penghilangan nyawa, kehidbpgs, milik dan tempat-tempat suci
Muslim itu, terus-menerus dilukiskan sebagai “anméissa secara spontan” atau sebagai

"tanggapan” umat Hindu terhadap peristiwa pembakgeabong kereta api.

Pembantaian dan kekejaman yang terus berlanjut sé&jair Februari sampai April
itu belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun peasitu pada awalnya mendapat liputan
media massa sebagaimana mestinya, namun akibait-as@anjutnya, seperti berpindah
tempat yang tak kunjung henti sebagai akibat imtési, boikot ekonomi dan kegagalan
pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan bageka yang terkena dampak
pembantaian, tidak lagi menjadi perhatian mediasmaPembunuhan-pembunuhan masih
terus terjadi. Tapi seringkali tidak mendapat penitdien, oleh karena — alasannya — tidak
seluas dan sehebat seperti yang terjadi sebelumnya.

Ketika pemilihan umum diumumkan untuk pertama l@éh pemerintah, Ketua
Komisi Pemilihan Umum dalam laporannya pada bulgustus 2002 menyatakan bahwa
bahkan selama lima bulan sesudah pembantaian keaua@nal masih belum dapat
dipulihkan. Atas dasar itu ia menangguhkan jadeahiphan umum sampai bulan Desember
2002. Oleh karena tidak dilakukan peradilan bagb&n, maka dinyatakan bahwa Negara
bebas dari tuntutan hukum.

Kemenangan dalam pemilihan umum bulan Desember #@@2pemerintah yang
berkuasa pada waktu terjadinya pembantaian, merarkbatnya impunitas (bebas dari
tuntutan hukum) pemerintah. Kekuatan itu diterjekamhmenjadi tindakan-tindakan agresif
terhadap kaum Muslim, yang terus menerus hidupnddtatakutan, walaupun peristiwva

pembantaian itu telah 14 bulan berlalu.



PEVMBANTAI AN DAN KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN

Tindak kekerasan paling hebat, yang berlangsungtalaggal 28 Februari sampai 2 Maret
2002 itu, telah mengakibatkan tewasnya sejumlahgokéuslim yang merupakan 9% dari 41
juta penduduk Gujarat. Menurut berita resmi, sebRi§62 orang korban tewas [822 orang,
termasuk Godhra]. Sementara itu, angka perkiraamumenyatakan bahwa lebih dari 2000
orang Muslim telah tewas, dan 150.000 orang lainmgajadi pengungsi.

Pola kekerasan memperlihatkan adanya perencanbalursgya. Hal ini ditunjukan
melalui kenyataan, bahwa sasaran mereka tidak heawasan tempat tinggal orang-orang
Muslim atau perkampungan mereka saja, tetapi jugéamilik dan rumah-rumah orang
muslim yang terletak di kawasan-kawasan yang dibleh banyak orang Hindu, walaupun
tidak terlihat adanya tanda-tanda kepemilikan om@gng Muslim. Bukti lebih lanjut tentang
adanya perencanaan sebelumnya juga bisa dilihekelayataan, bahwa serangan itu terjadi
secara serentak terhadap 19 dari 24 distrik di t@upada tanggal 28 Februari sampai 3
Maret 2002 [dengan serangan paling hebat padati&fliSebanyak 26 kota besar dan sub-
distrik diserang dalam minggu pertama terjadiny@spea itu.

Pada tanggal 28 Februari, sekitar pukul 10 pagi barangan serentak mulai terjadi,
hampir menyerupai perang yang direncanakan denganat. Massa terdiri dari kira-kira
500 sampai 5000 orang, semuanya memegang sengidayalg berupa besi berujung tajam
bermata-3 atau trisula, tumbak, belati, pedangjtdar asam, bom solar/minyak tanah,
gumpalan kain yang dibasahi bensin atau minyakhtas@n tabung-tabung gas yang mudah
terbakar [LPG]. Gerombolan massa itu, sebelum ngaldtan serangan, telah mengumpulkan
informasi tentang lokasi toko-toko dan pemukimaangrorang Muslim.

Banyak laporan mencoba membuktikan bahwa tujuarangan itu memang
merupakan genosida, karena ditujukan untuk membsasharuh komunitas Muslim. Bukan
hanya jiwa-raga kaum Muslim yang menjadi sasarararyan itu kenyataannya meluas pada
kegiatan bisnis dan segala macam sarana kehidgbemi-hari [misalnya gerobak dorong,
taksi, warung, kompleks industri dll], bahkan juganpat-tempat suci mereka. Sekitar 270
mesjid dan tempat-tempat suci dihancurkan ataungiéei najis selama 72 jam pertama dari

persitiwa pembantaian.



Setelah kejadian, simbol-simbol budaya komunitas penarikan kembali tuntutan
perkara yang telah diajukan oleh korban, antaradajunakan sebagai pokok acara dalam
negosiasi, serta digunakan sebagai kompromi tugr drang-orang Muslim jika mereka
ingin pulang kembali dengan selamat ke rumah masiagjing, yang telah mereka tinggalkan
selama terjadinya aksi kekerasan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan Mush, tua dan muda
merupakan kejadian yang akan terus diingat yarak tadla bandingannya di masa lalu, baik
dalam keluasan, sifat, dan kekejamannya. Tidakaad&a-angka pasti bisa diperoleh tentang
jumlah perempuan yang telah menjadi korban kekerasksual itu. Namun demikian
ceritera dan laporan saksi mata kepada beberappetitari fakta independen menyatakan,
bahwa tempat-tempat utama terjadinya kekerasaruakekang luas dan kejam adalah di
Naroda Patiya dan Naroda Gaon di kota Ahmedabanl,diladaerah-daerah pedesaan di
distrik-distrik Panchmahal dan Dahod, dan Anandistirik Kedha.

Kekerasan seksual itu berupa penelanjangan secakaa,p perkosaan massal,
perkosaan oleh kelompok, mutilasi atau pemotonggg@a tubuh dan penyiksaan, misalnya
dengan memasukkan benda ke dalam tubuh perempuwanptong payudara, membedah
atau merobek perut atau alat reproduksi, menorelskabol-simbol agama Hindu pada
bagian tertentu di tubuh perempuan. Banyak perempyaag dibakar sampai mati, atau
dibunuh sesudah lebih dulu diperkosa. Hampir setimgiak kekerasan demikian dilakukan
di muka umum. Laporan tentang kesaksian khusus gerempuan survivor yang berjudul
“Suara Survivor’[Survivors Speak[dilampirkan pada laporan ini. Kejadian-kejadian gyan
dicatat dalam laporan-laporan itu dibenarkan dddanyak laporan lainnya.

Beberapa orang pekerja sosial mencoba memperkijakdah perempuan yang telah
diperkosa dan/atau dibunuh, karena sampai sejauangka resmi tidak pernah diberikan.
Jumlah pasti memang tidak akan mungkin diperoleal iHi mengingat bahwa, banyak
korban yang dibakar tanpa dikenali identitas merel@akah laki-laki atau perempuan.
Apalagi banyak terjadi bahwa mereka dibakar sanmadis sama sekali, sehingga tidak
terdapat sisa-sisa jasad mereka, dan dengan dendikigatakan sebagai “hilang”.

Dengan demikian hasil perkiraan yang dapat dilakukerupakan angka perkiraan
kasar, tidak berdasarkan atas catatan-catatapj te¢edasarkan perkiraan sementara, yang
disimpulkan dari pengakuan para saksi dan survidika diandaikan bahwa sebanyak
sepertiga dari seluruh korban mati [angka tidaknt€Z000 orang] adalah perempuan, maka
akan terdapat angka 666 orang perempuan dewasand&nmati dibunuh. Perkiraan yang

masuk-akal selanjutnya, bahwa sekitar separoh pempuan yang mati itu [666 orang]



mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual sebakneka dibunuh. Dengan demikian
angka paling rendah untuk perempuan yang telah afemg serangan seksual/perkosaan,
dan kemudian dibunuh, tercatat jumlah yang mengageB833 orang!

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik daki bisa tidak — bahwa
perkosaan dan tindak kekerasan seksual telah digonasebagai senjata untuk
mempermalukan dan menundukkan golongan-golonganaganoritas.

Di samping korban mati, banyak juga perempuan w@tgmat dari kekerasan seksual
termasuk perkosaan. Kebanyakan dari para survivomemang tidak mengadukan kasus
perkosaan kepada polisi. Sehingga kenyataannyaah@rkasus yang terdaftar. Angka ini
tidak menyatakan jumlah yang pasti, oleh karenaumber dari pekerja sosial yang bekerja
di tengah-tengah kaum perempuan, dan terbataslalyaki yang menjadi tempat kegiatan
mereka saja. Bagaimanapun juga, walaupun telahakagmgnelitian dilakukan, polisi masih
juga belum mampu memberikan suatu jumlah pun. Tidd& angka resmi yang dapat
menunjukan tentang luas dan sifat kekerasan yangukiin kepada perempuan karena
mereka adalah perempuan. Dengan demikian, maka-kasus yang diketahui hanyalah
yang sudah berhasil diungkap oleh para pekerjaalsoselalui verifikasi, baik dari para

pengadu/saksi maupun dari catatan-catatan kepolaiag ada.

Sekali lagi, jumlah survivor perkosaan hanya bigeerirakan atas dasar informasi
yang ada pada para pekerja sosial yang khususjheaketengah-tengah para perempuan
survivor. Perkiraan-perkiraan di bawah ini diajukaleh seorang pekerja sosial seperti itu,
dengan mendasarkannya pada jumlah survivor penkogaag dijumpainya secara pribadi
selama menunaikan pekerjaannya.

Inilah angka-angka yang disampaikannya:

30 orang survivor pelecehan dan perkosaan seksubdsd Fetehpura, distrik Dhaod —
tidak melakukan pengaduan kepada polisi.

9 orang survivor perkosaan di Lunawada, distrik dAamhal — tidak melakukan
pengaduan kepada polisi.

6 orang survivor perkosaan, termasuk remaja perampil desa Panduri, distrik Anand

— tidak melakukan pengaduan kepada polisi

Pernyataan bahwa kasus-kasus kekerasan seksuatigakgerdaftar itu, terutama
disebabkan karena ‘rasa malu’ dan ‘kehormatanéndiitng dengan keras oleh para pekerja

sosial, saksi, dan perempuan survivor itu senfiiiegaskan bahwa pernyataan ‘aib’ dan



‘suci’ itu, hanya akan memperkecil jumlah angkausasyata yang terdaftar. Tetapi tentunya
angka enam [6] merupakan angka yang tidak berartassekali mengingat luasnya kejahatan

seksual yang telah dilakukan.

Luasnya tindak kekerasan seksual itu tidak lagijatkmrahasia umum bagi seluruh
komunitas. Pada banyak peristiwa, ternyata bahwa pelaku adalah orang-orang Hindu
tetangga sendiri, yang sudah dikenal oleh orangepriluslim yang menjadi korban.
Kekerasan seksual yang sudah bukan rahasia umunbéaly bagi kelompok yang menjadi
sasaran maupun bagi para pelaku, menyebabkan imdssiarmatan dan rasa malu, atau
penyembunyian identitas menjadi tidak relevan. Bgguhnya yang menjadi kendala
sebenarnya ialah hancurnya sistem penyangga dndabaunitas dan kegagalan negara —

dua hal inilah yang merupakan prasyarat untuk meatétan keadilan melalui jalur hukum.

Sikap negara yang apatis dan keterlibatannya dakjahatan selama pembantaian
terbukti dalam bentuk kurangnya bantuan yang dibarirehabilitasi, kinerja alat negara di
semua tingkatan yang berat-sebelah — baik oleh ipanppolitik, penegakan hukum, dan
proses peradilan di Gujarat. Sampai sekarang sumiépg internal [moral dan material]
individu, keluarga dan komunitas masih dalam keadaacur.

Tumpukan faktor-faktor inilah, lebih dari sekedaktbr rasa malu, yang sebenarnya
menjadi kendala utama dari semua jalan menuju kegaderutama jalan mendapat keadilan

bagi perempuan.

- Lihat Lampiran | -



TANGGAPAN NEGARA

[A] Umum

Peranan Polisi dan Pemerintahan selama Pembantaian

Banyaknya orang yang dikerahkan sebagai massd&atinmersiapan seperti terlihat dari
persenjataan yang digunakan, serta banyaknya ag/gag tersedia, sasaran yang tepat pada
harta milik orang-orang Muslim, sifat serangan ysoordinasi dan sama di satu wilayah
yang luas, disertai dengan pengabaian tindakanpabéi, semuanya menunjukan tidak saja
kegagalan negara untuk melaksanakan tugas yangusefa dilaksanakan dalam situasi
seperti itu ue diligence)tetapi juga adanya persekongkolan di kalangarepatahan.
Peristiwa kekerasan seperti itu untuk pertama ¥alimelanda daerah pedalaman
Gujarat yang sebelumnya tidak mempunyai sejarateglkeigan dalam masyarakat,
mengalami untuk pertama kalinya peristiwa kekerdsampa serangan besar-besaran oleh
massa. Kesemuanya ini memperlihatkan adanya per@mcaeperti digambarkan di atas.

Kenyataannya memang pada tanggal 28 Februari 20@218 pasukan tentara
diangkut melalui udara menuju Ahmedabad (ibukotgafati dan tempat-tempat di mana
terjadi pembantaian yang paling mengerikan), dmehkan oleh pemerintah untuk tidak
melakukan tindakan apapun sampai dengan tanggal atetM karena tidak mampu
memberikan instruksi di lokasi mana mereka harusnaak. Menurut beberapa orang saksi
mata, polisi mengatakan kepada para survivor, bameeeka dengan tegas diperintahkan
untuk tidak bertindak selama sekurang-kurangnygan2 Banyak kesaksian menyatakan
bahwa polisi menolak memberikan pertolongan, atgaja menunjuk ke arah yang salah
kepada orang-orang Muslim yang melarikan diri, yastru menunjuk ke arah para
penyerang. Selain itu, suatu jalan aspal dengajedargesa dibangun di atas tempat suci
yang telah dihancurkan di Ahamedabad, dalam tiga pertama pembantaian, dengan
menggunakan peralatan dan bahan-bahan yang diaediéh pemerintahan negara bagian,

sehingga menghilangkan semua tanda-tanda sejanglattsuci itu.



Keterlibatan pemerintah juga terlihat dalam pemivasha para polisi dan pejabat
pemerintah dalam bulan Maret 2002. Para pejabay yaemberikan perlindungan kepada
korban, atau berusaha mencegah kekerasan, dipsudaaki pos-pos mereka dan digantikan
dengan pejabat-pejabat yang taat, dengan maksukl on@niadakan basis ketidakberpihakan
di lingkungan pemerintahan. Pengangkatan para aejdng selalu taat itu menyebabkan
bahwa proses penuntutan kejahatan menjadi lambatbdeat-sebelah, sehingga dengan

demikian memungkinkan para pelaku kekerasan bedrasudtutan.

Laporan-laporan dari badan-badan resmi negara,rtsdf@emisi Nasional HAM,
Komisi Nasional Minoritas, Ketua Komisi Pemilihanmium, dan semua laporan pencari
fakta tentang kasus ini dari badan-badan non-resmnunjuk pada adanya kolusi atau
persekongkolan di kalangan pemerintahan — yangatdogr baik dari tindakan yang
dilakukan [commission] maupun pengabaian untuk melakukan tindaj@mnission] yang
disengaja. Laporan Komisi Tinggi InggriBritish High Commissignmalah satu langkah
lebih tegas, yang menyatakan bahwa “Kampanye ke&ergang dilakukan secara sistematik
itu memperlihatkan segala tanda-tanda pembersitmg &erangan terhadap gerbong kereta
api di Godhra pada tanggal 27 Februari merupakén daih saja. Seandainya itu tidak

terjadi pun, akan dicari jalan lain untuk melakukialakan pembersihan etnis"

- Lihat Lampiran 1l -

Bantuan

Pemerintah negara bagian Gujarat tidak membangunpaa kamp-kamp penampungan.
Juga tidak menyediakan tempat-tempat aman untuk gawvivor pembantaian dan orang-
orang yang melarikan diri mencari keselamatan. Nada sebaliknya, pemerintah
mengharapkan agar komunitas Muslim sendiri menkadikamp-kamp penampungan di
tempat-tempat yang aman, baik di wilayah-wilayahgydihuni komunitas Muslim maupun
di kota-kota yang kecil kemungkinannya untuk meagrlserangan.

Kamp-kamp penampungan itu dibangun oleh peroradgankomunitas setempat di
halaman makam, masjid, madrasah, dan tempat-tetegatka di kawasan-kawasan yang
dihuni oleh komunitas Muslim. Banyak dari kamp-kampyang tidak diakui secara resmi
oleh pemerintah. Angka-angka resmi jumlah penghdinkamp-kamp resmi tidak tepat.

Penyediaan perbekalan dari negara, baik yang bemgleanan maupun sekedar uang



penyambung hidup, selain sangat tidak memadaijjugihnya tidak sesuai dengan jumlah
penghuni kamp. Keadaan seperti ini bahkan jugaaderfi kamp-kamp yang diakui
pemerintah. Semua laporan menunjukan tentang bgiepah-sesaknya kamp-kamp itu,
keadaan atap dan lantai yang tidak layak huni, gamdian sanitasi yang sangat buruk, dan
bahkan banyak kamp yang tanpa jamban sama sekajianBn kesehatan bagi yang
menderita luka-luka tidak cukup. Layanan untuk paeaderita trauma psikis bahkan tidak

ada sama sekali.

Bagi perempuan, keadaan seperti itu berarti kungamgempat-tempat yang pribadi
dan aman; kurangnya layanan kesehatan dan bartuanskuntuk penyembuhan dari akibat
kekerasan fisik, seksual dan psikis. Kurangnya g@m@an fasilitas kamar mandi tertutup
untuk perempuan, berarti bahwa tetap tidak adanderigan fisik bagi mereka dan itu berarti
tetap menempatkan perempuan dalam keadaan yakatiten dan terhina.

Di kamp penampungan Syah Alam, salah satu yabggsar di Ahmedabad, memang
tersedia fasilitas-fasilitas tertentu. Meskipumdean, hanya ada satu mobil jamban dengan
empat bilik untuk melayani hampir 9000 [sembildyutiorang. Adanya jamban-jamban yang
sangat tidak layak itu membawa berbagai resikoHatae dan kebersihan, khususnya untuk
perempuan. Pemerintah tidak memberi jaminan petbgran untuk keperluan pokok, seperti
misalnya handuk bersih, perlengkapan untuk perempaail dan menyusui, perlengkapan
untuk bayi, atau pakaian dan pakaian dalam yargjhoer

Sebagian sangat besar orang-orang Muslim yang tigakpunyai tempat berlindung
lain — biasanya di rumah-rumah keluarga di daeesrah yang aman — terpaksa harus
tinggal di kamp-kamp penampungan dengan kondigrsgprsebut di atas, dari bulan Maret
sampai Juli 2002. Dalam bulan April, pemerintahubaha keras untuk memulihkan keadaan,
sebagai jalan untuk mengalihkan perhatian terhdslgjarat dari masyarakat sipil di India
dan kalangan internasional. Penutupan kamp-kampanpgmngan secara paksa ditempuh
sebagai sarana politik untuk menghapus penderitpang terlihat sebagai akibat
pembantaian. Penutupan yang berangsur-angsur kélakdari awal April, dan akhirnya,
sampai sekitar pertengahan Juli 2002, ditutup sethasebelas [11] dari duapuluh dua [22]
kamp yang tersisa. Sekali lagi, memindahkan pendtamp tanpa jaminan keselamatan atau

rehabilitasi.

- Lihat Lampiran 111 -



Rehabilitasi

Walaupun upaya-upaya yang dilakukan pemerintalk tigigak disebut sebagai rehabilitasi,
namun upaya-upaya tersebut menunjukan tidak layakiayggapan pemerintah dalam
menanggulangi krisis semacam itu. Mula-mula pentaimengumumkan ganti rugi sebesar
Rs.200.000 untuk setiap korban mati [Hindu] daleasus kereta api di Godhra. Sebaliknya
pembayaran sebesar Rs.100.000 diberikan kepadakansm@ng mati sebagai korban
pembantaian yang terjadi sesudah peristiwva Godahini menjadi topik pertentangan dan
perdebatan sengit, yang berakhir dengan ditetagkakompensasi untuk korban yang mati
dalam dua peristiwa itu sebesar Rs 100.000. Kepntims jelas tidak disebabkan oleh alasan
diskriminasi dalam pemberian kompensasi bagi yardfi, ntetapi oleh karena VHP
[organisasi Hindu sayap kanan] setuju untuk mehkempditurunkannya pembayaran
kompensasi.

Keputusan tersebut memberikan gambaran mengenayaupan sikap dalam
pemberian kompensasi untuk komunitas Muslim. Pertadrimenolak uluran bantuan asing
untuk menambah dana negara. Padahal, hal serupghpdengan terang-terangan dicari oleh
pemerintah Gujarat dan pemerintah pusat, untuk mehiekebutuhan rehabilitasi korban

gempa bumi di Gujarat pada tahun 2001.

Pembayaran ganti rugix-gratiayang diumumkan pemerintah itu tidak mencukupi,
dalam arti bahwa jumlah uang yang diberikan tideda menutup — bahkan sebagian kecil
pun — dari kerugian yang diderita korban. Apalagiuk bisa mendapatkannya ditetapkan
syarat-syarat seperti, harus mengisi bermacam-mdoamulir permintaan bantuan, dan
harus melalui penilaian dan prosedur yang panjaigj-hal yang disyaratkan itu tidak
mungkin dipenuhi oleh para pengungsi yang mengakakejaman.

Sekali lagi, sesungguhnya bantuan tidak diberikeh negara, tetapi oleh komunitas mereka
sendiri, oleh kelompok-kelompok agama, dan prakprakarsa non-pemerintah.
Kompensasi/bantuan yang diberikan oleh pemerintatupakan biaya kematian, pengobatan
luka-luka, barang-barang rumah tangga yang hilamgg tunai bagi korban yang tidak
tinggal di kamp, pembayarax-gratia, bantuan untuk membangun kembali rumah tinggal,
dan ganti rugi untuk kehilangan mata-pencahariam giekerjaan. Atas perbedaan antara
kerugian dengan jumlah kompensasai yang diberikdmma [Swedish International
Development Agencyadan Pembangunan Internasional Swedia], sebaggiarbalari

Kedubes Swedia di India, telah melakukan kajiam, dismuat dalam Laporan Tengah Tahun



untuk periode April-September 2002, hal. 5, di bawadul ‘Socio Economic Trends’

[Kecenderungan Sosial Ekonomi], sebagai berikut:

“Lagi pula bukti-bukti memperlihatkan, bahwa penmégih membayar kurang dari 5% dari
taksiran sebesar US$ 10 juta, sebagai kompensags&kan harta tak bergerak. Demikian
juga kerugian rata-rata yang diperkirakan lebih d&tS$ 2000 untuk setiap keluarga, tapi
kompensasi yang diberikan hanya sebanyak US$ 8erSara itu, pemerintah pusat
menyatakan dengan jelas, bahwa bantuan dari luaukirkemanusiaan dan rehabilitasi
memang tidak dicari, oleh karena sudah cukup teasddlam Prime Minister’'s Relief Fund

(Dana Bantuan Perdana Menteri).

Keadilan Jender sebagai rehabilitasi mengharuskan bahwa kejalvatdorasis Jender disebut
dengan tegas sebagai "kerugian yang mengakibptkaderitaan fisik dan psikisitau dapat

juga dimasukan dalam kategori "kerugian”. Namun idem, bukan di sini persoalannya.
Bantuan keuangan yang diberikan pemerintah itu llia@nya berupa olok-olok dari kata
“kompensasi”, tetapi pemerintah juga telah gagamtrerikan makna pada akibat-akibat
kekerasan berbasis Jender itu sebagai "kerugiag ysmgakibatkan penderitaan fisik dan

psikis”, bahkan di atas kertas sekalipun.

- Lihat Lampiran 11l — Butir-butir D dan E-

Penyelesaian Berdasarkan Hukum

Pada umumnya penuntutan kasus tidak membangkitkam memulihkan kepercayaan
sedikitpun dari kaum Muslim terhadap keadilan bagreka. Terdapat perbedaan jumlah
orang yang ditahan karena peristiwa kereta api @odhn karena pembantaian, demikian
juga banyaknya terdakwa yang dibebaskan dengamgamiPengaruh VHP pada pemerintah,
investigasi oleh polisi, dan bantuan  hukum yan@edkan, terlihat dengan jelas
kesamaannya dengan keadaan selama pembantaiantahuydang berkali-kali diajukan agar
penyelidikan atas kejahatan yang berkaitan dengarbpntaian dilakukan oleh CBTéntral
Bureau of Investigation Biro Pusat Investigasi) dan tidak oleh polisigde Bagian, telah
sama sekali diabaikan. Komisi Nasional HAM juga rbeat rekomendasi yang sama kepada
pemerintah, mengingat peranan polisi yang beratlablpada saat terjadinya pembantaian.
Tetapi pemerintah juga menolak rekomendasi Komasidhal HAM itu. Hal ini mendorong
beberapa tokoh masyarakat untuk mengajukan peisipmum kepada Mahkamah Agung



India, agar memindahkan wewenang melakukan inaestiepada CBI. Tetapi petisi-petisi
itu sampai sekarang masih tertahan di Mahkamaha Badt ini, banyak investigasi telah

dilakukan dan dirampungkan oleh polisi.

Pengajuan Pengaduan Kejahatan Investigasi kejahatan dimulai dengan pendaftaran
‘laporan informasi pertama’ ['first information ref’ atau FIR] pada kantor polisi di mana
kejahatan terjadi. Praktek yang lazim adalah batlaiam satu FIR didaftarkan satu kejadian
dengan satu orang atau lebih nama tersangka dksebdt dalamnya. Dalam kasus-kasus
sehubungan dengan pembantaian, maka polisi mentef@rapa FIR “berturut-turut” atau
“meliputi berbagai kasus” [omnibus]. Ini merupakaengaduan tunggal yang meliputi
beberapa peristiwa yang terjadi pada orang-orangy {@erbeda, di tempat-tempat yang
bebeda-beda, dan pada waktu yang berbeda-beda pula.

Laporan seperti itu tidak bisa menjadi dasar uniwestigasi yang efektif dan penuntutan
terhadap kasus-kasus itu. Para survivor juga mekavekesaksian bahwa polisi menggertak
mereka agar mengatakan bahwa para pelakunya ddalambolan yang terdiri dari banyak
orang’, walaupun para survior mengenal identitas geelaku itu. Dalam beberapa kasus,
polisi sendiri yang mengajukan FIR, suatu wewengagg diberikan kepada mereka
berdasarkan undang-undang demi penegakan hukunrasedektif, tetapi di Gujarat

wewenang itu telah digunakan untuk memanipulasidiap dan nama-nama para tertuduh.

Investigasi, Penahanan, dan Surat Tuduharinvestigasi yang dimulai melalui FIR diakhiri
dengan laporan pejabat investigasi, dan penyiapat siduhan yang mencatat pelanggaran-
pelanggaran yang telah dilakukan. Terdapat sangaydik fakta dalam surat tuduhan itu,
sebagai pengganti daftar pelanggaran-pelangganat yeng tercantum dalam FIR [seperti
misalnya pembunuhan atau pembakaran rumah] sangi@ngmaran-pelanggaran ringan.
Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran berainthm agar segera ditahan; tetapi
sedikitnya jumlah mereka yang ditahan memperliatiat investigasi yang memihak.

Sebagian besar anggota konfederasi organisasiieaganayap kanan Hindu, yang
disebut sebagai tertuduh pelaku pelanggaran balaindbanyak FIR, tetap tidak ditahan.
Demikian juga dalam banyak kasus, polisi mengajukaporan Final untuk menutup
perkara, dengan alasan, bahwa si tertuduh tidandlkatau tidak ditemukan —walaupun jika
si tertuduh adalah seseorang yang sangat dikekedlmen!



Di Ahmedabad, dari 961 kasus terkait huruhara yangaftar, polisi tidak berhasil
mengumpulkan bukti tuduhan dalam 414 kasus, sehinglgak ada berkas tuduhan yang
tersimpan. Dari 509 kasus yang tersisa hanya ssusksaja yang dibawa ke pengadilan. Di
distrik Dhahod, dari 84 berkas FIR hanya 24 yangdiklanjuti dengan surat tuduhan.
Sisanya ditutup dengan laporan final yang menyatdda@hwa tertuduh tidak dikenal atau
tidak ditemukan. Ini semua menggambarkan luasnyapukasi dalam investigasi oleh polisi
yang terlibat. Sebaliknya, terdapat banyak oramg@rMuslim yang ditahan berdasarkan
undang-undang penahanan preventif yang sangat kidak diberlakukan dalam kasus

pembantaian] berkaitan dengan kasus kereta apir@odh

Pengusutan dan Cara Kerja PengadilanFakta menunjukkan bahwa korban pembantaian
tidak mungkin mendapat perlindungan atau perlakyang adil di muka pengadilan.
Penuntutan kejahatan ditugaskan pada penuntut uyamg diangkat oleh negara. Bahkan
dalam keadaan yang biasa pun diketahui bahwa adamgka terhadap kepentingan orang
miskin dan perempuan, yang disebabkan oleh adampagangka atau bias kelas dan Jender
dari sistem hukum, dan karena penuntut umum yamguesibuk untuk menaruh perhatian
khusus terhadap soal-soal semacam itu.

Dalam kasus Gujarat prasangka ini menimbulkan déngang berbeda, mengingat
demikian banyaknya penuntut umum yang mendapatstugtuk menangani kasus-kasus
pembantaian adalah anggota dan pekerja aktif @ggsirdorganisasi Hindu sayap kanan.
Misalnya, Sekjen VHP negara bagian, Dilip Trivedigngkat sebagai penuntut umum atas
nama orang-orang Muslim untuk kasus-kasus yangaliarkdengan pembantaian di distrik
Mehsana. Sampai Agustus 2002, sebanyak 9 orang l@amrang penuntut umum di
Ahmedabad adalah pekerja aktif organisasi-organssgap kanan Hindu.

Komisi Penyelidikan: Undang-Undang Komisi Penyelidikan 1952 membelugey pada
pemerintah untuk melakukan penyelidikan secarap@deéen mengenai krisis nasional yang
cukup genting sehingga mengguncang kepercayaanana&sy. Tujuannya ialah untuk
memberi laporan dan memulihkan integritas pemdridtanata masyarakat. Biasanya jangka
waktu, tugas dan jumlah anggota Komisi ditetapkalard tata-tertib pengangkatan. Dalam
kasus Gujarat, Komisi ditetapkan dengan seorangiymeen hakim sebagai anggota, yaitu
Hakim Shah. Pengangkatan ini disambut dengan pnoésyarakat, mengingat sifat berfinak
hakim ini dalam peradilan sebelumnya. Protes ddapgdengan mengangkat hakim yang

kedua untuk Komisi ini, yaitu Hakim Nanavati.



Kedua hakim tersebut, Shah dan Nanavati, mendagadab untuk mengusut, baik kasus
kereta api Godhra maupun kasus kekerasan yang swdrkgmudian. Patut diperhatikan
bahwa Komisi tidak mempunyai seorang anggota puag &rasal dari komunitas minoritas
yang menjadi korban.

Surat-surat pernyataan dengan sumpah oleh saksiv@udan lain-lainnya sehubungan
dengan pokok persoalan, telah diajukan kepada mefelpi nyatanya, walaupun tidak aneh,
surat-surat pernyataan mengenai kejahatan berldasider itu sangat tidakeimbang
dibanding dengan luasnya kejadian itu sendiri. Mggapi seruan kelompok-kelompok
perempuan, Menteri Dalam Negeri Gujarat membukagudausus [“sel”] perempuan untuk
jangka waktu singkat. Ternyata ruang itu meneriaregat banyak testimoni dari perempuan-
perempuan Hindu, yang jumlahnya tidak sebandingga®nsangat sedikitnya jumlah
testimoni dari perempuan-perempuan Muslim yang eteak dampak, padahal dalam
kenyataannya justru orang-orang Muslim yang mergasaran utama pembantaian.

Tempat-tempat Ruang Perempuan ini letaknya jauhkadavasan ghetto kediaman
orang-orang Muslim, sehingga tentu saja tidak muateneka capai, karena masih terus
adanya intimidasi, kekerasan dan ketidak-amanag yaasih terus menerus terjadi.

Selama limapuluh tahun terakhir berlakunya Undangdng dan Komisi Penyelidikan
yang dibentuk berdasarkan undang-undang terselariiumukan bahwa diterimanya suatu
laporan yang diajukan tergantung pada kesesuaiarap®ran dengan kecenderungan
ideologis dan urgensi politik pemerintah pada gaatlika rekomendasi-rekomendasi laporan
sesuai dengan tujuan pemerintah, maka akan segardakl-lanjuti dan rekomendasi pun
akan diterima. Laporan Komisi J. Wadhwa dapat dipaebagai contoh. Laporan yang
menggembirakan pemerintah ini, membebaskan oramggdfindu sayap kanan dari tuduhan
dalam kasus pembakaran misionaris Australia darotareg anak laki-lakinya di Orissa.

Sebaliknya, jika isi Laporan menunjuk hidung pemati, seperti dalam kasus Laporan
Komisi J. Srikrishna [tentang huruhara Bombay tahi®92-93], biasanya laporan
ditangguhkan, dan pihak-pihak yang terlibat terpaksenempuh jalan peradilan yang
panjang, untuk dapat memaksa pemerintah menganmoibkan yang dianggap perlu.
Kadang-kadang pemerintah bahkan menghentikan kdwisisi itu, apabila hasil
pengusutan mereka akan sampai pada kesimpulangkdaimyang tidak menyenangkan.

Caranya cukup dengan tidak memberi perpanjangatuvkakja bagi Komisi itu.

Akhirnya laporan-laporan Komisi seperti itu harbgrlaku sebagai rekomendasi belaka,

dan dengan demikian tidak memberikan keadilan.atasan Komisi Penyelidikan terdapat



pada banyak tingkatan, yaitu dalam hal pengangkat@onomi, dan wewenang

‘rekomendasinya’ yang lemah.

- Lihat Lampiran IV dan VI -

[B] TanggapanNegara tentang Perempuan

Langkanya laporan-laporan resmi yang ‘menyebut’ nga&ui atau mencatat peristiwva
perkosaan terhadap perempuan, tua dan muda, sudalatakan tentang bagaimana
keadilan melalui hukum ditegakan bagi perempuapotan-laporan dari badan-badan resmi
dalam memberikan penegasan tentang peristiwaetimyptaan dari para anggota parlemen,
sedikit-dikitnya mengamanatkan untuk dilakukanngeestigasi atau penyelidikan khusus
terhadap kejahatan berbasis Jender. Bukannya muaunkeprihatinan pemerintah, Menteri
Pertahanan malah menolak protes-protes tentangataja seksual. Alasannya ialah, bahwa
kejahatan seksual bukan hal baru, tidak terhindadtan juga pernah terjadi dalam huruhara-
huruhara sebelumnya. Dengan demikian, jelaslah datidak ada gunanya lagi untuk
menyebut-nyebut, apalagi mengadukan dan menuradilka.

Tanggapan tersirat yang memandang lumrah terjadkejahatan seksual dalam aksi
kekerasan, juga terlihat dari tindakan maupun gal tindakan yang dilakukan negara.
Polisi gagal tidak hanya dalam tugas mereka mernigaen aksi kekerasan terhadap
perempuan, tetapi yang lebih penting lagi bahwardabanyak hal mereka justru menjadi
pelaku kekerasan itu sendiri. Banyak laporan mekygat tentang perwira-perwira polisi
yang menganiaya para perempuan serta menelanjangurduk mengintimidasi dan
mengusir mereka, sehingga para laki-laki bisa disgr Selanjutnya polisi juga gagal
melaksanakan tugas negara melakukan investigasijmdgemperlihatkan sifat serta luasnya

kekerasan terhadap perempuan khususnya.

Dalam kasus perkosaan, seperti juga kasus serdisgatainnya, wajib bagi polisi
dan petugas kesehatan yang pertama kali melakuk@akdengan korban, untuk membantu
mereka mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatargambil contoh untuk tes forensik;
dan dalam hal si korban hampir mati, menjadi kdveajimereka untuk membuat catatan pra-
kematian. Semua prosedur itu sama sekali diabaikan.



Laporan dariMedico Friend Circle[MFC; Lingkaran Sahabat Kesehatan], sebuah
jaringan yang terdiri dari dokter dan aktivis kemt@m yang progresif, menyatakan betapa
para perempuan itu datang di rumah sakit, atawiikantor polisi, dalam keadaan yang jelas
memperlihatkan bahwa telah terjadi kekerasan daayarseksual atas diri mereka. Namun
demikian, dan tanpa peduli pada mandat hukum yabhgrikan kepada mereka, tidak
dilakukan pemeriksaan medis pada perempuan-peremipwaPada catatan medis untuk
perempuan yang mati atau luka-luka, tidak ada abgattapun tentang kekerasan seksual.

Pada kenyataannya persekongkolan negara dan kataripolisi yang dengan giat
melenyapkan setiap catatan atau bukti-bukti tenkakgrasan seksual terhadap perempuan,
merupakan jaminan adanya impunitas (bebas dantamtukum) bagi tindak kekerasan
semacam itu, baik untuk masa sekarang maupun umsk yang akan datang. Semuanya itu
ditegaskan di dalam laporan ini. Inilah satu-satupgnjelasan mengapa sampai sekarang,
lebih dari satu tahun sesudah pembantaian yangadiesgksi digunakannya kekerasan
seksual secara terencana, tidak ada angka-angkatesgang kasus-kasus perkosaan yang

terdaftar dengan jelas.

Sesudah banyak penelitian dilakukan, para pekesgalderhasil memperoleh informasi
tentang 6 [enam] kasus berikut, di mana perkosasbdtkan. Tetapi perlu dikemukakan
bahwa informasi yang diperoleh terbatas pada dagaatah yang bisa dimasuki oleh para
pekerja sosial tersebut, dan mereka juga bisa naéingfprmasi dari catatan-catatan

kepolisian. Enam kasus tersebut yaitu:

1. Perkosaan terdaftar dalam FIR “omnibus” meliméluruh kasus pembantaian di
Naroda Patia, Ahmedabad, atas dasar dua perny&eaaryataan pertama dari Abdul
Majid, atas nama anak perempuannya, Sophia, dankgrtua pernyataan dari Jannat
Bibi, seorang saksi mata.

2. Kasus Lembaga Gulbargauylbarga Society CajeAhmedabad. Perkosaan terdaftar
berdasar dua pernyataan. Pertama, dari Sayed Khared\ Khan Pathan; dan yang
kedua, pernyataan oleh Aslam Anwar Khan, saksi . mata

3. Perkosaan oleh kelompok terhadap “G”, seoraegerppuan Hindu yang menikah
dengan laki-laki Muslim di Anand [Khambat], distriéheda. Perkosaan oleh kelompok
yang terdiri dari enam orang beramai-ramai. FIRoks@n mencatat pernyataannya
pada 5 Maret 2002, dengan menyebutkan hanya dog ¢eesangka, yaitu Pooja Bhai
Nanji Bhai dan Pasha Bhai Rama Bhai.



4, Satu didaftarkan oleh Medina dari desa EralriiPanchmahals, seorang saksi mata
tindak perkosaaatas anak perempuan dan kemenakannya.

5. Sultana, survivor perkosaan dari desa Deldistrik Panchmabhals.

6. Kasus Bilkees, dari Dahod, didaftarkan olelvisor sendiri.

Tidak satu pun dari kasus-kasus tersebut di atag parakhir dengan penghukuman. Dari
enam kasus di atas yang paling buruk ialah kadusd.

Beberapa saat sesudah perkosaan terjadi, korlaambidlioleh polisi. Tidak untuk
pemeriksaan medis. Juga tidak ada investigasi $d&teRIR telah dimanipulasi dan ditulis
salah. Pada dua kali kesempatan polisi mengajikaa Reportkasus itu. Yang pertama
pada 11 November 2002, dan kemudian dalam bularu&e®2003, yang diakhiri dengan
penutupan kasus. Alasan penutupan yang dinyatdb@mya identitas si tertuduh tidak
diketahui. Padahal berulang-ulang Bilkees menegakskhwa ia mengenali banyak di antara
para pemerkosa terhadap dirinya itu. Namun hasilietap gelap, walaupun Bilkees
mendapat dukungan aktif dari para aktivis hak-hedempuan.

Ketika sidang pengadilan dimulai, misalnya dalaasus Medina, tidak ada seorang
pun penuntut umum perempuan. Dua kasus dari Ndratla, di Ahmedabad, tidak pernah
dibuka oleh pengadilan selama bertahun-tahun. D&&sas “G” dari distrik Anand, surat

tuduhan dari polisi belum pernah diajukan.

- Lihat Lampiran 1V - butir Bii dan Cii serta Lamfran VI -



IV

DAMPAK JENDER DAN AKIBAT-AKIBAT JANGKA PANJANG
BAGI PEREMPUAN

Dampak pembantaian pada perempuan dari kelompabritais Muslim di Gujarat, jauh
melampaui masa terjadinya pembantaian (28 Febr@avlaret, 2001), dan jauh melampaui
kehidupan para perempuan yang mengalaminya. Dalbggékmbah hebat (ini menjadi
diperhebat lagi) dengan adanya berbagai akib&t fisikis, ekonomi dan sosial yang panjang

bagi semua perempuan Muslim di Gujarat.

Dampak pada kesehatan fisik

Kesehatan Reproduksi dan seksuddampak jasmaniah dari kekerasan seksual yangndial
perempuan Muslim Gujarat terus berlanjut. Bahkanpsa sekarang para korban kekerasan
seksual itu hampir tidak mempunyai jalan untuk nagenoasihat, dan berbicara tentang
masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hahadtes seksual dan kesehatan
reproduksi mereka. Sangat kecil perhatian yangritdoe pada masalah-masalah yang
berhubungan dengan kehamilan, aborsi, dan infeksksi seksual yang tertularkan sebagai
akibat dari kekerasan seksual yang menimpa meigkash lalu.

Selama hari-hari berikut sesudah pembantaian ik pelayanan yang menjawab
kebutuhan-kebutuhan kesehatan khusus perempuan. kabip-kamp penampungan,
kurangnya kebebasan pribadi, menyulitkan bagi neey@ng memerlukan perawatan untuk
masalah-masalah gineakologis yang mereka deritgm Keperluan-keperluan dasar, seperti

pembalut wanitgsanitary napkin]sangat sedikit disediakan.

Beberapa kasupolymenorrhea[siklus haid yang menjadi pendeldysmenorrhea
[rasa sakit pada waktu haid], dan haid yang tidatatur, banyak diderita oleh para
perempuan di kamp-kamp yang dikunjungi tim MHA@eflico Friend Circlé Timbulnya
masalah-masalah itu agaknya berhubungan dengamakekeyang mereka alami, dan juga
karena mereka selalu harus berpindah-pindah danpkgang satu ke kamp yang lain.

Ketegangan psikis dan kelelahan fisik yang parakmga menjadi penyebab dari timbulnya



berbagai macam gangguan itu. Beberapa orang bgbgandilaporkan sebagai menderita

infeksi vagina yangronis.

Perempuan hamil dan menyusui Banyak dari mereka yang harus melahirkan di kamp-
kamp. Umumnya mereka dibantu oleh para sukarelasetempat, tanpa adanya fasilitas-
fasilitas yang diperlukan, dan tanpa keahlian samgkungan yang layak. Bagi perempuan
yang tinggal di kamp-kamp, dan juga di daerah-dadranana jam malam berlaku, berarti
tidak ada kemungkinan untuk memperoleh pelayanaahaan secara khusus. Di sana juga
tidak ada jamban atau kamar mandi khusus untukrgeran hamil dan perempuan yang
baru melahirkan. Dengan berat hati dan susah pangabka terpaksa menggunakan kamar

mandi umum yang dipakai oleh sesama penghuni kampyla.

Akibat Pemiskinan Gizi dan Kesehatan PerempuarDalam situasi, ketika pilihan hidup
untuk seluruh komunitas hampir sama sekali hantaka masalah pengadaan gizi yang
cukup bagi keluarga menjadi tantangan serius baga perempuan survivor. Penutupan
kamp-kamp sebelum waktunya dan kurangnya lapangga, knengakibatkan bahwa banyak
keluarga korban kekerasan mengalami krisis pang&alaupun pemerintah Gujarat
membagi-bagikan kartu bantuan rangsum pada bebepgpampuan korban, namun
dilaporkan bahwa jumlah kartu yang ada sangat trdakcukupi. Lagi pula, untuk mereka
yang dipindah ke kamp lain, kartu-kartu ransum ma@inkurang berarti karena adanya
ketentuan bahwa ransum harus diambil di toko ramgsu tempat asal. Sementara itu,
mereka sudah tidak mudah lagi untuk kembali ke sgrapal itu.

Laporan-laporan para aktivis perempuan menyatabamva perempuan-perempuan
korban itu lalu mengurangi makan mereka sehari-lsmhingga terkadang hanya makan
sekali dalam satu hari. Sesungguhnya hal ini hatigak mengherankan. Karena memang
tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam keadaan ‘normsgkalipun, di tengah kehidupan
keluarga India, perempuan makan paling sedikitik @ari segi banyaknya maupun dari seqgi
kadar gizinya. Dalam keadaan krisis, maka merekgdalg paling terkena akibat-akibat yang
paling buruk, disertai dengan konsekuensi-konsekyangka panjang dari kesehatan yang

buruk itu.



Akibat-akibat kesehatan mental

Mendiamkan Kesakitan Bagi perempuan yang mengalami kekerasan seaagauag, atau
yang anggota keluarganya dibunuh, diperkosa ataiksdi penolakan pemerintah untuk
memberikan bantuan, ditambah lagi dengan tidak yadaengakuan publik tentang adanya
tindak kekerasan, semuanya itu hanya menambah paraha kekerasan. Seringkali terjadi
bahwa perempuan dipaksa untuk tidak berbicara rignperkosaan / kekerasan seksual,
karena tutup mulut itu merupakan harga yang teiaétujui oleh komunitas untuk dibayar,
agar supaya mereka boleh pulang kembali ke runeatieka dan sekitarnya.

Di Gujarat terdapat banyak desa-desa “komproneseitu. Di sana orang-orang
Muslim dipaksa agar mengadakan “perdamaian” dengimgga-tetangga Hindu mereka.
Harga perdamaian yang timpang ini berupa keharustuk bungkam seribu bahasa tentang
kekerasan, dan harus menyetujui untuk tidak akamgajgkan tuntutan hukum pada pihak
anggota komunitas Hindu. Banyak perempuan Muslinmitite untuk tutup mulut. Juga
karena menurut ethos tradisional, membuat pernyataatang kekerasan seksual yang
menimpa tubuh sendiri, merupakan perbuatan yangahuam. Maka pilihan ‘bungkam’ ini
secara langsung juga berkaitan dengan sikap nggagamenolak untuk mengambil tindakan
terhadap kasus ini, bahkan sekedar bersedia untmklengarkan sekalipun. Apalagi untuk
menyediakan sistem bantuan yang peka Jender, yamgahakan mendorong perempuan
untuk mau bersaksi.

Terutama bagi anak-anak perempuan dan gadis-gadig telah digagahi secara
seksual, situasi yang mereka hadapi menjadi sabgatk, karena dengan membuat
pengakuan bahwa diri mereka telah menjadi korb&erksan seksual, hanya akan semakin
mempersulit diri mereka sendiri untuk mendapatkans.

Terkadang memang bisa terjadi, bahwa perempuamperan yang telah kawin
berbicara dengan anggota komunitas mereka tengajaglinya pelanggaran seksual. Tetapi
pembicaraan seperti itu tidak akan pernah terdedgamperempuan-perempuan yang belum
kawin. Mereka memilih untuk tutup mulut sama sekd&d ebisuan” yang luas itu juga
memberi kesan bahwa sangat sedikit kasus kekersslesual yang diungkapkan dalam

laporan-laporan, bahkan kepada para pekerja stamigbara sukarelawan sekalipun.

Bagi perempuankebisuan itu berarti bahwa mereka semua harus naame rasa
sakit sendiri, meskipun dengan akibat-akibat yargat luas bagi kesehatan mental mereka.



Tidak ada pengakuan tentang perlunya memberikaawagan terhadafPost-Traumatic
Stress DisordefPTSD; Penyakit Ketegangan Mental Pasca-Traumailg yhkenal sebagai
akibat dari keadaan seperti itu, dan merupakaropkns kesehatan masyarakat yang serius.
Para sukarelawan kamp yang ada juga tidak terkdtirsus untuk merawat penyakit jiwa,
melainkan sekedar bisa memberi bantuan kemanusiaaara umum. Padahal banyak
perempuan korban, tua-muda, yang menunjukan tamtktmengidap penyakit ketegangan
mental yang paralterombang-ambing antara depresi dan amarah, gghswyingkali tidak
mampu untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaanpamg sederhana sekalipun.

Rasa Malu: Banyak perempuan korban kekerasan seksual mebjadikam. Ini bukan
hanya disebabkan oleh prasangka berat-sebelahsgaaga terang-terangan ditunjukkan oleh
lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, lembsaagis dan sistem hukum, tetapi juga
dari pihak keluarga dan komunitas sendiri, yanguéena menyembunyikan “rasa malu”
mereka. Perkawinan gadis-gadis remaja secara peddsagai usaha untuk menyembunyikan
kenyataan tentang diri mereka yang telah diperkatsa; sebagai tindakan preventif orangtua,
hanyalah merupakan satu contoh akibat yang merageuari situasi ini. Banyak ibu-ibu
melapor pada para pekerja sosial, bahwa merekh thfmksa agar mengusir anak-anak
perempuan mereka, atau mengawinkan mereka dendgafalda sembarang, walaupun

diketahui bahwa laki-laki itu bukan pasangan yamgp& untuk mereka.

Hidup dalam ketakutan — secara individual dan kok#k: Dengan diri sendiri menjadi
korban kekerasan, atau melihat perempuan lain domunitas sendiri mengalami
perkosaan, atau menyaksikan betapa luas kejahatksual yang dilakukan terhadap
perempuan Muslim, semuanya ini telah menimbulkasepsi tentang ancaman psikologis di
kalangan semua perempuan di dalam komunitas beksazug. Mereka terus-menerus hidup
dalam suasana ketakutan yang tak kunjung reda. K&&a ini dilipatgandakan pula oleh
wacana umum kaum kanan Hindu yang terang-terangasifat seksual.

Dalam rapat-rapat umum kemenangan pada masa pasaalihan umum, yaitu
dalam bulan Desember 2002 misalnya, banyak slogarg ysecara langsung dan tidak
langsung melecehkan komunitas minoritas, yaitu dengenunjuk perempuan-perempuan

Muslim sebagai sasaran potensial dari kejahatasusékli masa yang akan datang.



Dewasa ini sebagian besar para pengungsi Muslodindi pemukiman-pemukiman
yang dighettekan. Karena dengan demikian ada perasaan kuamd@inlah dan
meningkatnya persepsi kerawanan apabila mereksol@si secara fisik. Hidup di dalam
‘ghetto’ berarti hidup dalam tekanan situasi parnesis-menerus. Ketakutan kolektif
merupakan perasaan yang utama. Maka setiap kejatkanpercekcokan dengan anggota
komunitas mayoritas, dilihat sebagai ancaman kiblékthadap keamanan fisik mereka
[orang Muslim]. Ketakutan dan trauma individual jan dengan ketakutan dan trauma
kolektif. Trauma dan ketakutan itu menjadi semgkamnah dan dirasakan setiap hari. Tidak
adanya jaminan keamanan, hambatan peradilan olgdwranepersepsi ancaman yang tidak
kunjung henti, dan tekanan hidup dalam ‘ghetto’ hgakibatkan bahwa para perempuan
yang pada mulanya ingin berbicara tentang serangghksual, menjadi lebih suka
mengurungkan niat mereka. Walaupun kebisuan [tgnkakerasan seksual] itu sekalipun

telah dapat dipatahkan, tetapi kini kebisuan @mkali dipaksakan.

Pengaruh pada Pilihan Hidup

Mengingat bahwa seluruh komunitas Muslim di Gujanangalami rasa-rawan yang
parah, kehilangan kehormatan dan martabat, makaganang yang harus menghadapi
pukulan terberat dari tanggapan masyarakat ialamkaerempuan. Oleh karena kehormatan
komunitas terletak pada perempuan, maka tanggavhadiap pelanggaran kehormatan itu
ialah keharusan untuk meningkatkan perlindungamati&p perempuan dan anak-anak gadis

mereka.

Dengan tergesa-gesa melangsungkan kawin dinPersepsi adanya ancaman terhadap
gadis-gadis remaja Muslim membawa akibat pada gslamgkannya perkawinan dini yang
sangat banyak. Mengingat bahwa anak-anak gadisjaemanghadapi resiko serangan
seksual di masa mendatang, maka para orang tuaamdeggesa-gesa mengawinkannya
selagi mereka masih bermukim di kamp-kamp penamguniglenurut perkiraan sementara
dari pekerja sosial, sekurang-kurangnya ada 13apéman dini yang telah diselenggarakan
dengan tergesa-gesa di kamp-kamp penampungan aiGadhra, dan 180 perkawinan di

kamp penampungan Shah-e-Alam, sebuah kamp penaaptergesar di Ahmedabad.



Pembatasan mobilitas dan pendidikanDemi alasan yang sama perempuan-perempuan
muda Muslim juga mengalami pembatasan mobilitagngpublik bukan lagi tempat aman
bagi mereka. Banyak terjadi bahwa anak-anak rentajalikeluarkan dari sekolah, dan
menghentikan pilihan hidup mereka untuk selamanya.

Munculnya kembali petanda dan peranan identitas diaional : Banyak perempuan
didorong untuk memakai kerudung. Semata-mata karemasa lebih aman dengan
berlindung di balik kerudung. Di desa-desa dan dakitarnya, di tempat perempuan-
perempuan Muslim dipaksa hidup dalam jarak yangktiduh dari para penyerang, mereka
sendiri merasa lebih aman dengan berkerudung, @amyembunyikan identitasnya sehingga
terhindar dari sasaran penghinaan dan ejekan jdiagerlu mengalami kembali trauma dan
rasa hina karena penyerangan. Cadar juga merumakdiol budaya komunitas Muslim.
Karena mereka diserang justru lantaran identitasckae[sebagai Muslim], maka simbol-
simbol dan peran Jender tradisional yang terkaitgde identitas itu — yang banyak
diterapkan pada perempuan dan khususnya anakfpemmpuan — mulai dihidupkan
kembali dan benar-benar dihargai serta dilindutegh seluruh komunitas.

Kemelaratan Ekonomi dan Timbulnya Rumah Tangga yang Dikepalai oleh

Perempuan

Banyak perempuan yang kehilangan satu-satunya pematkah dalam keluarga,
sehingga sekarang hidup mereka menjadi sangat miB&inyak yang sebelumnya belum
pernah bekerja di luar rumah, tidak mempunyai kepitlan yang dapat dijual, tidak
mempunyai pengalaman kerja, dan bahkan takut taphddnia luar. Kemiskinan hidup itu
menyebabkan mereka menjadi sama sekali tergantadg kedermawanan para pimpinan
komunitas, atau pada muhibah atgodwill LSM-LSM. Kebanyakan kemiskinan hidup itu
bergandengan pula dengan luka-luka kekerasan, &raltibat pengungsian dan pemindahan
dari kamp ke kamp, dan sebagai penanggung jawabautaengurus anak-anak dan rumah
tangga. Perempuan-perempuan ini juga sangat bargargada orang-orang lain dalam
komunitas, untuk mendapat bantuan dalam usaha nningyarat-syarat prosedur birokrasi
yang ‘menakutkan’, agar supaya bisa mendapat bartaa kompensasi dari negara, serta
dalam melakukan urusan perbankan. Banyak di amtemeka sebelumnya tidak pernah

melakukan pekerjaan seperti itu.



Peranan baru dan beban mempertahankan hidup Banyak perempuan yang terpaksa
melarikan diri dari rumah dan hidup di tengah-tehgsituasi baru yang sama sekali asing,
di mana tidak ada sistem-sistem penyangga tradidi@eperti keluarga, tetangga, dan
jaringan keluarga besar. Di tempat baru ini merelidak hanya harus menanggulangi
trauma dan kesendirian mereka saja. Tapi merekaa jligrus berjuang menghadapi
lingkungan yang tidak mereka kenal, dan tuntutarititan hidup sehari-hari yang baru.
Semuanya ini masih ditambah lagi dengan kenyatasmvbh mereka menghadapi masa
depan yang tidak menentu, hidup dalam keadaan nentaselamanya. Adanya resiko
serangan pada para anggota keluarga laki-laki ka&tmereka pulang kembali ke desa asal,
memaksa para perempuan untuk memainkan berbagangerbaru. Perempuanlah yang
sekarang, sekembali dari tempat pengungsian ke mugeng sudah mereka tinggalkan,
harus mengurus tanah dan harta milik keluarga. Tahan pula setiap kali terjadi operasi
penyisiran oleh polisi, maka setiap kali itu pu&jadi pencidukan terhadap orang-orang
laki-laki Muslim tua-muda tanpa pandang bulu. Padaat-saat seperti itu maka
perempuanlah yang harus tampil untuk menghadapsipdietika mereka datang memasuki

kampung-kampung dan rumah-rumah kediaman mereka.

Penggusuran: Sesudah menghadapi kekerasan pada pembantaign pgatama, atau
sesudah diancam dan dilarang kembali ke rumah rseoldh komunitas Hindu yang
mayoritas, keluarga-keluarga Muslim itu dipaksa imggalkan rumah, tanah, dan segala
harta milik mereka, dan bermukim di tempat yangubdtebijakan demikian ini biasanya
mendapat dukungan dari badan-badan pemerintahamsatt Pada satu pihak negara
memang tidak mampu memberi jaminan keselamatarmikaeka pulang kembali ke rumah
masing-masing, pada lain pihak negara juga tidakyediakan perumahan lain dan
kebebasan bagi mereka untuk mencari nafkah. Démat&npa pilihan, komunitas Muslim
setempat membangun koloni-koloni perumahan bagansaskaum Muslim yang telah

tergusur selama-lamanya.

Di samping mereka yang sudah tergusur selama-laanény juga sangat banyak
keluarga Muslim yangekarang terpaksa menangani dua macam urusangsekaHidup
dalam keadaan yang selamanya tidak aman — ya#iluselengalami ancaman [verbal dan
fisik], dan pada saat-saat tertentu masih juga hnthgpi peristiwa-peristiwa kekerasan
[seperti pembakaran rumah dan bangunan usaha] msankafuarga-keluarga Muslim itu

untuk menciptakan tempat yang aman bagi merekarsefarena terlalu takut untuk tinggal



di desa mereka sendiri, seringkali terjadi bahw@dapaalam hari mereka mengungsi ke kota
yang berdekatan, dan pada siang hari kembali k& dgesik mengurusi harta milik mereka.
Di tengah-tengah situasi kehidupan yang telah haseperti itu, beban dari dua tanggung

jawab itu terasa melumpuhkan.

- Lihat Lampiran V dan Lampiran VI - butir A -



V

KERANGKA HUKUM | NTERNASI ONAL

Laporan tentang kejahatan berbasis Jender dant-alileat Jender dari pembantaian pada
umumnya, secara substantif termasuk dalam weweKamgte CEDAW. Konteks yang
lebih luas diuraikan semata-mata untuk memberileanbgran yang lebih lengkap mengenai
latar belakang kejahatan berbasis Jender. Kecualvé&nsi CEDAW, perjanjian-perjanjian
dan peraturan hak-hak azasi manusia lainnya jugaikiin acuan untuk menjamin dapat

dikumpulkannya semua kewajiban hukum dari semu&wuisnpersitiwa Gujarat.

Ulasan hukum tentang kejahatan berbasis Jender

Menurut Rekomendasi UmunGgneral RecommendatipKomite CEDAW No. 19
paragraf 6, kekerasan berbasis Jender merupakam eatuk diskriminasi berdasarkan
jenis kelamin karena sasarannya adalah perempumkag@ah-kaidah sosial yang dikaitkan
pada perempuan. Tindakan seperti ini melanggar | Pasionvensi CEDAW, karena
kekerasan itu dilakukan dengan tujuan dan dengaakan yang memberi akibat pada
perempuan secara tidak "semestinya". “Kekerasababier Jender didefinisikan sebagai
perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaak, fmental atau seksual; ancaman
perbuatan semacam itu; serta paksaan dan perampabatasan lainnya. Kekerasan
berbasis Jender dapat melanggar ketentuan-keteréuentu dari Konvensi, walaupun

ketentuan-ketentuan itu tidak menyebutnya denggastsebagai kekerasan”.

Pemahaman tentang kekerasan berbasis Jender jetmsldin dalam Mukadimah
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadagmpean Declaration on the
Elimination of Violence Against Wonjeth993, yang menyatakan bahwa kekerasan semacam
itu sebagai suatu "perwujudan dari ketimpangan hgéao kekuasaan antara kaum laki-laki
dan perempuan sepanjang sejarah" yang menghasitkamasi dan diskriminasi terhadap

perempuan”. Mukadimah juga menegaskan bahwa, “aphdelompok perempuan” “seperti
perempuan dalam kelompok minoritas, ... anak-ana&rmpeuan, ... dan perempuan dalam
situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yanngarentan terhadap kekerasan". Pasal 2

[c] Deklarasi menegaskan bahwa kekerasan terhaglgmpuan mencakup pula “kekerasan



fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan ataabdikan oleh negara, di mana pun
terjadinya”.

Apakah kekerasan seksual adalah [a] bagian daas@#ndam yang secara umum
dilakukan terhadap kaum Muslim karena peristiwa Ipe@garan gerbong kereta api, seperti
dinyatakan oleh pimpinan politik, ataukah [b] medibiminoritas sebagai “yang lain” di
dalam proyek membangun satu bangsa Hindu, sebagaidiayatakan dalam konteks politik
yang lebih luas - skenario yang manapun juga yapighd kekerasan tetap adalah bagian
dari penyiksaan.

Konvensi Menentang Penyiksadagnvention Against TortufePasal 1, meliputi dua
skenario, yaitu [a] “kesakitan yang sangat atawdpgtaan, apakah fisik atau mental [yang]
dengan sengaja dilakukan, baik sebagai hukumaradaph perbuatan korban atau orang
ketiga yang telah melakukan atau dituduh telah koékn [Godhra]; atau [b] demi alasan
apapun atas dasar “segala macam bentuk diskrifhif@salnya minoritas agama bagi
bangsa Hindul].

Banyak orang menggambarkan kekerasan di Gujatzgae kejahatan terhadap
kemanusiaan dan sama seperti ‘genosida’ sebagaidideinisikan oleh Konvensi tentang
Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatani@e[@snvention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genotigang telah diratifikasi oleh pemerintah Indiai In
sesuai dengan parameter tentang ‘genosida’ merRagél 6 Statuta Roma Mahkamah
Kejahatan InternasionalRpme Statute of the International Criminal Cour€d], yang
menyebut satu demi satu perbuatan-perbuatan teryaniy dilakukan dengan tujuan untuk
menghancurkan antafain, suatu kelompok agama, seluruhnya atau sebagiarauat
India belum meratifikasi ICC, namymirisprudence yang tersimpul di dalamnya merupakan
pengakuan sah terhadap pelarangan penyiksaan,idgndan kejahatan-kejahatan terhadap
kemanusiaan. Semuanya itu merupakan bagian jdaricbgen’s yaitu hukum atau norma-
norma kebiasaan internasional.

Oleh karena itu ICC memasukkan dalam statuta sgemis kejahatan yang sudah
diakui secara internasional, terlepas dari apag&ais jkejahatan itu telah dicantumkan dalam
suatu perjanjian, atau apakah perjanjian itu tdledtifikasi oleh negara.

Sudah ditekankan bahwa pembantaian itu merupakaosg, dan tidak bisa
digolongkan hanya sebagai ‘huruhara’ atau ‘kekerdsamunal’, oleh karena pembantaian
itu tidak sama dengan kekerasan antar-aliran yamadi sebelumnya. Huruhara dan semua

" Yurisprudence ilmu hukum



istilah yang pernah digunakan sebelumnya untukepsitsan-perselisihan antara Hindu dan
Muslim, ditandai dengan adu kekerasan antara faksi- dari dua komunitas dengan
kekuatan dan sarana yang relatif sama.

Sebaliknya kekerasan di Gujarat dilakukan terutama, jikakidaalah sepenuhnya,
oleh kaum ekstrem dari komunitas Hindu terhadapusemnang laki-laki, perempuan dan
anak-anak dari komunitas Muslim. Para korban damgorang yang terusir dan mencari
selamat di kamp-kamp di luar negara bagian Gujasahuanya adalah orang-orang Muslim
dalam jumlah yang sangat besar. Kesaksian paraveurdan saksi, mengungkap adanya
mobilisasi massa secara besar-besaran yang hasga berhasil melalui perencanaan
sebelumnya, dan bukan sekedar dengan pengelompukssa secara spontan. Gerombolan
orang banyak itu terdiri dari sekitar 500 — 5008nqy.

Dengan demikian, aksi kekerasan tersebut tidgidieantara dua faksi, tetapi oleh
satu pihak semata-mata. Kekerasan didahului daatddengan tulisan-tulisan dan kata-kata
yang menyulut kebencian dan kecurigaan terhadapnmk®uslim, menyerukan boikot

ekonomi dan sosial, begitu juga intimidasi sekseidladap para perempuan Muslim.

Selanjutnyakejahatan terhadap perempuan, dan melalui tubtdmgeian, di dalam
komunitas tidak sekedar bertujuan untuk membunuhng@mbinasakan. Pola, rangkaian dan
sifat kejahatan terhadap perempuan itu dirancarigkumenimbulkan penderitaan hebat,
bahkan sebelum melakukan pembunuhan terhadap méekatinya, bahwa perkosaan dan
kejahatan seksual dipakai sebagai senjata penyikkaagenosida, seperti yang sering terjadi
dalam situasi konflik moral dan agama. Tujuan pem&man yang bukan sekedar terhadap
kehidupan saja, tetapi juga pembinasaan moral, rsgehadan martabat komunitas, jelas
menunjukan sifat genosida. Proses itu dirancangkuetus-menerus melukai survivor — luka
yang akan menetapkan kedudukan mereka sebagai waeggaa kelas dua atau bahkan

sebagai “orang lain"Akayesu, Caseikayesu, Kasus No. ICTR 96-4-T].

Deskripsi tentang ‘kejahatan terhadap kemanusidaantelah digunakan atas dasar
beberapa faktor: kekejaman, bukti tentang kolusranpara pejabat tinggi lembaga-lembaga
negara dengan organisasi-organisasi Hindu ekstedamdmelakukan kejahatan. Kesaksian
menggambarkan bahwa perbuatan-perbuatan itu deakukerdasarkan penugasan
[commissioh seperti misalnya perencanaan, hasutan, dorodgarpelaksanaan; serta aksi-

aksi pengabaiaromissior), seperti misalnya menolak untuk mencegah terjadkejahatan,



menyaksikan kejahatan yang berlangsung tanpa melakdindakan apapun, dan/atau
menolak membantu menyelamatkan korban.

Perlu ditegaskan betapa pentingnya untuk menggunaktdah yang mengakui
kebenaran tentang terjadinya pembantaian itu dama ssekali menolak atau memaafkan
kejahatan itu, biarpun hal itu dikemukakan secaratsl lalu. Menurut Pasal 7 Statuta Roma
ICC, perkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasasus¢k/ang sama beratnya merupakan

bentuk “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Ulasan Hukum tentang Akibat-akibat bagi Perempuan

Hak-hak dan kebebasan dari mereka yang terkena akaepcatat dalam Rekomendasi
Umum Komite CEDAW {eneral RecommendatipiNo. 19, paragraf 7.Ini meliputi hak
untuk hidup; hak untuk tidak menjadi sasaran siksatu kekejaman, perlakuan tidak
manusiawi atau perlakuan yang memperhina atau mo&oght hak untuk mendapat
perlindungan yang sama menurut norma-norma kemmamysihak atas kebebasan dan
keamanan; hak atas persamaan perlindungan betdasan; hak sama di dalam keluarga;
hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesugadestandar tertinggi yang dapat dicapai;
dan hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

Rasa tidak aman yang terus berlanjut dan impub#agspelanggaran yang dilakukan,
membawa akibat pada terus berlanjutnya penyangkad#rhak tersebut bagi perempuan

Muslim di Gujarat.

Banyak orang tergusur yang belum dapat pulang kerkbarumah yang mereka
tinggalkan, dan masih tetap tidak mempunyai rumatukutinggal. Angka pasti tentang
jumlah pengungsi di dalam negemtérnally displaced persons, IDRs3ekali lagi, masih
tetap tidak dapat diperoleh. Mereka hidup bersaelaakga masing-masing, atau dalam
penampungan-penampungan sementara di tempat-teyapgt aman, dan hanya dapat
sebentar menengok rumah sendiri — itu pun jika &aadnemungkinkan.

Rasa tidak aman dan keadaan sebagai orang tergaisgrberkelanjutan membawa
akibat pada semakin terbatasnya kebebasan, keraardelan kesempatan bagi perempuan
dan anak-anak gadis — seperti ditetapkan dalam-pasal 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Konvensi CEDAW. Keadaan yang semakin terasing dkami tidak adanya kepercayaan pada
mainstream mendorong orang-orang Muslim untuk masuk ke fghghetto’. Keadaan ini

mengakibatkan semakin ketatnya pengawasan terhpadkagian, mobilitas, dan peranan para



remaja perempuan. Dampak pengusiran juga berakibdd terjadinya kekacauan dalam
pendidikan, dikeluarkannya anak-anak gadis dariolabk terjadinya perkawinan dini,

perkawinan massal dan juga membawa pengaruh pagadan mereka — seperti gizi, air,
infeksi kesehatan reproduksi dan perawatan kesedatar.

Akibat dari semua itu mendorong para perempuaokumtasuk dalam kungkungan
norma-norma sosio-religius. Pelanggaran-pelanggatanjuga dicakup dalamGuiding
Principles on Internal Displacement, 199BBB, yang menguraikan tentang kewajiban-
kewajiban untuk melindungi hak-hak azasi manusa, enetapkan standar hidup minimum

bagi para pengungdijPs].

Studi tentang perempuan dalam komunitas-komunitasy yterpinggirkan atau di-
ghettokan dari masyarakat lainnya memperlihatkan bahetedangan komunitas dapat
terjadi dengan meningkatnya kekerasan domestildeh perempuan dan anak-anak. Karena
studi seperti itu pada komunitas Muslim di Gujatidak ada, maka beralasanlah untuk
memperkirakan bahwa akibat-akibat tersebut tefjagh bagi perempuan Muslim Gujarat -
mengingat akan kedudukan mereka sebagai minoragag yentan dihubungkan dengan

sikap negara yang berat sebelah dan komunitas ites/gang agresif.

Pelanggaran Hak-hak Anak

Konvensi Hak AnakThe Convention on the Rights of the Child; CR@liputi juga
masalah dijadikannya anak-anak perempuan sebagaiasakekerasan, dan akibat Jender
dari pembantaian terhadap anak-anak perempuan. eédenjyuga mengamanatkan agar
disusun mekanisme khusus yang bersahabat bagiasa&k-prosedur dan personil untuk
penegakan keadilan, pemulihan dan rehabilitasikribisnasi terhadap semua anak Muslim
jelas bersumber pada kegagalan negara dalam mepabenan, bahwa anak-anak tidak
dihukum “atas dasar status [keagamaan] orangtula hwieum, atau anggota keluarga anak
itu” [Pasal 2 ayat 2, CRC]. Negara lebih lanjutibat dalam pelanggaran Pasal 3 ayat 2
CRC, karena gagal memberi jaminan pada anak-anadivju“perlindungan dan asuhan
yang diperlukan demi kesejahteraan mereka, dengagingat akan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban ... atau orang-orang lain yang menurut hukertanggung jawab atas anak-anak
itu.”

Menurut Konvensi negara India telah gagal melimgilinak untuk hidup [Pasal 6 ayat

1] dan identitas [keagamaan] [Pasal 8 ayat 1] amak Muslim di Gujarat. Jauh dari



memikirkan kepentingan anak-anak Muslim, negaraah@l telah gagal dalam memenuhi

kebutuhan minimal mereka untuk makan, tempat behtgogendidikan dan keamanan.

Gagal bertindak secara bertanggung jawab dalam memgah kekerasan

Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran berbasder yang dilakukan oleh para
pelaku sipil, didasarkan atas prinsip "bertindatasa bertanggung jawab", seperti ditetapkan
dalam Konvensi CEDAW pasal 2[e], 2[f] dan 5; dabitketegas lagi dalam Rekomendasi
UmumNo. 19 ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ditegaskan bahwa diskriminasi menurut Konvensitidak tebatas pada tindakan oleh atau
atas nama pemerintah [lihat pasal 2e dan 2f]. Sebagntoh, pasal 2[e] Konvensi

mewajibkan negara untuk mengambil langkah-tindakngyaepat untuk menghapus

diskriminasi terhadap perempuan, baik yang dilakusd@h perorangan, organisasi maupun
perusahaan. Menurut hukum internasional dan kovedarsus tentang hak-hak azasi
manusia, negara juga bertanggung jawab atas tindadrangan, jika negara gagal untuk
bertindak secara bertanggung jawab dalam mencegahggaran hak, atau gagal melakukan

investigasi, menghukum dan memberikan kompensasitatdak kekerasan itu"”.

Konsep ini juga dinyatakan di dalam Pasal 4[c] Bedi tentang Penghapusan
Kekerasan terhadap Perempudbedlaration on the Elimination of Violence Against
Womeih, yang mewajibkan negara untuk secara bertanggumd) mencegah, melakukan
investigasi, dan sesuai dengan perundang-undaregaonal menghukum para pelaku tindak
kekerasan terhadap perempuan, baik tindakan imkukbn oleh negara maupun oleh
perorangan”.

Kasus Velasquez RodriguezVdlasquez Rodriguez Case, IACHR, 1989
membenarkan bahwa kewajiban memberi ganti rugi yanrgp untuk penderitaan yang
diakibatkan oleh kegagalan melaksanakan tanggumgbjaitu, merupakan bagian dari

ketentuan-ketentuan internasional yang telah di@gecara umum.

Dengan demikian peradilan Jender meliputi perligdum investigasi, dan
memberikan pemulihan yang efektif melalui hukumimi@suk pemberian ganti rugi.
Tindakan perbaikan dan langkah-tindak efektif itiurgikan lebih lanjut di dalam
Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 ayat 24 sabagpliputi:



= menyediakan layanan bantuan yang memadai bagi kotkautama melalui para
pekerja kesehatan; rehabilitasi dan konseloagihseling;

= memberikan pelatihan peka Jender bagi para pepsratilan dan penegak hukum,
serta para pejabat pemerintah lainnya,;

= memberikan perhatian pada sikap, kebiasaan danilppakktik yang mengekalkan
kekerasan terhadap perempuan;

= menyediakan prosedur pengaduan dan pertolonganefahtif, termasuk pemberian
kompensasi;

= menyampaikan laporan kepada Komite tentang tindékdakan pencegahan dan
perlindungan hukum yang diambil.

Tindakan hukum yang efektif untuk kejahatan bebdsnder, seperti yang dimuat dalam
Statuta Roma ICC, merinci petunjuk umum itu seckmaih khusus lagi dengan
memasukan: pengikutsertaan korban dan saksi padsagegkatan kasus itu baik secara
langsung maupun melalui wakil hukum mereka, pedinghn korban dan saksi,
pengangkatan para penuntut umum khusus denganidedbhtang pokok masalah,
representasi yang adil dari para hakim perempuarhdkim laki-laki di pengadilan, dan
para penasihat hukum tentang pelanggaran seksuméik umemberitahukan pada
mahkamah dan menjamin dilakukannya investigasi pamuntutan yang semestinya

terhadap kejahatan seksual.

Unsur-unsur standar tersebut memperluas tanggumgbjanegara untuk memberikan
hukuman, dengan memberikan perhatian khusus padaarko meliputi pemberian
bantuan pemulihan dan memberikan ganti rugi. Unssir standar itu juga menegaskan
sifat-sifat khusus dari kejahatan berbasis Jerahar, mewajibkan negara Peserta untuk
melakukan langkah-tindak yang membuat para pené&gakiilan lebih peka terhadap
masalah-masalah Jender. Tidak adanya langkah-tingakbangun kepekaan Jender
akan membuat korban mengalami kembali tanggapaygégran yang bias Jender dalam
proses hukum, yang pada hakekatnya adalah inti sgemua diskriminasi Jender dan

kekerasan terhadap perempuan.

Yurisprudensi India yang memberikan perhatian kbBugada korban dan mendukung

diberikannuya ganti rugi dalam kasus-kasus kekarasksual, terdapat dalabelhi



Domestic Working Women’s Forum v Union of India aihers, [1995] 1 Supreme
Court Cases 14[“Forum Perempuan Kerja Domestik Delhi v. Uni ladian Lain-Lain”
(1995) 1 Kasus-Kasus Mahkamah Agung 14].

Mengingat bahwa sistem peradilan pidana tidak mampuk menangani kasus-kasus
perkosaan, yang mengakibatkan para pengadu jisinggilecehkan, maka Mahkamah
Agung India menetapkan petunjuk-petunjuk untuk memilb korban perkosaan. Petunjuk
ini menyebut tentang perwakilan hukum oleh seorpaggacara yang diajukan oleh
kantor kepolisian yang ahli, tidak saja dalam paieo hukum, tetapi juga dalam
mengupayakan pelayanan bantuan lainnya, sepertidrarkonseling dounseling dan
bantuan medis; menyediakan daftar wakil-wakil hukitumdi kantor-kantor kepolisian;
membentuk Badan Kompensasi Kerugian Kejaha@mminal Injuries Compensation
Board untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi korbakopaan yang menjadi
kehilangan pekerjaan; pemberian kompensasi padaakooleh pengadilan — sesudah
pemberian hukuman pada pelaku — atas dasar pexatekbrban, kesakitan, ketakutan
dan kehilangan mata pencaharian, kehamilan dama lonyahirkan, apabila hal ini terjadi
sebagai akibat perkosaan. Namun demikian, petymgiiknjuk Mahkamah Agung itu
tetap tinggal di atas kertas saja, tidak pernaleriikukan, kendatipun dalam keadaan
normal, dan pasti tidak digunakan oleh negara umb@ngatasi situasi krisis seperti

pembantaian tersebut.



VI

DASAR- DASAR YANG MENGHARUSKAN DI LAKUKANNYA | NTERVENSI
OLEH KOM TE CEDAW

Tidak ada lagi Upaya yang Dapat Dilakukan dan Kegaglan Memberikan Pertolongan

Setempat dalam Hal Kejahatan Seksual

Menurut Konvensi CEDAW langkah-tindak/pertolongatesnpat lebih banyak harus
dinilai dari sudut pelaksanaan ‘de facto’ ketimbatayi sudut penetapan ‘de jure’. Oleh
karena itu efektifitas penyediaan bantuan hukum tdaggapan negara terhadap kejahatan
seksual, termasuk perkosaan, harus dinilai daii-hasil atau pelaksanaannya di lapangan,

ketimbang dari adanya ketetapan-ketetapan dan nsekaisemata-mata.

Dengan demikian dalam memberikan penilaian atasolpagan setempat bagi
perempuan-perempuan Muslim di Gujarat, maka perhdiarus ditujukan pada tanggapan
negara, mengingat adanya kegagalan dan keterlilpgtieamgkat pelaksana hukum, seperti
sudah diuraikan dalam bagian-bagian terdahululaaoran ini. Tanggapan negara dan status
keadilan Jender itu merupakan indikator hasil-hamhdasar dari mekanisme domestik di

lapangan :

= Kejahatan seksual tidak dinyatakan sebagai kerugemg mempunyai nilai untuk
mendapat kompensasi walau di atas kertas sekaligmpa memperdulikan luasnya
kejahatan yang telah terjadi.

= Kejahatan seksual yang keji itu, termasuk perkgsaamaya tubuh [mutilasi] dan
pembunuhan, menurut perkiraan paling rendah tersataanyak 333 orang. Tidak ada
angka perkiraan, baik resmi maupun pada pekerjalstsntang jumlah survivor yang
menderita aniaya seksual. Satu perkiraan yang kdiajiseorang pekerja sosial yang
bekerja di tiga desa, mengajukan angka 45 — tednmasmempuan dan anak-anak
perempuan yang telah digagahi secara seksual dardgierkosa. Ini tentu saja hanya
berlaku di satu daerah tempat pekerja sosial tetdedérgerak, dan lebih terbatas pada
perempuan-perempuan yang telah dijalin hubungagasemereka. Tentunya, angka itu
dapat diperbesar untuk menghitung jumlah survivortempat-tempat lain di mana
kejahatan seksual telah terjadi secara besar-besangka-angka yang ditemukan akan



mengejutkan, dan tidak akan sedikit pun membantmpeebaiki penilaian terhadap
mekanisme setempat.

Karena itu untuk menilai pertolongan setempat, dapoini akan berpegang pada
perkiraan sementara dan jumlah survivor yang agerseyang telah diketahui oleh
pekerja sosial tersebut. Sebagai perbandingan aselkeuhnya ialah sebanyak 333 + 45
= 378 kejahatan seksual. Tidak ada catatan resng ysa diperoleh tentang berapa
banyak kasus perkosaan yang terdaftar. Informasy yigali dan dibenarkan oleh para
pekerja sosial menyatakan bahwa ada enam [6] ksskssaan terdaftar — seperti sudah
diuraikan dalam bagian terdahulu. Namun agaknyaktshtu pun dari kasus ini yang
berhasil ditindaklanjuti. Sekali lagi, sebagaimaodah dikemukakan di atas, satu kasus
yang paling kuat ialah kasus Bilkees, seorang korpang masih hidup, berhasil
menghubungi polisi, mencatatkan diri melalui FIRgndmengetahui beberapa orang
pelaku perkosaan terhadap dirinya. Tidak ada pé&saan medis dilakukan terhadapnya,
juga tidak ada penahanan terhadap para pelaku.skadurnya ditutup, dengan alasan
tertuduh tidak dikenal.

Rekomendasi dari badan-badan resmi yang mempurgyaemang melakukan investigasi
dan mengarahkan kebijakan serta tindakan pemeritéddh diabaikan atau bahkan
ditolak. Komisi Nasional Perempuan mengajak pentnimntuk membangun sistem dan
personil khusus guna menangani kasus-kasus kejahethadap perempuan. Dalam
rekomendasi itu termasuk membuka biro atau unitkuntenangani kasus perempuan di
kantor-kantor polisi, mengadakan peradilan khusasuku kasus-kasus perempuan,
mengangkat personil polisi perempuan, pelaksanaestigasi, memberi jaminan
keamanan di rumah sakit dan bantuan hukum, menglkaggan cermat prosedur untuk
membantu pengumpulan bukti, penahanan tertuduse@up yang cepat dan efisien dan
sebagainya. Namun tidak satu pun dari rekomen@asetiut yang dilaksanakan, dan
satu-dua kasus mengalami nasib dipeti-eskan.

Rekomendasi Komisi Nasional HAM ditolak oleh pemtah Gujarat. Rekomendasi-
rekomendasi itu, antara lain, permintaan untukkdi#annya investigasi terhadap kasus-
kasus di mana kolusi antara polisi dan negara tempata; agar investigasi ditugaskan
kepada CBI, dan bukan pada polisi negara yang aeganenanganinya; pembentukan
mahkamah-mahkamah khusus untuk mempercepat prasesrigsaan, dan dengan
mengikuti prosedur yang khususnya peka terhadagnpmran dan anak-anak, sehingga

tidak akan memperburuk trauma mereka; pengangkaéguntut umum khusus dan



penggunaan laporan-laporan pencari fakta dan iigasstdari organisasi-organisasi
HAM dan kelompok-kelompok masyarakat.
= Empat petisi demi kepentingan umum telah diajukanun lalu oleh tokoh-tokoh

terkemuka masyarakat, untuk meminta petunjuk damhdmah Agung, antara lain agar
tidak menutup kamp-kamp penampungan, menyerahkastigasi pada CBI, pembuatan
daftar FIR secara terpisah untuk setiap kejahakam tidak dalam FIR "omnibus" seperti
sekarang, memonitor pemberian kompensasi bagi pendsebagai akibat kejahatan,
serta penegasan tentang pertanggungjawaban nétargir satu tahun waktu berlalu,

tapi petisi-petisi itu belum juga didengar oleh Maimmah.

Semua sarana negara yang ada dan tersedia telatakizgn. Apabila rekomendasi-
rekomendasi itu bersifat kritis terhadap negarakamgemerintah tidak menghiraukannya.
Dalam kasus-kasus lain terjadi penundaan penangatam sikap apatis, dan tetap
diletakkannya kasus itu dalam kekuasaan pemerintategara telah menjamin bahwa
perpaduan antara manipulasi, pengaruh dan kelambaleh dengan cepat menutup semua
kemungkinan untuk mendapat keadilan.

Diskriminasi Berdasarkan Jenis Kelamin yang Sangat Serius: Sebuah Isu HAM
Perempuan

Dalam banyak kekerasan antar-aliran yang terjadndiia, seperti juga di mana-mana di
seluruh dunia, perkosaan dan pelecehan seksuabltgrlperempuan biasa terjadi. Integritas
seksual perempuan terpelihara dengan lebih baikndainasa damai, melalui konsep
kepemilikan patriarkal dan batas-batas hak penmhia yang memberikan tempat berteduh
dengan bersyarat kepada perempuan. Hukum memaip&eanan Kkritis, mengukuhkan
konsep-konsep sosio-kultural itu atau dengan mekdemorma-norma alternatif tentang
benar dan salah, atas dasar hak-hak azasi darbatantstuk semua manusia. Contoh bahwa
perkosaan dalam ikatan perkawinan dipandang sebadakan yang dibolehkan, sedangkan
perkosaan di luar perkawinan sebagai tindakan gatehh menggambarkan betapa pengaruh

nilai-nilai patriarkal berlaku di dalam hukum.

Hukum, apabila harus dengan efektif menandingiimilai dan stereotip sosial dan
kultural yang menempatkan perempuan dalam possame seharusnya dijelaskan melalui
hak-hak azasi manusia dan bukannya melalui nornmmaa@atriarkal sebagaimana tersurat.



Ini adalah nilai dasar dari Pasal 5 Konvensi CEDAMhg dicakup dalam Rekomendasi

Umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan.

Kegagalan untuk memberlakukan hukum atau tindad@rhoc / rencana-rencana
penanganan krisis kejahatan seksual, sama artinglagdn menolak mengakui kejahatan

seksual sebagai ‘salah’, dan_menolak memenuhi, lipeika sekedar sebagai tindakan-

tindakan awal, yang memungkinkan terwujudnya hadkdmasi manusia perempuan setahap

demi setahap

Pada hakikatnya, dengan tidak menyebut atau mekgmtya sebagai kejahatan
seksual di atas ‘kertas’ saja, sama dengan memkegampunan yang berarti melakukan

diskriminasi terhadap perempuan.

Bahwa kemampuan dan keberhasilan negara dalam endarb perhatian dan
menghapuskan dapat berbeda-beda, tergantung pamssitks dan sumber daya yang
tersedia, dapat diterima dan dipahami. Tetapi t@@d#&nya pengakuan, terutama pengakuan
tentang gawatnya kejahatan seksual seperti yaaguttian di Gujarat, merupakan pernyataan
tentang impunitas (bebas dari tuntutan hukum) ysemgpurna dan mutlak tentang kesalahan
seperti itu. Sesungguhnya hal itu sama dengan nlangkan sama sekali penderitaan khas
perempuan dari dunia kesalahan kemanusiaan. Adk&gawatan seperti ini yang
mengharuskan adanya intervensi di semua tingkatfatea oleh Komite CEDAW, oleh
karena sifat kekerasan dan impunitas itu sama dedgkriminasi terhadap perempuan
karena mereka adalah perempuan. Hal ini melanggasip-prinsip dasar non-diskriminasi,

tidak hanya menurut Konvensi CEDAW, tapi juga satusistem hak azasi manusia.

Menolak Mengakui Kekerasan Seksual sebagai Penderitaan

Walaupun kejahatan seksual yang dilakukan di @ujelah dibahas di parlemen,
dicatat dalam laporan-laporan pencari fakta daotdiksecara luas, namun tidak dicatat oleh
pemerintah sebagai penderitaan yang layak untukdapet kompensasi / penggantian
kerugian yang dinyatakan oleh pemerintah. Memangabdahwa bantuan uang yang
ditawarkan dalam bentuk kompensasi adalah suatyhpean, tetapi mencatat kerugian dan
kehilangan yang layak untuk diberi kompensasi, ssekali bersifat netral Jender. Netralitas
Jender ini tidak hanya menutupi, tetapi juga meaggir gawatnya penderitaan khas Jender

itu.



Perkosaan dan kekerasan seksual tidak dicatap@ependeritaan, kesehatan psikis
dan seksual tidak merupakan bagian dari biaya mgthg harus ditanggung oleh negara
yang telah gagal memberi jaminan keamanaan bagi faavivor. Harus ditegaskan, bahwa
pengakuan demikian merupakan langkah pertama ddamg@de arah pengakuan ‘kebenaran’

tentang kekerasan yang telah dialami oleh perempuan

Impunitas (bebas dari tuntutan hukum) untuk Kejahatan Khas Jender menurut

Hukum Nasional

Hukum yang mengatur tentang kejahatan, termasukah&®gn seksual,
dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Pidandidn Ada batasan-batasan yang serius
dalam hukum yang berlaku dalam mengatur kekerasesual di ‘masa damar’, yaitu dalam
hal definisi, prosedur dan aturan tentang pembuakianerja yang bias Jender dalam seluruh
proses hukum, dari taraf mengajukan pengaduan sgmapa keputusan, juga melemahkan
pilihan-pilihan seperti yang dikemukakan dalam hukdertulis. Angka penghukuman
perkosaan di seluruh India hanya sebanyak 0.30#%adia damai [1999JN Data base on
world wide rape convictions -http://www.uncjin.org/stats/convict/rapecony]txtDalam
tahun 1996, dari 338.387 kasus kejahatan terhael@opuan yang dilaporkan, hanya 32.362

orang yang dihukum. Dalam dasawarsa terakhir tatd2fp kasus penahahan perkosaan yang

dilaporkan, yang ditangani dengan hukum yang kdtada saat ini tidak ada seorang polisi

pun yang dihukum [data diambil dari suratkabarikatzar nasional].

Dalam situasi konflik dengan kekerasan, maka mekami hukum yang ada
cenderung menjadi tidak efektif. Bahkan usaha greser hukum dengan cermat pun, dalam
situasi kekerasan massal seperti peristiva pemban@ Gujarat, menjadi tidak dapat
dipenuhi. Hukum yang ada menghendaki agar korbampuryai akses ke kantor polisi,
yaitu jalan publik yang aman, dan sarana serta rydu untuk melakukannya sebagai
langkah pertama menuju penyelesaian hukum. Keajdam dan akses publik yang aman
menuju kantor polisi itu tidak ada, bahkan untudng-orang Muslim laki-laki, apalagi bagi
perempuan di Gujarat. Sesudah mendapat aksesy@umsama sekali bergantung pada
mekanisme negara untuk mendapat fasilitas peradilarulai dari merekam keterangannya,
mendaftarkan kasusnya, mengumpulkan bukti, rept@senhukum dan keputusan
pengadilan. Tidak satu pun dari langkah-langkahupetangga keadilan itu peka terhadap

masalah-masalah Jender di ‘masa damai’. Di Gugeatasa ini ketidak-pekaan terhadap



Jender hanyalah salah satu masalah bagi perempuahmV Bagi mereka masalah itu
ditambah lagi dengan sikap lembaga-lembaga negarg perat-sebelah, serta keterlibatan
dalam persekongkolan untuk meniadakan keadilan loagng-orang Muslim. Jalinan
identitas sebagai Muslim dan perempuan membawaiagdda kerugian ganda yang hanya

semakin menjamin kepastian tidak adanya keadilgnrbareka.

Ini tampak nyata bahkan dalam penolakan rekomemdksmendasi dari badan-
badan kenegaraan, yang menghimbau agar ada prggededur dan penanganan khusus
bagi kejahatan-kejahatan yang khas Jender. Nardak &#da pengakuan terhadap kejahatan
seksual sebagai penderitaan, tidak ada prosedsukhuntuk perlindungan korban dan saksi,
atau pengangkatan penuntut umum khusus yang meamingengenai kejahatan yang telah
terjadi. Investigasi diserahkan pada suatu badag yerlibat dalam kejahatan. Pengaturan
seperti itu justru menjamin adanya impunitas (be@astuntutan hukum).

Resiko Ganda bagi Perempuan

Implikasi Jender dari kekerasan seksual ialah bmdréd beratnya penderitaan perempuan
berkaitan dengan akibat buruk yang dihadapinyanigéengka panjang. Kekerasan seksual
tidak dimaksudkan dengan tujuan untuk sekedar mmilkan penderitaan fisik. Tetapi
memang dirancang untuk menyerang kehormatan datamaarkomunitas yang menjadi
sasaran. Dalam banyak konteks budaya, seperti jugadia, perempuan dan tubuhnya
diterima secara luas sebagai tanda kehormatan ktasudelas, bahwa serangan bersifat
Jender itu sama dengan menentukan tanggapan dayarakat yang diserang dan masa
depan kedudukan survivor dalam masyarakatnya. boglkri lingkaran itu memberi
keabsahan bagi tindak kejahatan dan balas-dendagp gidakukan terhadap perempuan
dalam semua konflik yang terjadi, yang mengakibatkarempuan menjadi sangat rawan
untuk menanggung derita, tidak hanya pada saadiryja serangan, tapi bahkan untuk
jangka waktu panjang selanjutnya. Selagi kejaha&ksual terhadap perempuan membantu
dan membangkitkan kebencian yang lebih besar, danghidupkan terus kebencian di
kalangan komunitas yang berkonflik, maka keadaamildan tidak menguntungkan bagi
para survivor di tengah-tengah komunitas merekdiseMereka itu tidak diberi kedudukan
sebagai syuhada, pahlawan atau korban yang kisah+kya akan dituturkan ulang. Mereka
justru menjadi bagian dari ingatan tentang rasairdah aib yang tak berbentuk, dan hanya
melanggengkan rasa kebencian belaka. Pemulihanllqgm bagi para survivor ‘sesudah



penyembuhan fisik’, dalam jangka waktu lama tetaggal tanpa daya di tengah-tengah

keluarga dan komunitas mereka.

Inilah resiko ganda dari "Jender" yang dihadaphogberempuan - dan ini harus
menjadi penjelasan dari pengakuan tindakan kejahasarta rencana perbaikan dan
pemulihan. Hanyalah badan khusus seperti Komite EDdengan keahliannya tentang
sifat dan akibat-akibat dari nilai-nilai Jender datereotipi tentang perempuan dalam
berbagai situasi dan konteks, yang dapat menyarasalah ini, serta merumuskan
pertimbangan-pertimbangannya ke dalam kewajibarakban negara Peserta sesuai dengan

ketetapan Konvensi.

Resiko dan Akibat-akibat bagi Perempuan dalam Konflik Antar-aliran

Resiko dan konsekuensi bagi perempuan dalam komftitar-aliran tidak bisa
diabaikan sesudah Gujarat. Keadaan itu telah mgkgm luas dan intensitas kebiadaban
yang bisa terjadi, melalui penggunaan kejahatasusgk/ang terencana. Konsekuensi jangka
panjang, seperti sudah diuraikan dalam bagianhetdalari laporan ini, tidak hanya terbatas
pada Gujarat dan juga tidak hanya pada suatu jamgidu tertentu. Tetapi kejahatan
terencana demikian itu akan terulang kembali apgt®rtanggungjawabannya tidak dituntut

dan dilaksanakan.

Mengingat masyarakat India yang majemuk, multigire, multi etnis, dan sifatnya
yang berjenjang-jenjang, serta ketegangan yang p#sin terjadi mengingat ideologi
nasionalisme yang selalu menuntut penyesuaianddiri kelompok-kelompok minoritas
kepada gaya hidup menurut ‘versi’ Hindu, kekeraaatar-aliran meningkat terus setiap
minggu. Perempuan sebagai petanda martabat kosumidak bisa tidak akan menjadi
sasaran. Terlebih-lebih apabila kejahatan-kejahs¢perti itu mendapat jaminan impunitas.
Gujarat merupakan konteks yang tepat untuk melakukdervensi dan menyiagakan
pemerintah India terhadap perlunya kesediaan umieikksanakan kewajibannya - sehingga
tidak menempatkan semua perempuan, khususnya pemardari kelompok-kelompok yang

tersisih, dalam kerentanan yang amat sangat dadaftikantar-aliran yang akan datang.



Situasi Luarbiasa yang Memaksa Perlunya Intervensi Internasional

Di masa lalu Komite CEDAW pernah melakukan intesredalam situasi luar biasa,
seperti yang terjadi di Kongo, Rwanda dan Bosnead@an di Gujarat tentu saja tidak sama,

tetapi memang cukup luar biasa untuk memperol@&miansi internasional.

India merupakan suatu negara yang kuat dengan msek@nkelembagaan yang
tersusun dengan baik, yang secara teoritis bergdedam suatu kerangka hak-hak,
akuntabilitas, dan pemisahan kekuasaan derdetks and balancedalam keadaan
normal, sistem demikian memang sulit untuk dilak&am, dan hanya terlaksana secara
efektif untuk kepentingan mereka yang mempunyathek istimewa. Berbagai penelitian
telah menyingkap dan menentang bias kelas, Jeadetabta, yang merupakan sebab adanya
watak berat-sebelah dalam pelaksanaan kerja lembatmmga negara. Masalah dan kendala
dalam lembaga-lembaga negara di Gujarat bukan rakangkepanjangan atau meningkatnya
bias yang selalu terdapat di dalam lembaga-lembagebut. Bedanya di Gujarat ialah

adanya diskriminasi yang berlebihan terhadap omaagg Muslim.

Perlunya intervensi internasional dan penyelidikgmng seksama di Gujarat
merupakan suatu keharusan, oleh karena dalam sigemarintahan suatu negara demokrasi
yang tersusun dengan baik, dengan lembaga-lembaggranyang kuat, secara nyata dan
jelas tidak ada atau tidak tanggap terhadap pemarbekeadilan bagi sebagian warga
negaranya. Orang-orang Muslim di Gujarat dikejgaskkarena mereka adalah Muslim, dan
tidak diberi keadilan karena mereka adalah Musketidak-adilan yang terus berlanjut bagi
komunitas itu sengaja dimaksud untuk membuat cekmmunitas bersangkutan dan
mempengaruhi kedudukan dan status mereka sebagga wagara di India. Mereka itu

adalah korban dari tidak adanya toleransi agama.

Tidak ada suatu masyarakatpun yang dapat menya@esanasalah diskriminasi
massa atau kekerasan massa dengan menempuh jalum lyang biasa. Di seluruh dunia
telah dibentuk mekanisme khusus untuk menghad#passi luar biasa seperti itu, yaitu
dengan membentuk Peradilan Khusus dan Komisi Kebenalan Rekonsiliasi, yang
mengakui dimensi-dimensi etnis, ras atau genosadand kejahatan-kejahatan seperti itu.
India belum tanggap akan hal tersebut dengan m@ahkeip upaya-upaya khusus seperti itu,
untuk memenuhi tuntutan keadilan. Peraturan pengrxdadangan pidana yang menangani
kejahatan individual tidak dirancang untuk menamngagrkara pembunuhan massal dan

kekerasan seksual yang terjadi dalam situasi korBlalam situasi demikian, masalah utama



yang harus dipertanyakan ialah tanggung jawab Kantabilitas [pertanggungjawaban] alat-
alat negara dalam mencegah kekerasan. Tetapi nsek@arseperti itu tidak ada atau tidak
diadakan. Mereka yang berkuasa, yaitu Perdana kelaie pemerintah, tidak dituntut untuk
memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan medekam melaksanakan tugas
konstitusional mereka. Meskipun India telah meikagi Konvensi Genosida, namun India
belum menyusun perundang-undangan untuk pelaksataavensi itu. Dengan demikian

masih banyak korban dibiarkan tanpa upaya pertaiong

Akibat Buruk bagi Perempuan

Situasi menjadi lebih buruk karena seluruh komsnitauslim yang terkena dampak huruhara
itu, terus menerus menghadapi berbagai macam bekohomi, yang membawa akibat
buruk pada kehidupan mereka dan memberikan tekiegt bagi perempuan. Perempuan
juga harus menghadapi tekanan fisik dan mentagneaadanya ancaman dan intimidasi yang
tidak kunjung berhenti serta ketakutan mereka tEparangkaian serangan yang akan
datang, karena negara tidak melakukan apa pun umgededamnya. Kombinasi antara
impunitas dan teror yang terkait erat dengan kekeraseksual, merupakan dorongan bagi
kekuatan sayap kanan Hindu untuk terang-terangarggumakan perkosaan sebagai motif
pokok dalam melancarkan intimidasi agresif terhallampunitas Muslim. Komunitas ini
mengatasinya dengan menutup pilihan dan kebebasginplerempuan, yang terlihat dari
diselenggarakannya perkawinan secara tergesa-gésa (umlah besar. Terdapat beberapa
contoh terjadinya paksaan pada survivor perkosdam komunitas mereka sendiri untuk
menarik pengaduan kasus-kasus mereka, demi membekdnudahan bagi ‘kembalinya’
komunitas Muslim ke tempat tinggal asal mereka. &eman terhadap perempuan ini, baik
dari luar maupun dalam komunitas, telah menyurugatisipasi politik dan kemasyarakatan

mereka, demi mendapatkan hak-hak yang lebih bésalain keluarga dan masyarakat.

Beberapa orang perempuan yang karena keadaartegtalksa melepaskan diri dari
peran tradisional, dan giat melakukan pekerjaarnalsdslah dijadikan sasaran dan dipaksa
untuk mengundurkan diri. Perkembangan dari kasaaskdéu memperlihatkan, bagaimana
sistem peradilan pidana telah dirusak secara sidienSementara seluruh komunitas dapat
bertahan hidup di bawah tekanan yang luar biagg@ngmian menjadi sangat rentan justru

karena mereka terkena dampak, baik tekanan ekomaunypun ketakutan terhadap serangan-



serangan lebih lanjut terhadap nyawa dan tubuhkaeMengingat adanya keadaan-keadaan

seperti itu, maka Komite CEDAW didesak untuk melauintervensi.

INTERVENSI KOMITE SANGAT DIMINTA AGAR PEMERINTAH IN  DIA
MELAKSANAKAN AKUNTABILITAS NEGARA SESUAI DENGAN PET  UNJUK-
PETUNJUK SEBAGAI BERIKUT:

Meminta laporan dari Pemerintah India tentang sifabh luasnya kejahatan berbasis
Jender yang terjadi di Gujarat, tanggapan negargyemai rencana pertolongan khusus,
mekanisme khusus, penuntutan kasus, yang berpéfspakder, dan juga semua upaya,

jika ada, yang dilakukan untuk korban.

Mendapat informasi tentang rencana rehabilitagia jada, yang mencerminkan dan
memasukan kebutuhan-kebutuhan khusus perempudedejuan yang telah dicapai.

Menyerukan pada pemerintah India agar menyusunanen¢ kebijakan manajemen

krisis, yang mencakup mekanisme khusus yang tepafa dirancang untuk melakukan

penuntutan, memulihkan dan memberikan pertolongan $emua korban kejahatan dan
perkosaan berbasis Jender di dalam situasi kekejama@ssal yang ditujukan pada

komunitas. Selanjutnya, mekanisme atau rencanaukhaeperti itu harus sesuai dengan
ketentuan-ketentuan hukum internasional tentarghké@an berbasis Jender.

Ada kebutuhan mendesak bagi Komite CEDAW untuk netkn keterangan,
meyakinkan dan memberikan arahan pada Negara ®etmtang ketentuan-ketentuan
yang tepat bagi ditegakkannya keadilan untuk kegahkejahatan berbasis Jender dalam
kekerasan antar-aliran, serta akibat-akibat yanggata merugikan perempuan dari
kekejaman seperti itu, dan dalam keadaan tidakyadperaturan perundang-undangan

nasional yang dapat digunakan untuk mengatasi glersmi.
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Annex |
SI FAT JENDER DAN DAMPAK PENMBANTAI AN
YANG BANYAK MERUG KAN PEREMPUAN

A. KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN

Umum

Luas dan kekejaman kekerasan seksual yang dijelasleh saksi-saksi, seperti
ditelanjangi di depan umum dengan paksa, perkosaassal dan oleh kelompok
terhadap perempuan dan anak-anak perempuan; sebagsar ditambah dengan
penyayatan tubuh dan pembakaran mayat-mayat kasbhimgga tidak ada lagi jejak
yang tertinggal* SS hal. 4, 8; NCAS hal. 10; PUDR Jil. | hal. 34,; CC hal. 4, 22;
CCT hal. 38, 42 Jil. Il; HRW hal. 17, 18, 19, 2B; BrHC hal.1

Kekerasan seksual

Adanya suatu pola kekerasan seksual, yaitu: perampmlipukuli, ditelanjangi,
diperkosa oleh kelompok, ditusuk dengan batangasi, Ipedang atau kayu, lalu
dibakar hidup-hidup. Para penyerang membedah pengmpuan yang hamil dan
membunuh janin di dalamnya. Dilaporkan tentang gaakasus-kasus perempuan
yang disayat tubuhnya [mutilasi] dan dibuat cacainisalnya dengan menyayat
payudara, menorehkan “Om” di dahi, memenggal kaki thngan, menghunjamkan
tongkat pemukul cricket, batangan kayu atau ped@ndalam vagina. Di beberapa
daerah para pelaku itu menelanjangi diri merekaigemengan maksud untuk lebih
memperhina perempuahMFC hal. 22; CC hal. 9, 21; SS hal. 10; CCT hz@.

Memberi pertanda pada perempuan

Seorang perempuan yadgperkosa oleh sekelompok orang, kepalanya diguhalul
ditorehkan kata “om” [simbol agama Hindu], deng&ap oleh para pemerkosa. Pada
kasus lain “om” ditorehkan dengan pisau di punggatay bagian tubuh lain dari
perempuan* CCT hal. 121



Y Pasangan antar-agama

Perkawinan antar-agama juga menjadi sasaran kekerasisalnya: perkosaan dan

pembunuhan terhadap Geeta [Mumtazbano], seorangmpeen Hindu dari

Ahmedabad, yang kawin dengan seorang laki-laki MusKekerasan terhadap

pasangan campuran demikian itu sudah menjadi ladinseluruh Gujarat, dan

masalah perkawinan antar-agama sudah merupakaamliayi propaganda kebencian

terhadap orang-oranguslim dan Hindu yang menjalin perkawinan demikia@CT
hal. 24

v Peranan polisi

Polisi di Gomtipur selalu bertelanjang untuk memgasang-orang perempuan
dari tempat mereka, sehingga dengan demikian dapatangkapi laki-laki

dewasa dan anak-anak laki-laki serta menghancur&ema milik mereka, karena
hanya perempuan yang berani berusaha mempertahamkeh, nyawa suami
dan anak-anak laki-laki merekaCCT hal. 42

Kesaksian di depan pengadilan: polisi berulanggilearulah cabul dan kasar
terhadap perempuan dari komunitas minorit&@CT hal. 42

Tidak ada pengakuan resmi, baik oleh polisi maupileh petugas perawat
kesehatan mengenai kenyataan, bahwa pelanggaramabdk dilakukan dalam
skala yang begitu luas. Di manapun tidak ada catatedis yang menyebutkan
tentang perempuan-perempuan yang mati atau memdeegbagai akibat
pelanggaran seksual. Begitu juga tidak ada Laplagoran Informasi Pertama
[FIRs], kecuali untuk satu-dua kasus. Mungkin pha@iwa banyak kejadian yang
tidak akan pernah diumumkan, mengingat rentanngea lgaban. *MFC hal. 22

Vi Tanggapan pemerintah dan pimpinan politik

Beberapa menteri memimpin pembantaian dan perkosS&@T hal. 76 Jil. Il
Besarnya jumlah kasus kekerasan seksual yang Kédakpada waktu terjadinya
pembantaian besar-besaran di seluruh negeri dir&gangat mengejutkan. Hal
ini menjadi semakin mengejutkan, karena cara pgr@En yang menganggap
enteng dan penolakan perkara yang dilakukan olehdBMkabinetnya, seluruh
pemerintahan di Gujarat, dan para menteri penaritmtdia. *CCT hal. 38 jil. 1l

Pernyataan oleh George Fernandes



= Uma Bharati memusatkan perhatiannya pada fundatisenéa Islam, dan
meminta Parlemen agar “menyadari bagaimana perasemrgy Hindu”, dan
bagaimana “mereka itu telah diseret ke ekstremishgja ia mengatakan, tidak
ada “bukti” yang membenarkan ceritera-ceritera isaksta tentang perkosaan
yang biadab itu. The Hindu, 3/5/02

B. AKIBAT-AKIBAT

i Umum
= Banyak perempuan yang sudah kehilangan anggotargelurumah, harta benda,
mata pencaharian dan martabat mere®dC¥ hal. 9
= Bukti adanya akibat-akibat yang terus berlanjutadpernyataan yang digunakan
oleh NCW, karena "pada umumnya ada ketakutan" gleanbalasan dendam
terhadap "perempuan dan anak di kamp" merupakaabsefengapa NCW

menahan diri dalam pembuatan laporannydCW hal.8

il Beban berkelebihan demi kelangsungan hidup

= Untuk melindungi para laki-laki, perempuan membiam diri untuk ke luar
rumah guna keperluan sehari-hari dan menghadapanrdengan polist. SS hal.
17

= Millat Nagar, Ahmedabad — Sebagai akibat adanyaneam, maka para pencari
nafkah harian, pedagang keliling, penjahit, penjlzaing, selama satu bulan lebih
menjadi tidak bekerja. Polisi memulai operasi psingn di daerah-daerah
kediaman orang Muslim, dan secara membabi buta mg&api pemuda-pemuda
Muslim. Ketakutan yang amat sangat pada polisi, yaleabkan bahwa para
perempuan berani mengambil resiko untuk melakukekenggpan yang harus
dilakukan di luar rumah, ketimbang para laki-l&& hal. 21; HRW hal. 50.

iii Meningkatnya perempuan kepala rumah tangga danrumah tangga yang hanya
terdiri dari perempuan

= Dampak langsung dari kekerasan itu ialah terciggmgrempuan kepala rumah
tangga. Menghadapi trauma dari menyaksikan bebenaggota keluarga mereka

yang sekarat, perempuan juga harus menghadapi degsn dengan semua



tabungan hidup dan sumber-sumber penghidupan meyakg musnah dan
hancur. Mereka yang sudah hidup sendiri sebelujadiekekerasan, termasuk
para janda, kembali menjadi terlantagS hal. 31

= Beberapa perempuan sedang hamil beberapa bulan,tidiakh mempunyai
keluarga yang membantu mengurus mereka dan an&kssraka* PUDR jil. |,
hal. 9

v Mempertahankan kehidupan ekonomi

= Sayma — RYB seorang janda, dengan tujuh anak pei@emgiga dari mereka
sudah menikah. la terlalu takut untuk pulang kemdarena di desa anak-
anaknya harus keluar rumah untuk mengambil air Mi@ngerjakan pekerjaan
seperti mencuci pakaian di tempat terbuk®UDR jil. II, hal. 4

= Dua orang janda, tidak menerima kompensasi dannthmintuk membuat surat
keterangan kesanggupan melunasi hutangnya [pesbami mereka “yang
hilang”, agar supaya bisa meminta kompensasi]. algamta itu tidak bisa
memenuhinya, oleh karena mereka adalah janda ydag mempunyai mata
pencarian sendiri. Mereka tinggal di rumah sewdlalol, hasil tanaman mereka
sudah hancur, dan dua ekor kerbau telah diclRUBR jil. Il hal. 15

= Karena para laki-laki pergi untuk melihat rumah eker;, maka perempuan
seringkali diminta untuk menaksir harga barang-4hbgraniliknya yang telah
hilang, misalnya meteran air dan penggilingan gandBara pejabat kemudian
menulisnya atas dasar taksiran mereka seriditabitat hal. 73



Lampiran Il
KOLUSI NEGARA

Kampanye kekerasan yang sistematik itu memperkimtiemua petunjuk tentang usaha
pembersihan etnis. Serangan terhadap kereta &podinra pada 27 Februari 2002 hanya
digunakan sebagai dalih. Seandainya peristiwaidiaktterjadi, akan dibuat peristiwa lain.
VHP dan sekutu-sekutunya bertindak dengan dukumpgemerintah daerah. Mereka tidak
akan dapat menimbulkan akibat kehancuran yang wdggsar, jika tidak ada impunitas
(bebas dari tuntutan hukum) yang diciptakan olemgrentah. Perdana Menteri Narendra
Modi langsung bertanggung jawab Tindakan-tindakandikendalikan tidak hanya oleh
penilaian akan keuntungan politik yang sinis. lalald seseorang yang sangat percaya pada
motivasi ideologi VHP. BrHC hal. 3

A. PERAN NEGARA YANG MEMICU KEKERASAN

i Menjelang Godhra

1. Penempatan pasukan pencegahan

= “Sudah diketahui bahw&ar sevaksakan melalui jalan itu. Kenyataan ini
mengharuskan adanya penempatan pasukan prevestilyala tindakan tersebut
tidak dilakukan.” — Komentar dari MM Singh.CC hal. 9

= Pemerintah tidak melakukan siaga dengan mempessidpdberapa pasukan yang
seharusnya dapat melakukan pencegahan dengarf,gfakéina didasarkan atas
perkiraan bahwa pasukan yang ditempatkan di pexdatakan memerlukan
sedikit-dikitnya 72 jam sesudah terjadinya kekemasantuk dapat datang di
tempat kejadian. Walaupun demikian halnya, mere#taktdiberi wewenang
penuh untuk bertindak. — Mayor Jenderal Eustacgadea. *CC hal. 14

2. Perencanaan negara untuk melakukan kekerasan

= Usaha untuk mengetahui dengan tepat lokasi perasgierusahaan yang
merupakan milik orang-orang Muslim dimulai berbularian sebelum serangan
dimulai. Di Ahmedabad dilakukan kegiatan bersamtulumendapatkan daftar
perusahaan-perusahaan dagang Muslim dari pememtdtotapraja. Para
sukarelawan VHP juga mengunjungi lembaga-lembagafegional dan

universitas-universitas, untuk mencari nama-nama @damat-alamat para



mahasiswa Muslim. Beberapa sumber pemerintah megkgmat bahwa para
anggota VHP telah membuat daftar mengenai depantei@eartemen pemerintah
[misalnya, Food Corporation of India(Korporasi Pangan India)] dan lembaga-
lembaga cabangnya, serta melakukan identifikadi “daang-orang yang tidak
diinginkan” dan alamat-alamat merek&RW hal. 23

Aksi kekerasan mungkin sudah dirancang berbulaarbudebelumnya dan
mempunyai motivasi politis. Tujuannya ialah untukengusir orang-orang
Muslim dari kawasan Hindu. Massa dipimpin oleh VH#tganisasi Hindu
ekstrem] di bawah perlindungan pemerintaBrHC hal. 1-2; Al Sept. 2002 hal. 1
Pengabaian peringatan oleh negara

Sebenarnya sudah ada peringatan dini akan tergdiksi kekerasan, bahkan dari
kalangan kepolisian sendiri. Perwira yang membariketerangan rahasia
sebelum kejadian Godhra, bahwa akan terjadi tirkg&lerasan yang dihasut oleh
para pendukung VHP, justru dipindahkan dari jabagan*HRW hal. 14

Tindakan pemerintah pasca-Godhra

1. Penahanan para tersangka Godhra

N

w

Kurang cepatnya penahanan terhadap para tersamggiaatan, memberi kesan
tentang kurangnya kesungguhan pemerintah untukdamer&eadaan. €C hal.
15

. Penempatan pasukan pencegah pasca-Godhra

Beberapa kesatuan tentara baru ditempatkan sdigkgbuluhenam jam berlalu

tanpa adanya intervensi yang dilakukan dengan simggngguh. Pemerintah

menolak untuk menyebarkan perajurit-perajurit #lama 24 jam setelah mereka
tiba, dan melaksanakannya hanya setelah tindakraske yang dahsyat itu

berlalu. *HRW hal. 21-22; CC hal. 15, 109

. Langkah-tindak mencegah kekerasan lebih lanjut

Sesudah Godhra ada tanda-tanda peringatan. Waladgonikian, tidak ada
penahanan pencegahan, dan tidak ada pasukan dikampantuk menghadapi
pengepungan yang diserukan oleh VHECT hal. 81 jil. Il; CC hal. 12, 115;
PUDR jil. I hal. 35



iii Pasca-Godhra: pimpinan politik, peranan dan perhatan yang sungguh-sungguh

Seruan pengepungan oleh VHP itu diartikan sebagaias untuk melakukan
tindakan. Dukungan pemerintah terhadap seruanilakutkan oleh VHP/Bajrang
Dal sebagai dukungan terhadap pendiriannya. Dukurmggamerintah itu juga
dikirim sebagai perintah kepada polisHRW hal. 21

Berbagaibentuk pengorganisasian dan perencanaan kejahatam dilakukan,
berulang-ulang diceritakan oleh survivor, saksi anapekerja penolong,
komentator politik, dan anggota-anggota organisi@silu ekstrem itu sendiri.Al
hal. 1; CCT hal. 22 jil. Il; HRW hal. 15, 22, 2342

PM berkata kepada para perwira polisi akan adamgaksi Hindu' setelah
Godhra, dan agar mereka tidak berbuat apa pun unernghalangi reaksi itu.
*CCT hal. 82jil. Il; BrHC hal. 2, 3

“Orang dalam di Bharatiya Janata Party mengakuivbapolisi diperintah oleh
pemerintahan Narendra Modi untuk tidak bertindglase ' HRW hal. 21

v Akibat-akibat yang berlawanan

Sekurang-kurangnya tujuh perwira polisi yang bdmasanenjaga perdamaian,
atau bertindak melawan gerombolan pembunuh, telghindhhkan dari
kedudukan mereka atau mendapat amarah dari atasdndiRW hal. 23; HRW
hal. 14, 49; CCT hal. 90-91

B. POLISI

i Umum

Segala tindakancbmmissiohdan pengabaiarofnmissioh yang telah dilakukan,
cukup menjadi dasar penuntutan terhadap polisi r@éujdi setiap mahkamah
pengadilan. *CCT hal.88-89 jil. Il; CC hal. 114



C. KELAMBANAN / PENGABAIAN OLEH POLISI SELAMA TERJA DINYA

KEKERASAN

Tidak ada langkah-tindak pencegahan

Walaupun pada umumnya telah mengetahui sebelunentany akan adanya
serangan, tetapi polisi tidak mengambil tindakancpgahan apapunPtUDR jil.

1 hal. 34

Pada umumnya polisi berlaku sebagai penonton yaiagn,d membiarkan
gerombolan massa membesar sehingga menjadi tidpkt ddikuasai lagi.
Kegagalan dalam menguasai keadaan bukan karewak®tmpuan profesional,
tetapi karena sikap yang apatis, dan pada umumdg& peduli, serta dalam
banyak kejadian justru bekerjasama secara diam-diam melibatkan diri.
*NHRC hal. 54; PUDR jil. | hal. 34; HRW hal. 18, 183: CC hal. 114

Kurun waktu antara pertengahan Maret sampai 16:Aperombolan besar massa

masih berkumpul, dan polisi hanya memperhatikaa $&C hal. 94

Sengaja mengabaikan/menolak memberikan bantuan

“Kami tidak mendapat perintah untuk menyelamatkami”; “Kami tidak bisa
menolong kamu, kami hanya menjalankan perintataatasHRW hal. 5

“Pihak dalam di Bharatiya Janata Party mengakuwiaapolisi diperintahkan oleh
pemerintahan Narendra Modi untuk tidak melakukadakan tegas”.HRW hal.
21

“Polisi memang ada di tempat, tetapi mereka sibwmbmantu massa. Kami
meminta bantuan mereka, tetapi mereka mengatakamabaereka diperintahkan
dari atas untuk tidak menolong”. — Komentar dann# Shiek. SS hal. 9

Banyak serangan terhadap rumah dan tempat-tempddgamgan milik orang-
orang Muslim yang terjadi di dekat pos-pos polBunyi telpon kepanikan
berdering di kantor polisi, pemadam kebakaran dararian ambulans yang
umumnya ternyata sia-siadRW hal. 5; HRW hal. 18

Saksi demi saksi memberikan kesaksian tentang aleanolyang kasar dari polisi,
dan bahkan SRP menolak melindungi mereka yang gediserang. €CT hal.
37; SS hal. 9



= Sepanjang hari kami menelpon polisi. Mereka menjawdolonglah dirimu
sendiri, kami mendapat tekanan dari atas, kamk tpat menolong kalian.”
Kami menelpon limapuluh sampai seratus kali. Akjyardkkami melihat seorang
inspektur polisi berjabatan tangan dengan paragyang, dan berkata: “kalian
dapat menjarah dengan tenang, kami tidak akan éedmsuatu apapun, kami
bersama kalian* HRW hal. 33

= Adanya tempat-tempat tertentu di negara bagian y@mgng, memungkiri
pendapat bahwa pembantaian itu tidak dapat difEmtikontohnya: tidak ada
korban yang dilaporkan dari Distrik Panchawhalglstanggal 5 Maret termasuk
kota Godhra - kesemuanya ini adalah berkat usah®@a* SS hal. 17

D. TINDAKAN/PERBUATAN POLISI SELAMA KEKERASAN

Perintah
= Naroda Patia: SRP mengatakan: “Dua puluh empat ¢hberikan untuk
menghancurkan kamu.’HRW hal. 17

Bantuan dan perlindungan yangdiskriminatif/selektif

= “Rumabh siapa yang terbakar? Hindu atau MuslimtfRW hal. 6

= Pemerintah dan para menteri negara bagian mengatibilpengawasan dan
segera mempengaruhi polisi untuk bertindak ataaktlertindak. *CCT hal. 84
jil. Il HRW hal. 5, 24

Gerakan serentak

= Permintaan kepada polisi untuk mendapat perlindungaringkali ditanggapi
dengan kasar, atau sama sekali tidak ditanggapi.ifdanenunjukkan adanya
kelalaian yang mencolok atau adanya keterlibataaraediam-diam atau terang-
terangan. NHRC hal. 30

= Mereka bergerak serentak bersama gerombolan mamsdupuh, dan ikut
membakar, menjaralboko-toko dan rumah-rumah orang-orang Muslim, serta
membunuhi dan menyiksa mereka. Dalam banyak kejadengan berpura-pura
memberikan bantuan, polisi menggiring korban langske arah para pembunuh.
* HRW hal. 5



Vi

“Ketika kami lari dari gerombolan massa, polisi mgealangi dan mengusir kami
ke arah para pembunuh itu8S hal. 18; HRW hal. 23

Para Pimpinan

Setiap orang akan menceritakan padamu, bahwa galsh yang pertama-tama
datang, menembaki, dan kemudian datang para pemyeyang terdiri dari orang
sipil. * HRW hal. 26; HRW hal. 5, 16, 25

Polisi membakar rumah-rumah dengan tangan merekdirseMereka juga

melakukan penjarahanHRW hal. 25

Penembakan yangliskriminatif/selektif

28 Februari: dari 40 orang yang ditembak mati @elsi di kota Ahmedabad, 36
orang adalah Muslim. Dari 184 orang yang mati dg&h hujan tembakan oleh
polisi, sejak peristiwva kerusuhan dimulai, 104 graadalah Muslim — laporan
yang dibuat sendiri oleh polisi GujaratCCT hal. 83 jil. Il; HRW hal. 25-26; CC
hal. 15, 114, 116

Kurun waktu antara pertengahan Maret sampai 16 l:Agifaporkan bahwa
semakin banyak terjadi peristiwva penembakan semmama oleh polisi, dan
korban yang jatuh dalam peristiwa itu terutama adalrang-orang Muslim.CC
hal. 94

Perlindungan olehpolisi yang diakhiri dengan pelenyapan

Banyak terjadi bahwa polisi menyelamatkan orangw@réuslim, kemudian
membawa mereka ke kamp-kamp atau tempat-tempatgmag, seperti tempat
tinggal saudara, atau masgidn madrasah di desa-desa dan di kota yang banyak
berpenduduk Muslin® PUDR jil. | hal. 40

Sesudah polisi membawa orang-orang Muslim itu kengeaamp, kemudian
sepanjang malam mereka dibakar. Dengan demikiaak tekan ada perkara
karena tidak ada bukti apapun. Tanpa bantuan guishal seperti ini tidak akan
terjadi. *HRW hal. 20



Lampiran 11l
PERTOLONGAN DAN REHABI LI TASI

» Terjadi penundaan yang sangat lama dalam pembeaiztiuan pertolongan, kompensasi,
dan rehabilitasi. HRW hal. 52

A. PENYEDIAAN KAMP PENAMPUNGAN

i Kurang mobilisasi

= Selama satu minggu setelah terjadinya pembantagk disediakan perbekalan
untuk pertolongan, bahkan juga tidak direncanakehn pemerintah. PUDR jil. |
hal. 40

= Enam kamp penampungan membicarakannya dengan Mahk&gung (CA
3773 dari 2002), sebelum pemerintah Gujarat metd@rijaminan tentang
pemberian pertolongan.CCT hal. 123 jil. llI

» Rupa-rupanya tidak satu orang pun yang mempunytiardeengkap tentang
semua kamp-kamp pertolongan yang ada. Hampir idakkamp yang disediakan
oleh pemerintah. Pemerintah Gujarat tidak menyagiaatu kamp-pun. PUDR
jil. I hal. 39

= Pemerintah Gujarat mengatakan bahwa sekitar 9& €4ty terusir dan sekarang
tinggal di seratus buah kamp-kamp pertolongan darttHRW hal. 52

= Ada sebanyak 138.000 orang pengungsi setempatatiggg0 buah kamp-kamp
pengungsian, 100.000 lebih di antara mereka itlahdarang-orang Muslin
BrHC hal. 1-2; Al Sept. 2002 hal. 1

= Mobilisasi organisasi-organisasi sukarelawan bukgema yang memberikan
pertolongan, misalnya organisasi kedokteran, jedasgat kurang dibanding
dengan mobilisasi untuk pertolongan pada waktuaderya gempa bumi di
Gujarat tahun 2001 MFC hal. 43; MFC hal. 44

» Badan-badan bantuan internasional datang dalanafjuyang tidak berarti, begitu
juga pemerintah Gujarat dan pemerintah pusat ticekgajukan permintaan
bantuan pertolongan dan rehabilitasi pada merek@T*hal. 123 jil. Il

= Laporan-laporan menunjukkan adanya diskriminasardalpemberian bantuan

kepada orang-orang Muslim, jika dibandingkan dengiaamg-orang Hindu yang



terkena dampak kekerasan. Tidak hanya karena kammp-kHindu mendapat
kunjungan peninjauan oleh pejabat pemerintah yaibgh |banyak, tetapi juga
fasilitas pokok termasuk tempat bernaung dan pateygedia dengan lebih baik
di kamp-kamp Hindu. HRW hal. 52; HRW hal. 6, 57

il Pembangunan dan lokasi

Pemerintah Gujarat tidak membangun satu pun kammplpegan, juga tidak
menyediakan tempat-tempat yang aman untuk membakaup. * PUDR jil. |
hal. 40; PUDR jil. Il hal. 3, 39; MFC hal. 11

Pada umumnya kamp-kamp itu dibangun di daerah-dademgan penduduk
mayoritas orang Muslim, yaitu di Ahmedabad dan 8abdha. *Habitat hal. 70;
PUDR jil. I, hal. 40.

Di Chartoda Kabristan, Gomtipur, kamp terletak dbwah kuburan Muslim
[kabristan], dan penghuninya sebanyak 6.000 oramambenar tidur di antara
batu kubur. *HRW hal. 53

iii Pengakuan adanya kamp

Pada umumnya pemerintah Gujarat menolak untuk nkengalanya pengungsi
[sebagai akibat langsung dari pembantaian yandkditynegara], dan mendaftar
kamp-kamp pertolongan itu.CCT hal. 123, jil. Il; PUDR jil. | hal. 41

Negara tidak menghendaki hal itu atau ada pihak yang membantu korban;
juga tidak mengharapkan bahwa ada organisasi swastg membangunnya,
tetapi juga menghukumnya dengan tidak memberikamggeian, dan tanpa
memberikan pilihan jalan untuk pemecahanny@UDR jil. | hal. 41-42
Pengakuan resmi terhadap beberapa kamp mulai kiibesejak tanggal 6 Maret,
dan umumnya memerlukan waktu beberapa hari. Sejakya pengakuan itu

barulah mulai disediakan perbekalan dan pelayaasehatan. MFC hal. 11



B. KONDISI DALAM KAMP

i Menolak memberi pertolongan

Pemerintah seharusnya menyediakan perbekalan sgumsekali, tetapi dalam
kenyataan sistem itu tidak memungkinkan adanyaolesxgan; karena tidak
adanya daftar kamp, pencatatan yang salah tentanmigt) penghuni kamp, dan
tidak adanya sistem kompensasPWDR jil. I, hal. 42

Dalam menanggapi krisis para pengungsi, pemerigéajal menaati ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh Prinsip-Prinsip Redo PBB tentang
Pengungsian Setempat [Prinsip-Prinsip Pedoman] dangan ketentuan-
ketentuan internasional tentang hak-hak azasi nerfuslRW hal. 52; HRW hal.
6

Bahkan di kamp-kamp yang diakui pun persediaan gartglak mencukupi,
pengurusan sanitasi, tanggung jawab pengaturan dmeamdibiarkan menjadi
urusan komunitas agama. Di kebanyakan kamp-kangesh, maka pendidikan,
bantuan kesehatan, dan pengadaan lapangan kegja petnah dilakukan. *
PUDR jil. I, hal. 49

il Penyediaan fasilitas pokok oleh pemerintah

Pada umumnya kondisi kehidupan di kamp-kamp sdngiatk, tanpa prasarana
dasar, dan tanpa keleluasaan pricaFC hal. 13; CC hal. 14; BrHC hal. 3
Masalah-masalah yang dihadapi termasuk terlambanya bantuan pemerintah
di kamp-kamp pertolongan, serta tidak cukupnya edm@an perbekalan
kesehatan, suplai pangan, serta fasilitas-fasti¢amstasi dari negard. HRW hal.
6; HRW hal. 55; MFC hal. 11

Satu-satunya bantuan yang sampai pada penghuni kamg@ diakui oleh
pemerintah ialah rangsum makan sebanyak 500 gratugg 50 gram kacang-
kacangan, minyak goreng, gula dan susu, serta uangi sebanyak Rs
5/orang/hari* PUDR vol. | hal. 42

Adanya “boikot pemerintah”, menyebabkan bahwa parer menolak untuk
mengangkut rangsum; dan mengatakan kepada kamp-&garpmasing-masing
menyediakan sendiri kendaraan untuk mengangkutiggapi tanpa jaminan
keamanan atau transportasi, hal itu seringkali pekan tuntutan yang sukar
dipenuhi.* HRW hal. 55



Jumlah yang diterima tidak mencukupi untuk memekebutuhan pangan kamp-
kamp setiap hari. Para sukarelawan masih terussuemeelaporkan bahwa di
Ahmedabad terjadi kekurangan pangan yang gawattubgga minyak goreng,
gula, suplai kesehatan, pakaian dan selimdRW hal. 55

Kebijakan pemerintah yang tidak menyediakan teradajdmban, berakibat pada
tidak adanya fasilitas-fasilitas dasar seperti minum yang bersih, tempat
bernaung, fasilitas-fasilitas kesehatan dan keh@nsiterutama untuk kamp-kamp
di perdesaart. PUDR jil. | hal. 42

Walaupun kamp-kamp itu diakui oleh negara, fasiitsilitas pokok didapat dari
komunitas setempat.MFC hal. 12

iil Sanitasi

Kamp Shah-e-Alam mempunyai 22 jamhartuk 8000 sampai 10.000 penghuni.
* SS hal. 25

Kebersihan memprihatinkahPUDR jil. | hal. 49; NCW hal. 11; Habitat hal.17
Tidak tersedianya sanitasi yang layak dan jambanati dapat membahayakan
kesehatan penghuni, terutama perempuan dan ankk-aleh karena dapat
menimbulkan berjangkitnya penyakitNCW hal. 11

Dengan musim panas dan musim penghujan, kondidadip-kamp dengan
sendirinya akan memburuk, jika langkah-tindak yasgmestinya untuk

kepentingan sanitasi tidak segera dilakukRadCW hal. 10

iv Kesehatan

Tercatat berjangkitnya penyakit campak, cacar tdus, dan radang paru-paru.
Ribuan anak-anak menderita radang pernafasan pdaahdiare. Tidak ada
kegiatan layanan kesehatan dari negara untuk méaigesituasi di kamp, juga
tidak ada pencegahan meluasnya wabah yang lebdt.neMFC hal. 14; HRW
hal. 52; Habitat hal. 71; MFC hal. 25

Pendekatan yang menyeluruh dalam pemeliharaan &eseteharusnya termasuk
perawatan untuk luka yang parah, penyakit kroras, tlauma psikis yang sangat
berat.* MFC hal. 42



Vi

Perempuan

Di antara perempuan yang hidup di kamp-kamp, banyakg menderita
kekerasan seksual dalam bentuk yang paling biadakbrmasuk perkosaan,
perkosaan oleh kelompok, perkosaan massal beramair penelanjangan,
memasukkan benda ke tubuh mereka, dan penganiayhanlah dokter
perempuan, dokter ahli kebidanan dan dokter amkk tmencukupi sama sekali
atau hampir tidak mencukupi. HRW hal. 29; NCW hal. 11

Di kebanyakan tempat hampir tidak ada sama se&iatulan medis, bahkan proses
melahirkan pun berlangsung di kamp-kamp tanpait@simedis yang layak. *
MFC hal. 17; MFC hal. 42

Tidak adanya keleluasaan pribadi di layanan keaahkhmp, menjadi kendala
bagi mereka untuk meminta perawatan. Tidak adaaupatuk lebih memudahkan
akses perempuan pada layanan kesehatan. Perempanpdkamp, maupun di
daerah-daerah di mana berlaku jam malam, tidak meyay kemungkinan untuk
mendapat layanan kesehatan khusiFC hal. 42

Suplai pangan yang diberikan pemerintah tidak mermetuntutan kesehatan
yang optimal. Perempuan-perempuan hamil dan anak-aenderita rawan gizi,
dan harus mendapat gizi khustiséIFC hal. 13; MFC hal. 17

Perlindungan dan keamanan

1.

2

untuk pekerja penolong

Seminggu setelah terjadinya serangan pertama,i jplalis karyawan pemerintah
kota merintangi kegiatan LSM [NGO] dan organisagjamisasi lain yang
berusaha untuk mengirim suplai pertolongan ke kk&ewpp dan kawasan
bertembok di Ahmedabad. Sejumlah LSM lokal danri@sional, ditolak untuk
masuk, atau tidak diberi perlindungan yang diperfukgar dapat menyampaikan
bantuan. *HRW hal. 55; HRW hal. 6; MFC hal. 43

. untuk penghuni

Pemerintah negara bagian Gujarat telah gagal mémheperlindungan yang
efektif dan layak serta bantuan kepada para pesgudgamanan di kamp-kamp
tetap genting* HRW hal. 52

Tidak ada pos polisi yang dibangun di kamp-kampgdammayoritas orang-orang
Muslim di Ahmedabad, dan tidak ada jaminan keamaregi penghuni kamp;

dengan demikian membiarkan penghuni tidak terliggaian berada pada kondisi



tidak bisa mengajukan keluhan secara formal kemeudigi — dalam arti tidak
tercatat sebagai FIR.HRW hal. 53

3. untuk pekerja kesehatan

Karena kekerasan terus berlanjut, para ahli keaehgng terlibat dalam kerja
pelayanan kesehatan di kamp-kamp merasa bahwaanguekada dalam keadaan
rawan; sehingga mengendorkan motivasi dan mengtlamiseka dalam
menanggapi kebutuhan pasien dengan empstE€ hal. 29

C. PENUTUPAN KAMP DENGAN PAKSA DAN AKIBATNYA

Penutupan paksa

Pada pertengahan April diumumkan bahwa "keadaaahsadrmal”, dan oleh
karena itu kamp-kamp akan ditutup. Pengumumaneitihl banyak didasarkan
atas kepentingan politik, ketimbang atas dasar&aay di lapangan.PUDR jil.

Il hal. 11; PUDRjil. | hal. 46; CC hal. 112

Dengan akan segera ditutupnya kamp-kamp itu, dargashe demikian suplai
pangan dan air, fasilitas sanitasi dan kesehatan s&gera dihentikan, demikian
pula para pejabat pemerintah yang mengawasi serauanymaka para korban
dihadapkan pada pertanyaan: ke mana mereka hargs Bemah telah habis
dibakar, harta milik musnah, dan pulang ke rumatatiemalapetaka: karena
orang-orang yang tersangka masih bebas berkekiEmamenebar ancaman. Pada
umumnya pos-pos polisi tidak dibangun untuk menkberiperlindungan pada
korban; dan sekalipun ada pos polisi, mereka tidagmberikan jaminan
keamanan. PUDR jil. Il hal. 3

Penutupan kamp secara paksa tanpa rehabilitasipatéindungan bagi korban,
jauh sebelum batas waktu yang ditentukan sendath glemerintah, didasarkan
atas perhitungan bahwa para korban yang Muslimsheembali ke desa mereka
dan hidup berdasarkan syarat-syarat yang ditentolen para penyerang, yaitu
diam dan tidak banyak ulah, serta mengkerdilkantithess mereka. PUDR jil. I,
hal. 48

Banyak orang Muslim pergi ke rumah saudara-saudeeka, atau menyewa
rumah di daerah-daerah atau desa-desa yang baityak drang Muslim, tapi

masih banyak lagi yang tidak tahu ke mbaaaus pergi. PUDR jil. 1l hal. 11



D. KOMPENSASI

i Paket kompensasi

= Paket bantuan pemerintah federal yang diumumkan olelddPar Menteri
Vajpayee berisi ketentuan-ketentuan sebagai beridiuap keluarga yang
kehilangan anggota keluarganya akan menerima samtls 150.000. Sebanyak
Rs 100.000 berasal dari Dana Bantuan Perdana Neseglangkan yang Rs
50.000 datang dari pemerintah Gujarat. Selainatyi mereka yang menjadi cacat
seumur hidup akan diberi Rs 50.000HRW hal. 57

= Pemerintah memberikan bantuan untuk kerusakan runaata milik dan barang-

barang rumah tangga, dengan menempuh empat jataecpban* Habitat hal.

17
Kompensasi untuk kematian Rs 100.000
Kompensasi untuk luka-luka Rs 1000 sampai Rs 50.000
Kehilangan barang rumah tangga Rs 1250
Tunai untuk korban yang tidak tinggal di kampRs 15 per hari
Pembayaraex-gratia Rs 5000 sampai Rs 10.000
Bantuan membangun kembali rumah Rs 50.000 maksimum
Kompensasi untuk kehilangan mata 4% dari pendapatan setahun

pencarian/pekerjaan

il Diskriminasi

= antara korban gempa bumi dengan korban pembantdedan hal bantuan dan
kompensasi yang diberikahHabitat hal. 78; CCT hal. 127 jil. Il

= antara korban Godhra dan korban pembantaian; jurtydakemudian disamakan
pada bilangan bersama yang paling rendah; yaitlOR900 [US$ 2.047F HRW
hal. 57; HRW hal. 7; BrHC hal. 3

= terhadap orang-orang Muslim: Sesudah Perdana Menteemberikan
pengumuman bantuannya, pemerintah Gujarat mengujamiah kompensasi
untuk keluarga-keluarga korban yang mati dari R3.a@ menjadi Rs 50.000. *
HRW hal. 57; HRW hal. 6



Kompensasi dan paket rehabilitasi yang tidak ckup

Pemerintah Gujarat tidak mungkin membayar kompengasg banyak, oleh
karena mereka dalam keadaan bangkr8rHC hal. 3

Paket rehabilitasi sangat sedikit, dan tidak dkzerikepada banyak korbah.
PUDR jil. Il hal. 12; PUDR jil. I hal. 44, 45; Halat hal. 73

Bahkan jika korban mendapat kompensasi untuk rumateka yang hancur atau
dibakar, mereka harus membayar suap kepada pegpapait desa [misalnya,
Anjanwa, Panchmahal], atau pembayarannya terlardbat tidak mencukupi.
Tidak banyak dilakukan pemberian kompensasi untekeka yang kehilangan
mata pencarian. Prosedur administrasi sangat kakuntenjadi kendala untuk
mendapatkan akses pemberian bantuan pada korlfAsDR jil. 1l hal. 12; HRW
hal. 7

Untuk menerima pemberian uang sokongan tunai dawu&a untuk barang-
barang perlengkapan rumah tangga, dipersyaratkémveébadempat kediaman
mengalami kerusakan lebih dari 50%. Yang lainngmasuk mereka yang
tinggal di kamp-kamp penampungan tidak mendapattuban seperti itu,
mengingat waktu pembayaran uang sokongan tidakpipg@ng, walaupun tidak
mungkin bagi mereka untuk kembali dalam waktu duarbsetelah mengungsi. *
PUDR jil. I hal. 44

Kompensasi diberikan tanpa dilakukan penilaian yiaygk terhadap kehilangan
yang telah mereka derita.CCT hal. 8 jil. II; HRW hal. 59; Habitat hal. 72

Yang mati dan yang hilang

Hanya kematian yang diakui [yaitu, yang tercatdamiadaftar resmi] yang diberi
kompensasi. PUDR jil. | hal. 43

Catatan resmi memperkirakan angka korban kematmgah sangat rendah. *
BrHC hal. 2; PUDR jil. | hal. 43; PUDR jil. Il hal13; HRW hal. 4; CCT hal. 32
jil. 1; BrHC hal. 1; Al Sept. 2002, hal. 1

Catatan resmi tidak menghituogang hilang [yang tidak bisa dimasukkan dalam
statistik kematian selama 10 tahuhBrHC hal. 2

Bantuan kesehatan

Rehabilitasi seharusnya tidak hanya berupa pembkompensasi untuk kerugian

fisik, tapi juga untuk trauma psikis yang diakitatkoleh kekerasan. Tidak ada



bukti-bukti bahwa telah dilakukan upaya untuk meredakan ketggandan
membangun kepercayaan sebelum pembongkaran kanmp-ditakukan. *MFC
hal. 18

E. KEHILANGAN RUMAH DAN HAK ATAS PERUMAHAN

= Penghancuran rumah dan harta milik mengakibatk&000 orang hidup tanpa rumabh;
atau terlalu takut untuk kembali ke rumahnya, auattairumah itu masih ada, seperti apa
pun keadaanny#abitat hal. 5

= Hukum internasional tentang perumahan: Pelapor kh&#BB tentang Perumahan yang
Layak merumuskan hak azasi manusia atas perumadram Igyak sebagai hak untuk
hidup dengan rasa aman, damai dan terhofniddbitat hal. 11; Habitat hal. 13-15

= Negara telah memaksa orang untuk kembali ke rumateka masing-masing, tanpa
peduli atas keamanan mereka; suatu pelanggaraadtgrhhak akan perumahan yang
layak.* Habitat, hal. 77



Annex |V
PENEGAKAN KEADI LAN DAN TANGGAPAN DARI ASPEK HUKUM

A. LANGKAH MENUJU KEADILAN

Umum

= Bahaya gugurnya keadilan secara luas dan luar bikesa tetap terjadi apabila
upaya untuk melakukan investigasi dan menuntuthieégan yang telah dilakukan
itu tidak dijalankan dengan keahlian dan ketegulhati, serta bebas dari
“pengaruh politik dari luar dan pengaruh-pengara@mrya”, yang sampai
sekarang merupakan bukti yang nyatdlHRC hal. 29

» Undang-undang tentang perkosaan itu sekarang setieolzp di Gujarat, karena
ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Pidana ldidiasarkan pada asumsi
bahwa perempuan yang diperkosa itu masih hidupattan dapat mengajukan
tuntutan, dan bahwa mereka itu dapat mengenaklakp. Sedangkan di Gujarat
hampir semua perempuan yang diperkosa telah matiydisatu-dua orang yang
masih hidup, dan mereka tidak bisa mengenali sikpgberkosaan dengan mudabh.
Jika perempuan itu masih hidup, mereka hidup dgb@harian dan tidak bisa
secara formal mendaftarkan pengaduan, atau melakkddaarusan pemeriksaan
medis pada waktunya, untuk mengumpulkan bukti-bylatig memperlihatkan
telah terjadinya perkosaan. Ini menunjukkan tentpegunya undang-undang
tentang perkosaan dipikirkan kembali, khususnyardakaitan dengan situasi
yang lebih luas seperti genosid&®UDR jil. Il hal. 20

» Tidak adanya keadilan, pertolongan dan rehabilitegji korban serta survivor
dari peristiwa pembantaian Gujarat, menghidupkambei skenario kejadian
yang sering terlihat di India setelah terjadinyagisva kekerasan massal ituAt
Febr. 2003 hal. 1

Investigasi

= Sumberdaya luar biasa harus diberikan pada badag p&rwenang untuk
melakukan investigasi dan staf yang digunakan jalagaorang-orang dari jajaran
kepolisian Gujarat, karena mereka itu adalah sasakeestigasi. *Al hal. 7; Al
Sept. 2002 hal. 1; Al Febr. 2003 hal. 1



= Pemerintah Gujarat mempercayakan pemeriksaan kefahdalam serangan-
serangan yang mematikan di Naroda Patia dan daekitar Gulmarg Society,
Ahmedabad, kepada seorang perwira pilihan VHP edenal pula hubungannya
dengan VHP* HRW hal. 6, 48

= Patut sekali dipertanyakan mengenai pengangkat&mhanahkamah tinggi
pensiun K.G. Shah untuk memimpin komisi penyelidikeegara bagian Gujarat,
mengenai kemungkinan adanya kelambanan tindakarketanlibatan langsung
dari polisi, serta kegagalan dari pemerintahannszlgeristiva Godhra serta
akibat dari peristiwa itu. Kedekatan hubungan Stiehgan pemerintahan BJP,
termasuk partisipasinya dalam diskusi para pengasebbagai wakil pemerintah
negara bagian di depan Mahkamah Agung, menimbupemanyaan tentang
sikap ketidak-berpihakannyaHRW hal. 35

= Kerangka acuan dari komisi Shah tidak menunjuk pa&dbutuhan untuk
memeriksa sebab-sebab kerusuhan / peristiwa / parhban, untuk menunjuk
dengan tepat kelompok-kelompok, perorangan dan nm@si-organisasi di
belakang pemicu kekerasan, untuk memeriksa perpobsi dan pemerintahan
dalam mengekang meluasnya kekerasan, atau padgak@&gaemerintah untuk
melakukan tindakan pertolongan bagi para korbargaercepat dan efektif. *
CCT hal. 78 jil. Il; CC hal. 111

= Riwayat pengangkatan komisi-komisi oleh pemerintahtuk melakukan
penyelidikan di tingkat negara bagian dan negamga jmenimbulkan keraguan

akan dilaksanakannya tindak-lanjutiRW hal. 35

B. PEMBIARAN OLEH POLISI/TINDAKAN SETELAH KEJADIAN

Laporan Informasi Pertama [FIR]

= Polisi diwajibkan menyimpan FIR secara terpisalaipi$FIR, laporan pertama
tentang kejahatan yang dicatat oleh polisi] untui&simg-masing kejadian. Di
Gujarat, masing-masing kejadian kejahatan itu diak oleh penyerang yang
berbeda-beda, di tempat-tempat yang berbeda-bedaata saat yang berbeda-
beda pula, telah dijadikan satu dalam satu FIR yamiputi berbagai hal
(omnibus) FIR omnibusitu mempengaruhi identifikasi si tertuduh, olelrekea

peragaan identifikasi harus dilakukan berdasarkéormasi yang dicatat dalam



FIR. Prosedur ini harus selesai sebelum kasusntartdibawa ke sidang
pengadilan, karena si tertuduh tidak bisa diidési untuk pertama kali di depan
mahkamah, seperti telah diatur dalam keputusamngnkerusuhan tahun 1985.
Tambahan lagi banyak dugaan menyatakan bahwa H#R thajukan secara
salah, bahwa polisi menolak untuk mendaftar FIRy dahwa investigasi tidak
cukup untuk menjadi bukti tentang prasangka padiaippbCCT hal. 88-89 jil. Il;
HRW hal. 6, 48-49; CC hal. 119; PUDR jil. | hal.,15L

il Perempuan dan sistem hukum

Ada pengaduan bahwa FIR terhadap tindak kekerapambakaran, dan
kejahatan-kejahatan lain terhadap perempuan tiddkftdr atau tidak didaftar
dengan tepat. Bahkan sekalipun pengaduan didaftanun investigasi lebih
lanjut atau pemeriksaan medis yang lagidkk dilakukan. *NCW hal. 9; PUDR
jil. I'hal. 21; PUDR jil. Il hal. 20

Perempuan tidak mau bicara atau mengadu kepadsi; gmihkan jika mereka
bicara atau mengadu pun, FIR tidak diajukan daaktidilakukan penahanan.
Perempuan tidak hanya kehilangan kepercayaan tgshpdlisi dan perangkat
negara lainnya, tetapi juga takut timbulnya penthan yang berlawanan dengan
kesaksian merekd. MFC hal. 22

Jumlah FIR yang terdaftar jauh lebih sedikit dibagddengan jumlalkejadian
kekerasan terhadap perempuabhlRW hal. 49; SS hal. 3

iil Penahanan

Ketua BJP Gujarat KK Shastri menyatakan bahwa “padggal28 Februari kami
duduk bersama dan memeriksa seluruh daftar peraisalaslim yang sudah
disiapkan, untuk menetapkan tempat-tempat yang akserang”. Walaupun
pertemuan ini tercatat, namun tidak ada penah&n@g.T hal. 22 jil. 1l

Penahanan yang terjadi sampai April tidak termdarfang Dal / VHP dan para
aktivis BJP. Sekurang-kurangnya 150 tertuduh, yaagpa-namanya tercantum
dalam FIR, tidak diperhatikan oleh pemerintah GatjarCC hal. 111

Di antara 2500 orang yang ditahan menurut pemérihtadi, tidak satu pun di
antara dalang-dalang dari VHP, BJP atau BD, yatand@engaduan pada polisi
disebut sebagai pelaku kerusuhan, telah ditaha@C¥ hal. 52; HRW hal. 47,
CCT hal. 22jil. 1I



iv

Para pejabat menyatakan bahwa ada instruksi pemterf@ujarat untuk tidak
melakukan penahanan terhadap para pemimpin pemyerani atau penyerangan
lainnya. “Secara politis tidak benar untuk melakulgenahanan terhadap para
pimpinan penyerangan, dan kita mendapat tekanaat bgar tidak mengambil
tindakan terhadap mereka”, demikian kata seorafabge tinggi kepolisian. *
HRW hal. 48; HRW hal. 110.

Polisi dengan sengaja gagal menahan orang-oranduHyang dituduh, tetapi
sebaliknya dengan ringan hati menahan orang-oramglitd. * PUDR jil. | hal.
21; PUDRjil. I hal. 8; HRW hal. 6

Polisi mengatakan mereka telah menahan 8000 orktegeka tidak bisa

memberikan rincian apakah mereka itu Hindu ataulikug BrHC hal. 3

Surat tuduhan

Banyak surat-surat tuduhan yang mengandung peragalpang mencolok, yang
tidak disimpan atau disimpan dalam berkas kasug yi@anpisah. Kalaupun
disimpan, kertas-kertas tuduhan itu cenderung nmeoggkan tertuduh, dengan
memasukkannya sebagai pelanggaran-pelanggaran yapgt melepaskan
tertuduh dengan jaminan serta menghilangkan tudupambunuhan atau
pembakaran. PUDR jil. 1 hal. 21

C. PERADILAN NEGARA

Ada usaha bersama untuk membunuh seluruh komurpesama secara fisik, dan
kemudian secara sosial dan ekonomi; menguasai il@@radan mencegah akses ke
pengadilan. Impunitas yang diberikan pada pelakahletan, memungkinkan mereka
melakukan "pertunjukan arogansi"PUDR jil. | hal. 2

Bias dalam sistem pidana

Pengadilan Tinggi tidak memberikan perintah, jugiak menghukum negara,
untuk kegagalan dalam menjalankan tugasnya sertakukan tindakan yang
bertentangan dengan UU Acara PidarUBR jil. | hal.3

Ketua BJP Gujarat K.K. Shastri menyatakan bahwads#¢s menyiapkan daftar

perusahaan Muslim yang akan menjadi sasaran seradgatapkan suatu tim



yang terdiri dari 50 orang pengacara yang tidak m&rbiaya sedikit pun, oleh
karena mereka percaya pada ideologi RSS, untukwael&kasus-kasus yang
berkaitan dengan pembantaiarCET hal. 22, 139 jil. Il; PUDR jil. | hal. 23
Walaupun uang jaminan merupakan hak dari semuadtédrf tertuduh Hindu
lebih mudah mendapatkannya ketimbang tertuduh khusDleh karena itu jaksa
dan hakim memainkan peranan aktif dalam genosid@émuntut yang berbicara
atas nama pembela, jika tertuduh itu adalah oramglud dan hakim yang
membiarkan penuntut melanjutkan praktik seperti fPUDR jil. 1 hal. 23;
PUDR jil. I hal. 15

Sistem peradilan kriminal telah gagal menegakkamdikan bagi korban
kekerasan. Sementara pelaku kejahatan tetap memikm@aunitas (bebas dari
tuntutan hukum), ratusan orang Muslim tetap dipan@tas tuduhan palsu. *
HRW hal. 6, 50, 53

il Perempuan

Keterlibatan negara dan polisi dalam melakukan pasgtan dan melakukan
kejahatan seksual terus berlanjut, karena paramper@n survivor tetap tidak

diberi hak untuk mengajukan FIR. Di Gujarat tidalaanekanisme kelembagaan
yang memberikan kemungkinan kepada perempuan unardapat keadilan. *

HRW April 2002 hal. 29



Annex V

DAMPAK /  AKI BAT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

PILIHAN DAN KEBEBASAN

i Umum

Janji seorang pemimpin senior BJP ketika kampargrailfhan umumterakhir
mengatakan, “melenyapkan setiap jejak Muslim daldiP. * CC hal. 109

i Ghettoisasi’

Tujuan para pelaku kekerasan, VHP dan kelompokrketk ekstrem Hindu
lainnya, ialah untuk menyingkirkan orang-orang Ntastiari lokalitas Hindu dan
lokalitas campuran, dengan maksud untuk melakukbaett@sasi terhadap
mereka. *BrHC hal. 3

melalui kamp-kamp

Proses ghettoisasi sudah dimulai dalam bentuk KHeanp penampungan di desa-
desa, yang timbul di mana saja tempat orang-oranigmiencari selamat, dan
biasanya tanpa kecuali mereka lari ke kawasan-kawgang dihuni oleh orang-
orang Muslim. *SS hal. 26

Kamp-kamp memberikan rasa aman pada para penglaymigh karena memberi
kemungkinan kepada para survivor untuk hidup beasdan saling membantu,
sementara bantuan pemerintah sangat sedikit dak &da jaminan keamanan.
MFC hal. 12

di luar kamp

Peristiwa kekerasan Hindu-Muslim yang susul-menk{E269, 1985, 1989, dan
1992] telah mengakibatkan semakin banyaknya glsetokomunitas Muslim di
Gujarat. *HRW hal. 45

Neda Adraj: walaupun rumah-rumah boleh dibangun Hedim namun ada
kemungkinan bahwa mereka akan ditempatkan di tenfgai dan dengan
demikian akan menimbulkan ghettoisasi bagi orargr@Muslim. *PUDR jil. I,
hal. 9

") Ghetto: kampung yang didiami suatu golongan (niasy tertentu.



Isolasi paksa terhadap anggota komunitas Muslimg yeakut meninggalkan
daerah ghetto yang dipaksakan itu, mengakibatkamyad kekurangan pangan
yang parah dan kelaparan di AhmedabadRW hal. 45; HRW hal. 7

perempuan

Perempuan membayar harga ketakutan dengan kemardekan mobilitas
mereka. Karena perempuan Muslim di-ghettoisasi-kawaka bahaya lanjut
ghettoisasi mengancam perempuan di dalam rum@&B. hal. 30

Kehidupan perempuan minoritas menjadi sangat barubamun demikian
perempuan dari semua komunitas terkena dampaksdagana ketakutan dan
teror yang dikobar-kobarkan oleh negara dan polieimakan oleh desas-desus,
banyak perempuan Hindu yang menderita psikosiskkiéan bahwa “orang lain”

akan menyerang merekaHRW hal. 29

iii Tekanan budaya

1.

penghancuran monumen dan tempat-tempat sembahyang

Lebih dari 270 masjid dadargah dihancurkan. Prasasti agama Hindu ‘Jai Shri
Ram’ dipahatkan di semua tempat suci yang telalekaenodai itu. Pada banyak
tempat suci dibangun patung-patung Dewa Hindu, Rheamu *CCT hal. 48 jil. Il
Tempat suci dari leluhur persajakan Urdu, Wali @tja dilenyapkan oleh
pemerintah dan jalan aspal diizinkan untuk dibangjuatasnya. *CC hal. 94

Para menteri memimpin gerombolan massa, dan bebdh senior BJP
diduga keras ikut serta dalam penghancuran terepgiat sembahyang kaum
minoritas tersebut. €C hal. 109; CC hal. 94

sandang

Tekanan untuk penyesuaian budaya demi keselamgtn menjadi bagian dari
psikosis-ketakutan kaum perempuan. Perempuan Mudlimdesa-desa banyak
yang harus memakai pakaian ‘Hindu’ — melepaalwar kameezdan
menggantikannya dengaareeserta memakabindi untuk dapat menyelamatkan
diri. * SS hal. 28



B.

PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN

Dari desa satu ke desa lain, kondisi obyektif urkalangsungan hidup menunjukan
bahwa tidak ada atau tidak disediakan pangan, tetmggal, serta perlindungan dari
serangan para pelaku kekerasan dan kejahatan bgsgabebas dari tuntutan hukum.
* PUDR jil. I hal. 12, 47; SS hal. 29; HRW hal. 58, 5

Ada laporan-laporan yang meresahkan bahwa kelorkploknpok yang pernah
mengumpulkan informasi tentang tempat-tempat uskdra tempat kediaman orang
Muslim yang akan diserang, sekarang secara teeaggan mengumpulkan informasi
tentang jumlah anak-anak Muslim di setiap sekolaengan maksud untuk
mengintimidasi mereka agar tidak bersekolaHRW hal. 30

Banyak orang Hindu takut akan serangan balasan kaemunitas Muslim — yang
dikembangkan di beberapa daerah oleh berita palsiedia dengan bahasa setempat —
atau takut dikira Muslim oleh gerombolan massa Hindemi perlindungan, mereka

merasa perlu mengidentifikasi diri sebagai HindllRW hal. 36-37

C. KEMELARATAN EKONOMI

Umum

= Kelompok-kelompok independen memperkirakan bahweudi@an komunitas
Muslim seluruhnya sebanyak tidak kurang dari RO@dBore.* CCT hal. 44; CC
hal. 98

= Di Ahmedabad 1.679 rumah, 1.965 tempat usaha, dagudang dibakar; 204
tempat usaha dijarah, dan 76 tempat suci dihancurkgbagian besar dari
semuanya itu adalah milik orang MuslimHRW hal. 22

= Sasaran penghancuran ialah semua perusahaan Miiskawasan Hindu dan
campuran Hindu/Muslint BrHC hal. 1

Kerugian ekonomi
= Sasaran ekonomi pada perusahaan-perusahaan Mbalkrdi pedesaan maupun
di perkotaan, belum pernah terjadi sebelumnya. [R&mpsikologis dari

pemiskinan mendadak ini sangat kejansS hal. 31



= OQOrang-orang Muslim dari semua kalangan pendudukemer dampak, “dari
penghuni kawasan kumuh sampai pengusaha dan karyeawmhoran, serta para
pejabat pemerintah senio’HRW hal. 46; PUDR jil. | hal. 44

= Mengingat bahwa sampai sekarang negara tidak mémbgaminan keamanan
bagi orang-orang Muslim untuk pergi ke dan kemloii tempat kerja, atau
mencari sumber-sumber penghasilan lainnya, nrekabilitasi ekonomi jelas

tidak merupakan prioritas pemerintalP®DR jil. |, hal. 46

iii Memulai dari awal kembali

= Perusahaan-perusahaan asuransi, sederti India Insurancedan lain-lainnya,
sama sekali tidak memikirkan tuntutan-tuntutan assir yang sah dari para
pengusaha di banyak daeralC&T hal. 47

= Meskipun tempat usaha mereka sudah dihancurkan sekah, pemerintah masih
juga meminta kepada orang-orang Muslim di desa Kiaday distrik Anand agar
membuktikan bahwa tempat usaha mereka itu memanuplpeada, sebelum
memberikan persetujuan pinjaman. Karena tempatdemgaha itu sama sekali
musnah dan tidak ada sesuatu pun yang tersisa, maggppinjaman tidak dapat
diperoleh. *PUDR jil. Il hal. 11

= Penolakan untuk mendapat kredit merupakan cara daink melumpuhkan
pedagang kecil yang berusaha untuk memulai kengemtlagangan mereka. *
PUDR jil. Il hal. 10

= Jumlah [kompensasi] yang diberikan begitu keciluatangat tidak berarti,
sehingga korban tidak dapat memulai kembali usphgpan yang bisa menopang
hidup mereka. Apa pun yang didapat melalui kompgrignya akan cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu pun hanya ujatagka waktu yang pendek
saja. *PUDR jil. | hal. 24

v Ketidak-sanggupan untuk kembali
= Ketidak-sanggupan mereka untuk kembali ke desa-g@ga melumpuhkan
mereka yang tidak memiliki tanah. Pedagang danspéaan-perusahaan kecil
yang mandiri juga terkena dampak yang berat. Bamj@ak mereka yang tidak
dapat lagi meneruskan pekerjaan merelRUDR jil. Il hal. 10
= Kami bertemu dengan banyak orang Muslim yang pindabagai akibat

terjadinya serbuan atas desa-desa mereka, dan andtekidak mempunyai



kemungkinan untuk kembali ke rumah masing-masingrelda tetap hidup dalam
keadaan terlantar, tidak dapat bekerja, tidak dapamyekolahkan anak, dan
disertai dengan perasaan tidak terlindungi, baik fimaupun psikis. HRW hal.
59; PUDR jil. Il hal. 3; CCT hal. 129 jil. I

v “ Syarat-syarat” untuk kembali

Diberitahukan pada orang-orang Muslim bahwa mehelkgya dapat kembali jika
menandatangani surat pernyataan di bawah sumpalg, yenyatakan bahwa
orang-orang Hindu yang disebut dalam pengaduan geergka ajukan itu tidak
terlibat dalam aksi penyerbuan terhadap merel®UJBR jil. Il hal. 3; PUDR jil.

Il hal. 4,9

Kepada orang-orang Muslim itu diberitahukan, kalaupnereka sudah dapat
kembali setelah memenuhi syarat-syarat yang dikanjsnamun mereka tidak
diizinkan untuk melakukan usaha dagang merelJBR jil 1l hal. 7; PUDR jil.

Il hal. 4,9

Atas nama negosiasi untuk rehabilitasi yang diateah pemerintahan setempat,
korban dipaksa untuk menarik pengaduan yang meagkaan, dan menerima
kehidupan atas kedermawanan para pelaku kejahat@CT hal. 234 jil. II;
PUDR jil. I hal. 4,9

Vi Boikot ekonomi dan sarana hidup

Pembersihan etnis terus berlanjut dalam bentuk persdéian ekonomi. ECT hal.
47

Surat selebaran pemboikotan ekonomi terhadap oMoglim menyerukan
kepada para pembacanya, agar melancarkan boikdttéohadap barang-barang
dan jasa yang ditawarkan oleh orang-orang Musligg jditambahkan agar orang
Muslim tidak diambil sebagai tenaga upahan di m@raan-perusahaan Hindu,
dan tidak dibolehkan untuk menyewa tanah miliHRW hal. 44; CCT hal. 33;
PUDR jil. I hal. 45-46

Walaupun selalu dibantah, namun banyak kasus makamjbahwa boikot
ekonomi yang dialami oleh orang-orang Muslim adaama dengan penyiksaan
kehidupan ekonomi mereka.CCT hal. 47; CCT hal. 129 jil. II; 1J hal. 4; HRW
hal. 7; PUDR jil. Il hal. 9



Karenanya, mata pencaharian semua perempuan kekasjg miskin terkena
dampak. Keadaan dalam rumah tangga kaum minoaials lebih gawat, dan
kemiskinan merupakan keadaan yang parah, kareadgkaaki kaum minoritas
juga tidak dapat ke luar rumah untuk bekerjelRW hal. 29

Vil Pengambil-alihan oleh orang Hindu

Selagi boikot ekonomi dan sosial terus berlananah pertanian besar dan kecil
milik orang-orang Muslim di Gujarat, diambil aliteb perusahaan raksasa yang
dikuasai oleh konfederasi Hindu kan&iJP / VHP / RSS / BD. €CT hal. 46;
CCT hal. 29 Jil. Il; PUDR Jil. I hal. 6, 9

Penyewaan tanah atas dasar perjanjian bagi-hasih pkengungsi Muslim
dianggap sebagai jalan pemecahan sementara, taegma tidak ada orang
Muslim tinggal di desa-desa tersebut, tanah itpalesa disewakan pada orang-
orang Hindu. *PUDR Jil. 1l hal 9; PUDR Jil. I, hal. 10

Usaha-usaha yang semula dijalankan oleh orang Museperti perdagangan
sayuran dan susu, reparasi arloji, toko bahan m&akap [sexually transmitted
diseasespenyakit yang menular karena hubungan sbksths danpaan-wallas
telah diambil alih oleh orang-orang Hindu dari d8smav. *PUDR Jil. Il hal. 5;
PUDR Jil. Il hal. 6

viii  Jangka panjang

Ketidakpedulian negara untuk memberikan perlindangada usaha memenuhi
kebutuhan sehari-hari, merupakan dorongan ekonomukuterus menerus
melakukan kekerasan komunal, yang hasilnya meldiakil yang didapat dari
sekali penjarahan pada waktu kerusubdUDR Jil. | hal. 11

Dampak dari genosida terhadap penghidupan akanadiedgmpak jangka
panjang. *PUDR Jil. | hal. 45-46

Banyak survivor dibiarkan dalam keadaan cacat satgm *MFC hal. 14
Pendidikan anak-anak terlantar, dan kesempatark nmémyelesaikan pendidikan
terancam oleh kemiskinan HRW hal. 30; SS hal. 30



D. TANGGAPAN DAN KEGAGALAN NEGARA

Tidak ada pernyataan yang mengutuk kekerasan / uapan / tulisan / propaganda
yang berisi kebencian

1.

Sebelum dan selama terjadinya kekerasan

Banyak media berbahasa Gujarat yang memainkan gergenting dalam
mengobarkan kekerasanBfHC hal. 3; CCT hal. 33, 45

Sebuah koran lokal menerbitkan daftar semua pemasalgang dimiliki orang
Muslim di Ahmedabad dengan nama-nama HindQCT hal. 45

Pasca pernyataan kekerasan

Selama “pameran kebanggaan” yang berlangsung draaYatra, Perdana
Menteri Modi menggambarkan kamp-kamp penampungbagse “pusat-pusat
pendidikan” bagi orang Muslim.€CT hal. 51

Sejak hari pertama, pemerintah dan alat negara iltadgmgan sejumlah
pembenaran pada tindakan pembantaian — suatu fmggspontan — dan
menjamin pada gerombolan massa, bahwa tidak akanbditindakan terhadap
mereka. *CCT hal. 234 Jil. Il; PUDR Jll. | hal. 49

“Apa yang telah terjadi di Gujarat akan terjadi sBluruh negeri’; Gujarat

merupakan “percobaan yang berhasilAFOkt. 2002 hal. 1

Mungkinkah ada perdamaian?

Rekonsiliasi tidak mungkin selama Modi tetap menferdana Menteri. BrHC
hal. 1



Annex VI
KESEHATAN, PROFESI DOKTER DAN KEADI LAN

A. TRAUMA

i Tidak ada perawatan

Tidak ada pernyataan tentang perlunya memberikaawagan untuk penyakit
ketegangan pasca-traumaMfC hal. 42

Dengan mengabaikan akibat dari trauma psikis, Eyaeesehatan meremehkan
luasnya kerusakan, dan memandang remeh kebutuhtuk umerehabilitasi
penderita. *MFC hal. 21; MFC hal. 20, 21, 23; NCW hal. 10; HRM\I. 56

i Ketakutan

Ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus memgiettaaima mental yang
sudah dialami oleh korban MFC hal. 18; NCW hal. 8; PUDR Jil. | hal. 30
Trauma psikis korban diperburuk lagi dengan adapgeasaan bahwa suatu
ketidak-adilan dalam lingkup yang luas sedang derfaMFC hal. 18

Anak-anak menjadi takut pada siapa saja yang layaer polisi; mereka
menyatakan ketakutan bahwa mereka akan dibunuhd#bakar; mereka tidak
mau meninggalkan kamp.MFC hal. 19

iii Perempuan dan anak-anak

Survivor perkosaan yang melarikan diri juga mertddrauma karena kehilangan
anggota keluarga, termasuk anak-anadRUDR Jil. Il hal. 20

Ketakutan dan rasa tidak aman sangat kentara padanpuan, yang tampaknya
mengalami penderitaan psikosis ketakutan. Terutdm&amp Kalol, selama

kunjungan Komite, bahkan jika terdengar suara ldan yang sedikit keras pun,
mengakibatkan kepanikan dan ketakutan yang luaabpada para penghuni. *
NCW hal. 8

Para survivor dari tindak penyerangan seksual, alaak-anak yang menderita
trauma serta kehilangan keluarga, memerlukan pe&gein dan perhatian

profesional khusus. ¥IFC hal. 18; SS hal. 18



B. ISU UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN

i Tidak ada pengakuan bahwa telah terjadi kekerasarseksual

Tidak ada pengakuan resmi, baik dari kepolisianpualaparat rawat kesehatan,
tentang kenyataan bahwa telah terjadi tindak peagaan seksual dalam skala
yang demikian luas. Tidak ada satu pun catatan sngahg menyatakan bahwa
perempuan mati atau luka-luka sebagai akibat detak penganiayaan seksual.
Juga sangat mungkin bahwa banyak kejadian tidak geanah diumumkan,

mengingat rentannya keadaan korbalWPFC hal. 22

Banyak dilaporkan tentang perempuan yang datamgrkah sakit dalam keadaan
yang, para dokter pasti akan tahu bahwa telahdieijedak penyerangan seksual
pada mereka, tetapi para dokter menyatakan balde& fada laporan tentang
kasus tindak penyerangan seksual. Dengan katagam, dokter agaknya telah
mengabaikan tanda-tanda terjadinya tindak penyaramngeksual yang dapat
dilihat dengan nyata. MFC hal. 43; MFC hal. 22

Kekerasan yang terjadi di jalan-jalan mengakibatkahwa [korban perkosaan]
tidak dapat pergi ke rumah sakit untuk pemeriksagedis [dan mencatatkan
bukti]; dan langkanya fasilitas di kamp-kamp, mdyglgkan bahwa pemeriksaan
juga tidak mungkin dilakukan di sana. Dalam kasereacam itu, bukti fisik dari

tindakan penyerangan tidak lagi terlihaM®C hal. 40

il Yang sekarat dan yang mati

Tidak ada surat keterangan tertulis tentang oramy Wlalam keadaan sekarat. *
MFC hal. 40

Pada beberapa kejadian, keluarga dari orang yatignmetukiskan kematiannya
sebagai akibat tembakan polisi atau karena tikanbetapi surat keterangan
kematian atayost-mortentidak menyebut dengan tegas tentang luka-luka yang
ditemukan. *MFC, “Relief camps”, hal. 6

Karena polisi telah membuang mayat sebelum saatagpa menunggu keluarga
untuk melihat dan mengakuinya, maka biasanya kgduatidak dapat
mengumpulkan informasi apa pun tentang sebab-mhbsdtEmatian, dan
karenanya tidak dapat menindak-lanjuti kasus itMFC hal. 40



il Keadilan

Profesi medis tidak mencoba apa pun untuk membeskenbangan dalam proses
pemberian jaminan keadilan bagi survivor, misaldgagan mendokumentasikan
bukti-bukti medis atau dengan mengungkapkan masalah diderita korban. *
MFC hal. 35; MFC hal. 7-8, 44-45

Trauma psikis korban diperburuk lagi oleh perashahya ketidak-adilan sedang

dilakukan dalam skala yang luar biasa luaslPC hal. 18

Y Akibat-akibat pada kebutuhan kesehatan perempuan

Karena negara berhasil mengingkari bahwa tindakygrangan seksual telah
terjadi, maka tidak diambil tindakan untuk mendstalan juga tidak melakukan
tindakan lebih lanjut terhaddpeproductive Tract Infections [RTIgifeksi Sistem
Reproduksi], penyakit-penyakit yang menular secsgksual $TDs; sexually
transmitted diseasgstermasuk HIV dan kehamilan. Suatu strategi pedgera
disusun, untuk menilai tentang seberapa jauh semgmdRTIs, STDs, HIV dan
kehamilan telah terjadi. MFC hal. 23

C. KETERLIBATAN PASIF/AKTIF PARA DOKTER

i Keterlibatan pasif

Ahli-ahli kesehatan di rumah sakit telah bertugasnghn netral, mereka
memberikan perawatan tanpa melakukan diskrimints dasar komunitas. *
MFC hal. 32; Mfc hal. 37

Walaupun para dokter tidak secara aktif melakukaskridninasi terhadap

komunitas apa pun, namun mereka tidak secara piraadakukan usaha apa pun
untuk melindungi hak-hak pasien, bahkan sesamakaer®FC hal. 35

ii Tindakan/melakukan diskriminasi

Medical Council of India [MCI,Dewan Kedokteran India) harus mencabut
pengakuan semua dokter yang telah terbukti tunyteoan dalam aksi kekerasan.
* MFC Juni 2002, hal. 2

Sebagai anggota-anggota BJP dan VHP, dokter-dokiejuga bertanggung
jawab, baik secardangsung maupun tidak langsurigMFC hal. 35



Patut diperhatikan bahwa Asosiasi Dokter Amdavadlq9dari semua dokter
praktik umumallophatic yang terdaftar di Amdavad tercacat sebagai anggajan
belum secara terbuka mengutuk serangan terhadapdplter selama terjadinya
kekerasan. Jelas bahwa mereka tidak ingin mengasikaip terhadap isu bahwa
dokter-dokter dari komunitas minoritas telah menjaatban utama. MFC hal.
36

Asosiasi-asosiasi kedokteran, yang mewakili protesilokteran, dengan jelas
bersikap berat-sebelah. Mereka tidak melakukan ausahtuk melakukan
mobilisasi bantuan apa pun [kebalikan dengan kefikesibah gempa bumi
terjadi]. Kutukan terhadap serangan pada doktaekdkan hanya sesudah terjadi
penyerangan terhadap Dr Amit Mehta, seorang ddkiedu; walaupun banyak
harta milik para dokter lain [Muslim] sebelumnyalab dihancurkan, dan mereka
juga menghadapi serangan fisikMiFC hal. 44

Memisahkan rumah sakit dan pasien atas dasar ktasupat mengancam sifat
sekuler dari lembaga-lembaga kesehatan, dan bataki#dda diutamakannya
pertentangan atau polarisasi dalam profeSAFC hal. 43

D. TANGGAPAN NEGARA

i Perlindungan bagi para pasien potensial — aksesrthadap perawatan kesehatan

Usaha polisi di Ahmedabad dan Vadodra ydmepar-benar mengganggu dan
menghentikan layanan ambulans milik komunitas niiasr* CCT hal. 119
Ketakutan pada semakin besarnya kemungkinan mesgadran serangan apabila
mereka ke luar dari kamp untuk mencari perawatarumhah sakit, merupakan
salah satu faktor penyebab utama tidak layaknyawsgan yang tersedia.MFC
hal. 14

Ada contoh-contoh tentang gerombolan massa yangyeramg rumah sakit,
menghalangi orang-orang yang luka untuk masuk pg#tbang rumah sakit.
Tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah secara wHsggngguh berusaha untuk
memberikan perlindungan pada pelayanan kesehatan rdenjaga akses
masyarakat untuk mendapatkanny®dEC hal. 32; MFC hal. 37



il Perlindungan bagi pasien

Baik pasien maupun staf melaporkan tentang kejadgadian yang berusaha
mengakibatkan tindak kekerasan terhadap pasiemldmdrumah sakit. MFC
hal. 33-34; MFC hal. 32, 43; CCT hal. 120

Keputusan rumah sakit untuk mengeluarkan pasieniusebelum waktunya,
rupanya diambil untuk menjamin keamanan pasien ybagsangkutan. Ini
memperlihatkan bahwa, bahkan para dokter merasadesn bagi pasien dan
perawat di rumah sakit sama sekali tidak terjanidalam situasi demikian
tindakan yang tepat dari pihak berwenang seharuadgéah memberi jaminan

keamanan, dan bukannya mengeluarkan pasien sebeakiunya. *MFC hal. 34

iil Dokter dan rumah sakit terancam

Para dokter diancam dan diberi tahu oleh VHP uritdkk merawat orang
Muslim. * CCT hal. 118

Untuk pertama kali, para dokter tidak terlindungiasna masa kekerasarMEC
hal. 44; CCT hal. 120

Korban dan para dokter mengajukan petisi pada NHifinta perlindungan
SRP_di dalammumah sakit* CCT hal. 120; MFC hal. 32, 43
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Lampiran 1

Sejarah dan Penerapan Konvensi Perempuan :
Catatan Seorang Anggota Komite CEDAW
2001 - 2004

oleh : Dra. Sjamsiah Achmad, MA

PENGANTAR

Tidak dapat disangkal bahwa kedudukan dan perankatadisi perempuan di dunia
dewasa ini, termasuk kondisi perempuan Indonesiupakan hasil serentetan perjuangan
kaum perempuan di berbagai belahan dunia, walayauny tercatat oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) sejak abad 18 hanya Eropa hnilke Utara, sebagai berikut :

Dalam suasana Revolusi Perancis, perempuan Panmsemé&an fiberty,
equality, fraternity dalam menuntut hak pilih mereka untuk pertamanial
sambil berbondong-bondong menuju Versalilles.

Pada tanggal 8 Maret para anggota perempuan dankgebrik tekstil da
pakaian jadi berdemonstrasi di jalan-jalan di Nearky menuntut hak untu
bekerja dan jaminan akan kondisi kerja yang lebdmuasiawi.

Kongres linternational Workers Associatiamenyepakati resolusi tentang ke
profesional perempuan, yang berarti tantangan aetesibuka terhadap tradi
bahwa tempat Perempuan adalah di dalam rumah.

Pada tanggal 19 Juli, Clara Zetkin menyampaikamtpigpertamanya tenta
masalah-masalah perempuan kepd#ga Founding Congress of the Secq
International di Paris. la mempromosikan hak perempuan untulerpelserta
perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, maupursipasi perempua

secara luas dalam peristiwa-peristiwa nasionalm&nnasional.

Di Den Haag, Negeri Belanda, Konferensi Perempuanemtang peran

menandakan mulainya gerakan anti-perang sebagaentam menjelang aba
XX.

" Anggota Kelompok Kerja Convention Watch — Universilndonesia, anggota Komite CEDAW 2001-2004,
anggota KOMNAS Perempuan 2003-2006.



1911 Sebagai hasil keputusan Konferensi Kopenhagen, PEagmpuan Internasion
diperingati untuk pertama kalinya dalam bulan Ma@t1 di Austria, Denmark
Jerman dan Swiss dengan massa paki-laki dan pesemyang melebihi sat]
juta orang. Selain hak untuk memilih dan duduk majzemerintahan, merek
juga menuntut hak untuk bekerja, mengikuti pelatipalatihan kejuruan da
penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan. Peringsgeupa menyebar dal
tahun berikutnya ke Perancis, Negeri Belanda daed&w

Peringatan Hari Perempuan Internasional oleh mdsskukan untuk pertam

kalinya di St. Petersburg, Rusia, walaupun adanidtasi dari polisi.

Hari Perempuan Internasional diperingati sebagaakge perdamaian unt

memprotes perang yang sedang berkembang di Eropa.

Selanjutnya, makna peristiwa-peristiwa tersebut as@&m meningkat karena para
perempuan di Afrika, Asia dan Amerika Latin sudalgg mulai mengkoordinasi upaya-
upayanya untuk mengetahui kemajuan dalam perjuangaeka atas persamaan hak serta
kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi dan sosial porawntuk meningkatkan upaya-upaya
guna mewujudkan hak-hak asasi mereka secara p&wrhng Dunia | maupun Il tidak
mengendorkan perjuangan perempuan di seluruh dhaldkan Pembentukan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) setelah berakhirnya PerangaOutelah memberi momentum baru
bagi perjuangan perempuan. Konvensi CEDAW akhidigdopsi oleh Majelis Umum PBB
pada tahun 1979, sedangkan Protokol Opsional-nya fadoun 1999.

PROSES PENYUSUNAN DAN PEMANTAPAN KONVENSI CEDAW

Sejak berdiri pada tahun 1945, PBB telah menempatiak Asasi Manusia (HAM)
sebagai agenda utama. Kekejaman dan kejahatangPBrama |l merupakan pendorong
utama berkembangnya upaya-upaya perlindungan asiemal terhadap HAM. Piagam PBB
tahun 1945 menetapkan tiga tujuan utama dari csganibaru ini, yaitu : mendorong
terwujudnya perdamaian dan keamanan internasiamainajukan pertumbuhan sosial
ekonomi, serta merumuskan dan melindungi hak-hakkéaebasan-kebebasan dasar setiap
individu, apapun ras, jenis kelamin, bahasa atamagya.

Walaupun Komisi Kedudukan Perempuan almmmission on the Status of Women
(CSW) merupakan sub-komisi saja dari Komisi HAM gahbentuk PBB pada tahun 1946,
namun umurnya sebagai sub-komisi hanya 4 bulan lsajana sejak Juni 1946 CSW sudah



ditetapkan sebagai komisi penuh. Sejak awal hakgudikik perempuan sudah merupakan
isu prioritas, karena hanya sedikit negara yanggalannya. Maka CSW berhasil membuat
Sidang Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi padéanbuDesember 1946 yang

merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB lalum melakukan, segera
memberikan hak-hak politik perempuan yang sama atetaki-laki, dan dalam kaitan ini

mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuagdaPBB.

CSW selama tahap-tahap awal dari perjuangannyak umenegakkan hak-hak
perempuan berhasil memperjuangkan kedudukannyay@ekamisi yang mempunyai hak
yang sama dengan Komisi HAM. Menarik untuk dicatatwa kedua komisi ini — CSW dan
CHR (Commission on Human Rightberkali-kali bertentangan keras selama penyusunan
Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Misalnya, CSW bexil mengubah rancangan awal
dari pasal 1 DUHAM yaitudll men are brothersmenjadi “all human beings are born free
and equal in dignity and rightsPada waktu DUHAM diadopsi pada tahun 1948, migsr
perempuan di dunia belum dapat memilih atau belijgoméh hak pilihnya.

Maka CSW terus berjuang, sehingga konvensi HakiRP&erempuan diadopsi oleh
Majelis Umum PBB pada tahun 1952, 14 tahun lebiutadari 2 perjanjian internasional
lainnya yaituCovenant on Civil and Political Righ{€CCPR) danCovenant on Economic,
Social and Cultural Right¢§CESCR) pada tahun 1966. Walaupun kedua perjamjignga
jelas menyatakan bahwa dalam penerapan pemajugpedamdungan hak-hak sipil, politik,
ekonomi, sosial dan budaya tidak boleh ada diskagii atau pembedaan atas dasar jenis
kelamin, tetapi CSW terus melanjutkan upayanya yamgh dimulai sejak tahun 1965 untuk
membuat Sidang Majelis Umum PBB tahun 1967 mengad6Peclaration on the
Elimination of Discrimination Against Womnien

Karena CSW dalam setiap sidangnya selalu menedap@dn dari berbagai penjuru
dunia bahwa diskriminasi terhadap perempuan masiks tberlangsung tanpa pencegahan
yang sungguh-sungguh, utamanya dari pemerintaha rpa#ta tahun 1972 CSW bersepakat
untuk terus mendesak agar dibuat “konvensi ankrridngnasi”, yang secara hukum mengikat
negara-negara yang meratifikasi atatates parties (Negara Peserta). Jadi tidak seperti
Deklarasi (tahun 1967) yang hanya mempunyai kekuataral dan politis. Setelah mendapat
masukan dari 40 negara, 4 badan khusus PBB danrdehisasi non-pemerintah, serta
berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan kiyasysng bertalian dengan isu-isu
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dal&omh hak-hak dalam perkawinan dan

keluarga, dalam pendidikan, dunia kerja dan pemimzary pedesaan, dalam pelayanan



kesehatan, dalam pinjaman bank dan kredit, CSW epaikati keseluruhan konsep dan
meneruskannya ke Majelis Umum PBB untuk diadopsi.

Dengan 130 suara setuju, dan 11 abstensi, KonveB8IAW diadopsi Majelis
Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Untuk mi&makemajuan yang dicapai
dalam melaksanakan Konvensi CEDAW, maka diber@oknmittee on the Elimination of
Discrimination Against Womeryang selanjutnya disebut Komite CEDAW. Sampai lawa
tahun 2005 ini, 180 dari 191 negara anggota PB&hteheratifikasi Konvensi ini (Negara
Peserta).

Proses pemantapan CEDAW sebagai upaya memajukan pek&mpuan, sekaligus
merupakan proses perluasan pemahaman tentang HAMNj@nya, semakin meluasnya
penerapan Konvensi CEDAW telah melicinkan jalan wjerperluasan dan perpanjangan
cakupan HAM ke dalam berbagai konteks dan idenstasal budaya. Dengan demikian,
cakupan penegakan HAM telah meluas ke dalam linggwrprivat sehingga pemahaman

tentang hubungan erat antara lingkungan privapadfik, juga telah meningkat.

KONVENSI CEDAW SEBAGAI INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL

Konvesi CEDAW merupakan perjanjian internasionataag perempuan yang paling
komprehensif, menetapkan kewajiban hukum yang mahgintuk mengakhiri diskriminasi.
Konvensi yang sering digambarkan sebagaernational bill of rights for womeniini
menetapkan persamaan antara perempuan dan lakikdd&m menikmati hak-hak sipil,
politik, ekonomi, sosial dan budaya. Diskriminasrhiadap perempuan akan dihapuskan
melalui langkah-langkah hukum, kebijakan dan pmograaupun melalui “tindakan khusus
sementara” untuk mempercepat persamaan atau lkesetantara perempuan dan laki-laki,

yang diartikan sebagai tindakan non diskriminasi.

Konvensi CEDAW unik karena merupakan instrumen hukoternasional pertama
yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempumenyaratkan pemerintah
menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan sdgk dalam kehidupan publik, tetapi
juga dalam kehidupan privat. Konvensi ini selanjatmengarahkan pemerintah mengadakan
upaya-upaya tambahan untuk menangani permasal@naragalahan yang dihadapi
perempuan di daerah pedesaan untuk menjamin, atas gersamaan antara laki-laki dan
perempuan, bahwa perempuan berpartisipasi dalam, rdamperoleh manfaat dari

pembangunan di pedesaan.



Konvensi ini merupakan satu-satunya perjanjianrmagional yang menegaskan hak
reproduksi perempuan dan mewajibkan Negara-neghek Phemodifikasi pola-pola sosial
budaya dan pola-pola perilaku laki-laki dan pereampagar supaya dapat menghapuskan
prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan msepwa praktek-praktek lainnya yang
berdasarkan pandangan inferioritas atau supes@édkah satu jenis kelamin atau peran-peran
baku bagi laki-laki dan perempuan.

Konvensi ini merupakan instrumen HAM yang dinan8sjak diadopsi oleh Majelis
Umum PBB tahun 1979, dan berlakunya pada tahun,188ka Komite CEDAW, Negara-
negara Peserta yang awal tahun 2005 sudah berjub®@h maupun semua pengemban
kepentingan lainnya utamanya perempuan dari berlbag@anpok di seluruh penjuru dunia,
telah memberikan sumbangan-sumbangan pikiran dalamberikan penjelasan-penjelasan
dan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prieslgstantif yang terkandung dalam
berbagai pasal, utamanya yang menyangkut cirifditisus dari diskriminasi terhadap
perempuan, yang diderita perempuan karena ia peamp

Konvensi ini menekankan bahwa pendekatan hukumdbatau program saja tidak
mencukupi untuk mencapai persamaan substantifeapgaempuan dan laki-laki.

Selanjutnya, sasaran Konvensi ini juga meliputi ehsi-dimensi diskriminatif dari
konteks-konteks sosial budaya di masa lampau yaagihndianut dewasa ini. Maka tujuan
utama Konvensi ini ialah penghapusan segala bediskriminasi terhadap perempuan,
termasuk sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensatiga persamaan substantif antara

perempuan dan laki-laki di seluruh penjuru dunia sigpanjang masa.

PRINSIP-PRINSIP KONVENSI CEDAW

CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilanadatdarlaki dan perempuan
(equality and justicg yaitu persamaan hak dan kesempatan serta “paraikang adil” di
segala bidang dan segala kegiatan. Konvensi CEDAWA jmengakui bahwa : a. ada
perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki darempuan; b. ada perbedaan perlakuan
terhadap perempuan yang berbasis jender yang mbatatn kerugian pada perempuan; c.
perbedaan kondisi dan posisi antara laki-laki darempuan, karena perempuan ada dalam
kondisi dan posisi yang lebih lemah atau rentarerkarmengalami diskriminasi atau

menanggung akibat dari perlakuan diskriminatif yasiglami sebelumnya atau karena



lingkungan, keluarga dan masyarakat melanggengkskrirdinasi terhadap perempuan
“karena mereka perempuan” dan biasanya memandakpkan demikian.

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi itu, CEDAhetapkan prinsip-
prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapssrfangan, subordinasi serta tindakan
yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukunoaigd dan masyarakat. Prinsip-
prinsip tersebut merupakan pula kerangka untuk meskan strategi pemajuan dan
perlindungan hak-hak asasi perempuan. Prinsipipri@EDAW dapat pula digunakan
sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijak&uran atau ketentuan mempunyai
dampak jangka pendek atau jangka panjang yang mkarugerempuan. Prinsip-prinsip itu
terjalin secara konseptual dalam pasal 1 - 16 CEDAW

Konvensi CEDAW memberikan pengertian yang komprstietentang prinsip-
prinsip “diskriminasi terhadap perempuan”, “persamaubstantif” dan “kewajiban negara”
untuk digunakan: i) dalam menangani diskriminadiddap perempuan di semua bidang; ii)
oleh semua pihak yang bertanggung jawab menghapusieerasan terhadap perempuan,

maupun semua perempuan dan laki-laki.

A. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi dijabarkan secara rinclada pasal 1 Konvensi sebagai
berikut: "Untuk tujuan Konvensi yang sekarang istilah diskriminasi terhadap wanita
berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembayase dibuat atas dasar jenis kelamin,
yang mempunyapengaruh atautujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,
penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusikelsebasan-kebebasan pokok di
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil agpapun lainnya oleh wanita, terlepas dari
status perkawinan mereka, atas dasar persamaaa pritadan wanita".

Pasal 1 ini memberikan keterangan rinci mengenéi diskriminasi terhadap
perempuan meliputi perlakuan yang berbeda berdasgender yang . secara sengaja atau
tidak sengaja merugikan perempuan; mencegah masyasacara keseluruhan memberi
pengakuan terhadap hak perempuan, baik di lingkumpgdolik maupun privat; mencegah
kaum perempuan menggunakan hak asasi dan kebeatssanyang dimilikinya.

Yang tidak dianggap sebagai diskriminasi ial8lfemporary Special MeasuréBasal
4 ayat 1 Konvensi CEDAW), yaitu langkah-langkah $tmi sementara yang ditujukan untuk
mempercepat tercapainya persamaade facto” antara perempuan dan laki-laki. Disamping

itu, juga sama sekali tidak boleh menimbulkan akymng melanjutkan ketimpangan atau



perbedaan standar. Langkah-langkah khusus semaniaaian dihentikan apabila tujuan
berupa persamaan substantif telah dicapai.

Langkah-langkah khusus yang bertujuan melindundiakelan, Pasal 4 ayat 2
Konvensi CEDAW, juga tidak boleh dianggap sebagakrdninasi. Sebaliknya, suatu
tindakan proaktif, seperti melarang perempuan nudlak suatu jenis kerja, dapat dianggap
sebagai diskriminasi, karena dalam jangka panjapatdbertentangan dengan kepentingan

perempuan.

B. Prinsip Persamaan Substantif

Secara ringkas, perwujudan prinsip persamaan sulistang dianut oleh Konvensi
CEDAW dicapai melalui : Langkah-langkah untuk méseai hak-hak perempuan yang
ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, diap&@esenjangan atau keadaan yang
merugikan perempuan; Langkah-langkah untuk melakyexubahan lingkungan sehingga
perempuan mempunyai akses yang sama dan menikesatmiaan manfaat dari kesempatan
dan peluang yang ada; Kebijakan negara yang bergeggda prinsip-prinsip sebagai berikut
: Persamaan kesempatan bagi perempuan dan lakPkddamaan bagi perempuan dan laki-
laki untuk menikmati manfaat dari hasil-hasil mgmgakan kesempatan itu, yang berarti
bahwa laki-laki dan perempuan menikmati manfaagysema/adil; Hak hukum yang sama
antara laki-laki dan perempuan: (a) dalam kewargaraan, (b) dalam perkawinan dan
hubungan keluarga, (c) dalam perwalian anak; Pexraankedudukan dalam hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum.

Tetapi Konvensi CEDAW juga menekankan bahwa pertdekhukum formal dan
program-program tidaklah mencukupi untuk mencapasgmaarnde factobagi perempuan,
yang oleh Komite CEDAW diartikan sebagai persamsapstantif. Hal ini berarti bahwa
perempuan harus menikmati: a. persamaan kesemplatarmperlakuan telah dicapai; b.
persamaan kondisi awal dan lingkungan; c. persamiamampuan memanfaatkan

kesempatan, serta d. persamaan dalam penikmatan has

C. Prinsip Kewajiban Negara

Pasal 2 Konvensi CEDAW menetapkan secara umum HKkemajNegara-negara
Peserta, dan kebijakan yang harus diikuti dalangkarpenghapusan diskriminasi terhadap
perempuan. Dengan meratifikasi Konvensi, Negaramesnenerima kewajiban melakukan
langkah-langkah aktif untuk menerapkan prinsipgpnpersamaan antara laki-laki dan

perempuan dalam undang-undang dasar mereka daarparperundang-undangan lainnya.



Negara-negara Peserta juga harus menghapuskan lalsam yang menjadi landasan

diskriminasi, dengan mengubah peraturan perundadgngan, baik perdata maupun pidana.

Konvensi ini juga mengharuskan Negara-negara Resatuk memberi perlindungan
secara efektif terhadap hak perempuan dan memkeegnkpatan bagi perempuan untuk
mendapatkan pertolongan dan perlindungan terhadapindinasi. Negara-negara Peserta
juga harus memasukkan sanksi-sanksi ke dalam pangberundang-undangan mereka untuk
mencegah diskriminasi baik langsung maupun tidalgdang, terhadap perempuan, serta
membuat suatu sistem untuk mengajukan pengaduam d&@rangka peradilan nasional.

Negara-negara Peserta Konvensi harus mengambikdhngintuk penghapusan
diskriminasi baik di lingkungan publik maupun piivaNegara-negara Peserta juga
diwajibkan melakukan upaya-upaya yang sesuai diuaerbidang, untuk menjamin
pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnygandé&muan untuk menjamin
mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasusia dan kebebasan-kebebasan

pokok berlandaskan prinsip persamaan dengan kdadaka

Secara singkat prinsip kewajiban negara meliputi :

1. Langkah-langkah sebagai berikut : menjamin Helk-perempuan melalui hukum dan
kebijakan, serta menjamin hasilnya; menjamin pela&an praktis dari hak-hak itu
melalui langkah-langkah atau aturan khusus mer@pt&ondisi yang kondusif untuk
meningkatkan kemampuan akses perempuan pada pelisangesempatan yang ada;
negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisag-hak perempuan; Tidak saja
menjamin secarde-juretetapi juga secarde-factg negara tidak saja harus mengaturnya
di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan daeng-orang dan lembaga di sektor
privat (keluarga) dan sektor swasta.

2. Langkah-tindak khusus yang harus dilakukan reegeenurut pasal 2 Konvensi CEDAW
meliputi kewajiban negara untuk : mengutuk disknasi, melarang segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan melalui peratuemimmang-undangan dan kebijakan,
serta realisasinya; menegakkan perlindungan hukarhadap perempuan melalui
pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badanermtah lainnya, serta
perlindungan perempuan yang efektif terhadap sdirafakan diskriminasi; mencabut
semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan prakéglg diskriminatif terhadap
perempuan; mencabut semua ketentuan pidana nasyangl diskriminatif terhadap

perempuan.



3. Menurut pasal 3 Konvensi CEDAW negara wajibukninelakukan langkah-langkah
proaktif di semua bidang, khususnya di bidang iolgosial, ekonomi dan budaya, serta
menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamimgpembangan dan kemajuan
perempuan.

4. Menurut pasal 4 Konvensi CEDAW negara wajibuinimelakukan langkah khusus
sementara atai@mporary special measurstuk mempercepat persamasmfacto,serta
mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan kafkiadan perempuan [pasal 4
()] serta perlindungan kehamilan [pasal 4 (2)].

5. Menurut pasal 5 Konvensi CEDAW negara wajibakekan langkah-tindak yang tepat
untuk : mengubah pola tingkah laku sosial dan badaki-laki dan perempuan dengan
maksud untuk mencapai penghapusan prasangka daas&at dan segala praktek
lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau sonas salah satu jenis kelamin atau
berdasar peran stereotipe bagi laki-laki dan peuampmenjamin bahwa pendidikan
keluarga melalui pengertian yang tepat mengenaarkéan sebagai fungsi sosial dan
pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki damparan dalam membesarkan anak-
anak, dan bahwa kepentingan anak adalah pertimbarngma dalam segala hal.

6. Menurut pasal 6 Konvensi CEDAW negara wajibulinnelakukan langkah-tindak yang
tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangtuk memberantas segala

bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi patacu

Kewajiban Negara Peserta memang diemban oleh s&pmponen bangsa, tetapi
memang utamanya oleh Badan-Badan Penyelenggarad\dgak yang ada pada waktu
ratifikasi, maupun yang kemudian melanjutkan, walau struktur dan sistemnya mungkin
sudah berubah, kecuali apabila Negara Pesertabensgngkutan menyatakan secara resmi

menarik diri dari keterikatan dengan Konvensi CEDAW

KOMITE CEDAW

Pada waktu mengadopsi Konvensi CEDAW, Majelis UnRBB mengarahkan agar sebuah
kelompok ahli yang independen segera dibentuk umtekgawasi kepatuhan Negara-negara
Peserta pada Konvensi, sesuai dengan pasal 17 Ksinve

A. Keanggotaan dan Masa Kerja



Terdiri dari 23 ahli yang dipilih dengan pemungutsuiara tertutup oleh Negara-
negara peserta Konvensi dari sejumlah ahli yanglalii&an oleh negara-negara peserta
sendiri — seorang calon dari setiap negara yanguibat ahlinya duduk dalam Komite —.
Ahli-ahli dipersyaratkan mempunyai reputasi morahgy tinggi serta keahlian dalam bidang
yang dicakup Konvensi. Disamping tingkat keahliaan dintegritas, pemilihan juga
memperhatikan adanya keterwakilan yang berimbanigbgabagai wilayah, peradaban dan
sistem hukum utama di dunia. Para ahli dipilih kntoasa kerja 4 tahun, tetapi pemilihan
diadakan 2 tahun sekali, jadi setengah dari jundafgota baru dan setengahnya sudah
berpengalaman minimal 2 tahun, sehingga ada kotaswdalam pekerjaan. Pemilihan
kembali bagi setiap ahli diperbolehkan sampai ksgieerkali. Sebelum mulai bekerja, para
ahli mengucapkan janji atau deklarasi secara khidima@adapan rapat terbuka Komite bahwa
ia akan melaksanakan tugasnya dengan penuh hdesatjaan dan kejujuran, serta ketidak-

berpihakan dan ketelitian.

B. Sidang-sidang

Komite bekerja di bawah pimpinan seorang Ketuasa®@ Wakil Ketua dan seorang
Raportur, yang dipilih sendiri dengan memperhatikeeterwakilan geografis yang
berimbang.

Pada waktu iniSidang regular Komite berlangsung 2 kali setahun selama 3 minggu;
Sidang-sidang khususdapat dilakukan sesuai dengan keperluan dan kdieen dana. Di
samping itu adaSidang-awal selama seminggu sebelum sidang reguler.

Sidang-awal terdiri dari 5 anggota dengan mempikdrat keseimbangan
keterwakilan geografis dan tugasnya ialah menywsaitar isu dan pertanyaan berdasarkan
kajian dari laporan negara-negara peserta Konwamg akan dibahas dalam sidang Komite
yang akan datang. Daftar tersebut oleh Sekretaisampaikan kepada masing-masing

negara untuk dijawab secara tertulis.

C. Rapat-rapat selama Sidang

Rapat-rapat Komite ada yang terbuka dan ada yangue, sesuai dengan sifatnya:

1. Rapat-rapat terbuka adalah rapat-rapat dimana wakil Negara Pesedaabya Menteri
atau yang setingkat Menteri menyampaikan lapordéakpanaan Konvensi di negaranya,
yang dilanjutkan dengan dialog antara para angijotaite dan Wakil Negara Peserta.

Para anggota Komite bertanya dan Wakil Negara Resenjawab. Rapat terbuka, juga



dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara anggd®BB, badan-badan khusus /

organisasi-organisasi PBB, organisasi-organisdar @@merintah dan non pemerintah.

2. Rapat tertutup adalah rapat-rapat dimana Komite merumuskan keganpdan
rekomendasi tentang laporan Negara-negara PesertaeKsi, demikian pula berbagai

rapat lain sesuai dengan pertimbangan Komite sendir

Komite dapat mengundang badan-badan khusus PBBrtisapdESCO, WHO, ILO,
UNICEF, maupun organisasi-organisasi antar penarimBB lainnya, dalam sidang-awal
Komite menurut pasal 22 Konvensi, dengan memintiafdadan khusus dan organisasi-
organisasi tersebut menyampaikan laporan dalamm@idagiatan mereka masing-masing
mengenai pelaksanaan Konvensi CEDAW di Negara-aed2eserta Konvensi yang
laporannya akan dibahas oleh Komite.

Wakil-wakil berbagai organisasi non-pemerintah jufgat diundang oleh Komite untuk
memberikan pernyataan lisan dan/atau memberikamwdapertulis serta memberi informasi

atau dokumentasi terkait kepada rapat-rapat Komaepun pada sidang-awal Komite.

D. Dokumentasi untuk Sidang Komite
Dokumentasi untuk Sidang Komite meliputi :

1. Laporan Negara-negara Peserta, beberapa lapa@nyang wajib disampaikan setahun
setelah ratifikasi dan beberapa laporan periodik2kke-3 dan seterusnya) setiap 4 tahun
sekali dari sebanyak 8 negara untuk setiap masmgigang berlangsung selama 3

minggu.

2. Daftar isu dan pertanyaan-pertanyaan yangulisakeh Sidang-awal Komite bagi negara
yang menyampaikan laporan periodik ke-2, ke-3 @dgrgsnya.

3. Jawaban atas daftar isu dan pertanyaan-pegant@sebut dari negara-negara yang
menyampaikan laporan periodik.

4. Laporan, terutama kesimpulan dan rekomendag gglevan tentang negara-negara yang
laporannya telah dibahas oleh Badan Pengawas [amjdnternasional {reaty Bodiek
lainnya seperti:

a. CRC Convention on the Rights of the child



b. ICERD (nternational Convention on the Elimination of AHorms of Racial
Discrimination)

c. CAT (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhunoabegrading Treatment
on Punishment

d. ICESCR (nternational Covenant on Economic, Social and @alt Right9.

e. ICCPR (nternational Covenant on Civil and Political Right

f. ICPRM (nternational Convention on the Protection of thayls of All Migrant
Workers and Members of Their Familes

5. Laporan dari berbagai organisasi non-pemerinjaimg dikenal sebagahadow atau
alternative reports, baik internasional, regional maupun nasionaliaieg pelaksanaan

Konvensi CEDAW di negara-negara yang akan dibaleskKomite.

6. Laporan dari pelapor-pelapor Khusus PBB di bgaibhidang seperti Kekerasan terhadap

Perempuan, Perumahan, Pekerja migran dan lain-lain.

E. Rekomendasi Umum Komite CEDAW

Sampai bulan Januari tahun 2004 atau setelah h&&piahun Konvensi diadopsi
oleh Majelis Umum PBB, Komite CEDAW telah mengekar 25 Rekomendasi Umum
tentang pasal-pasal khusus Konvensi yang dianggempmhatinkan setelah membahas
sejumlah laporan-awal maupun laporan berkala Negegara Peserta Konvensi. Maka
Rekomendasi Umum sesungguhnya memuat hal-hal yai@arusnya tetapi belum
dilaksanakan, dihindari, dimonitor dan dijabarkahadh laporan oleh Negara-negara Peserta
Konvensi. Komite telah mengeluarkan 5 Rekomendasutd yang rinci dan komprehensif
yang memberika pedoman yang jelas kepada Negamanqueserta Konvensi tentang

bagaimana melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi
Lima Rekomendasi Umum yang rinci dan komprehepsgdbut ialah:

1. Rekomendasi Umum No. 19 tentangKekerasan berdasar jender terhadap
perempuan’ tahun 1992. Rekomendasi No. 19 ini memberikamldsan substantif bagi
pencantuman “keprihatinan akan kekerasan yang teemerus yang dialami perempuan
di seluruh dunia” dalam Deklarasi Wina 1993, maupagi pengangkatan Pelapor
Khusus PBB tentang “Kekerasan terhadap Perempuah”Majelis Umum PBB tahun
1993.



2. Rekomendasi Umum No. 21 tentangefsamaan dalam perkawinan dan hubungan

keluarga” tahun 1994.

3. Rekomendasi Umum No. 23 tentanBefempuan dalam kehidupan publik tahun
1997.

4. Rekomendasi Umum No. 24 tentarRetempuan dan kesehatahtahun 1999.

5. Rekomendasi Umum No. 25 tentanfridakan Khusus Sementard atau ‘Temporary

Special MeasurésJanuari 2004 yang lalu.

OPTIONAL PROTOCOLKONVENSI CEDAW

Konvensi CEDAW merupakan perjanjian HAM kedua. &gran HAM lainnya ialah
Konvensi Hak Anak yang terbanyak mempunyai Nega&aseRa (negara yang meratifikasi
Konvensi). Pada akhir tahun 2003, 175 negara angB&B telah meratifikasi Konvensi
CEDAW. Tetapi, pelanggaran terhadap HAM perempetapt terjadi secara luas di semua
masyarakat dan lingkungan budaya, dan perempuak sigdar mengenai hak-hak asasinya,
serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan barategun pertolongan untuk mengatasi
pelanggaran atas hak-haknya. Untuk dapat menegakikdvl perempuan itu diusulkan
adanya suat@ptional Protocolterhadap Konvensi CEDAW.

Pada tanggal 6 Oktober 199@ptional Protocol (OP) terhadap Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadagniperan diadopsi oleh Majelis Umum
PBB.

Indonesia sudah menandatangani OP pada tahun @880, belum meratifikasinya.
Pada akhir 2003 sudah 75 negara anggota PBB yangnuatangani dan 60 negara yang
meratifikasi OP.

A. Makna OP Konvensi CEDAW
1. Memberikan hak kepada perempuan untuk secararapgan atau kelompok
mengadu kepada Komite CEDAW, setelah semua prasggejesaian nasional tidak
berhasil, mengenai pelanggaran Konvensi oleh peataérinegara mereka (prosedur
komunikasi - communication proceduyeyang telah menjadi Negara Peserta

Konvensi.



2. Memberi kemungkinan kepada Komite CEDAW untuk mekan penyelidikan
(inquiry procedurg atas perlakuan tidak senonoh yang serius dagnsasis §erious
and systematic abugedari Konvensi di negara bersangkutan (yang telamatifikasi
OP) setelah mendapatkan persetujuannya.

w

. Merupakan forum pengaduan dan jalan bagi perampantuk mendapat pertolongan
atas pelanggaran HAM mereka.

4. Memperbaiki dan menambah mekanisme yang sudah rid& penegakan HAM
perempuan.

5. Memperbaiki pemahaman Negara dan individu tenkamyensi.

6. Mendorong adanya perubahan dari hukum dan prakdel giskriminatif terhadap
perempuan.

7. Mendorong Negara untuk melaksanakan ketentuanketemlalam Konvensi.

8. Meningkatkan mekanisme yang ada sekarang untuk ksslakan HAM dalam
sistem PBB.

9. Menetapkan kesadaran yang lebih besar dari masyae@iktang standar HAM yang

berhubungan dengan diskriminasi terhadap perempuan.

B. Prosedur Penerapan OP Konvensi CEDAW
1. OP memasukkan ciri-ciri utamiedture3 dari prosedur pengaduan yang ada di PBB.
OP memasukkan pertimbangan beberapa praktek ddand@zadan perjanjian PBB
yang telah menggunakan prosedur penyelidikan.
2. Aturan-aturan dan prosedur penerapan atau p&kban atau pemanfaatan OP ini
telah disusun oleh Komite CEDAW dan telah disahél@h Majelis Umum PBB.
3. Aturan-aturan dan prosedur ini perlu segeral@ji@e dan dipahami sebagai salah satu

dasar argumentasi untuk mempercepat ratifikasitgfaladonesia.

PELAPORAN

A. Jenis Laporan

Setiap Negara Peserta, dengan meratifikasi Konveersierima tanggung jawab, sesuai
dengan pasal 18 Konvensi, untuk menyampaikan lapiepada Komite CEDAW, sebagai

badan pemantau dan pengawas kepatuhan NegaraaReS&rAW akan tanggung jawab dan



kewajibannya berupa laporan awal dan laporan berkahupun laporan khusus bila diminta

oleh Komite.

1.

Laporan awal dibuat setahun setelah ratifikasi atau setelalakenya Konvensi bagi
Negara tersebut yang meliputi langkah-langkah hykpenadilan dan administrasi
yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuaertean Konvensi dan kemajuan

yang telah dicapai dalam bidang-bidang ini.
Laporan berkala paling sedikit setiap empat tahun.

Laporan Khusus yang sewaktu-waktu bila diminta oleh Komite CEDAW.

B. Pedoman Pelaporan

1.

Garis-garis besar Pedoman Pelaporan CEDAW yerakhir berlaku bagi semua
laporan Negara Peserta yang disampaketelah 31 Desember 200Xepatuhan

Negara-negara Peserta akan pedoman yang disudurKoieite CEDAW tersebut
akan mengurangi pertanyaan-pertanyaan atau peanipgrmintaan informasi
tambahan dari Komite ketika mengevaluasi Laporargake Peserta Konvensi
maupun ketika melakukan “dialog konstruktif” dengafakil Negara Peserta, yang

delegasinya diharapkan seorang Menteri anggotani€abi

2. Garis-garis Besar Laporan meliputi:

a. Pelaksanaan, hasil-hasil dan kendala-kendalg gihadapi serta langkah-langkah
untuk mengatasinya bagi setiap pasal Konvensi dskomendasi-rekomendasi

Umum Komite, semuanya harus dilaporkan.
b. Reservasi atau Deklarasi:

i) laporan harus memuat informasi tentang reservasialasan untuk
mempertahankan, atau informasi bahwa sudah dapabudi atau langkah-

langkah ke arah pencabutan sedang dilaksanakan.

i) dampak sesungguhnya dari reservasi/deklarasisggi hukum dan kebijakan
nasional harus dijelaskan; khusus untuk reseresisatiap pasal 2 dan/atau 3
Konvensi, dampaknya harus dijelaskan, demikian podarpretasi Negara
Peserta tentang hal tersebut; informasi tentangrvasi yang sama terhadap

Perjanjian HAM lainnya juga harus dijelaskan.



c. Faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan

Sesuai dengan pasal 18.2 Konvensi, faktor-faktor kissulitan-kesulitan dapat
dikemukakan : sifat dan tingkat serta sebab-sebalbsdtiap faktor dan kesulitan
harus dijelaskan, demikian pula langkah-langkahgyaelah diambil untuk

mengatasinya.
d. Data dan statistik

Harus dipilah-pilah menurut jenis kelamin bagi &etpasal Konvensi maupun
Rekomendasi-rekomendasi Umum, agar dapat diadakatuasi mengenai
mengecil tidaknya kesenjangan jender atau ada my@gakkemajuan dalam
menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dapsébidang / pasal

Konvensi.
e. Dokumen IntiQore Document

Apabila sudah ada, harus dimutakhirkan, terutamagyaertalian dengan
“Kerangka Umum di  bidang Hukum” serta  “informasi nda

publisitas/pemberitaan”.

C. Laporan Awal

1. Merupakan kesempatan pertama bagi Negara Peseitt menyampaikan pada
Komite CEDAW sejauh mana hukum dan penerapan damega sesuai dengan
Konvensi CEDAW.

2. Laporan harus :

a. Menetapkan kerangka konstitusional, hukum damrastrasi bagi pelaksanaan

Konvensi.

b. Menjelaskan upaya-upaya hukum dan praktis yateh diambil guna dapat

menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi.

c. Menjelaskan kemajuan yang telah dicapai Negatak menjamin penikmatan

ketentuan-ketentuan Konvensi oleh warganya.

3. Setiap pasal dalam Bagian | (pasal-pasal lI-@asal-pasal 7-9), Il (pasal-pasal 10-
14), dan IV (pasal-pasal 15-16) harus dilaporkaraise rinci; norma-norma hukum

harus diuraikan, tetapi ini tidak cukup: situasitéel dan ketersediaan sesungguhnya,



dampak serta pelaksanaan upaya-upaya pemulihan gedgnggaran ketentuan-

ketentuan Konvensi harus dijelaskan dan dijadilarah.
Laporan harus menjelaskan :

a. apakah Konvensi dapat langsung diterapkan ddlakum nasional setelah
ratifikasi, atau telah dimasukkan dalam konstiatsiu Hukum nasional sehingga

dapat langsung diterapkan.

b. apakah ketentuan-ketentuan Konvensi dijaminndakonstitusi atau Undang-
undang lain dan sejauh mana; atau bila tidak, dpk&gentan-ketentuannya dapat

diusulkan penerapannya dan diterapkan oleh peragadén otorita administrasi.

c. bagaimana pasal-pasal dari Konvensi diterapl@amgan jabaran langkah-langkah
hukum pokok yang telah diambil oleh Negara Pesertak menerapkan hak-hak
dalam Konvensi; dan sejumlah upaya-upaya pemulhag tersedia bagi mereka

yang hak-haknya mungkin telah dilanggar.

Harus diberikan informasi tentang otorita petiga, administrasi dan lain-lain yang

mempunyai kekuasaan hukum atas penerapan keteketemtuan Konvensi.

Laporan harus juga memberi informasi instiatelu mekanisme nasional atau resmi
yang mengemban tanggung jawab dalam melaksanakaentkan-ketentuan
Konvensi atau dalam merespon pengaduan tentanggoglean ketentuan-ketentuan

tersebut, dan memberikan contoh-contoh dari landgaagkah yang diambil.

Laporan juga harus menjabarkan setiap kendala keterbatasan, walaupun hanya
bersifat sementara yang bersumber dari hukum, gkgkiaktek perilaku atau tradisi,

atau lain-lain bagi penikmatan ketentuan-ketentGamvensi.

Laporan juga harus menjabarkan keadaan orgaasganisasi non-pemerintah dan
asosiasi-asosiasi perempuan, serta partisipasikenetglam pelaksanaan Konvensi
maupun dalam penyusunan laporan Negara Pesertld disampaikan ke Komite
CEDAW.

. AnnexLaporan

Laporan harus memuat “kutipan” yang mencukupi dau “singkatan” dari teks
konstitusi, undang-undang dan lain-lain yang ralevyyang menjamin dan

menyediakan pemulihan yang bertalian dengan hak<bakensi.



D. Laporan Berkala

1. Pada umumnya laporan berkala (sekurang-kurangnghun sekali) harus berfokus
pada jangka waktu antara pembahasan laporan Né&gsm@rta yang terakhir dan

waktu penyampaian laporan. Ada dua titik awal teygoran berkala :

a. Rangkuman Tanggapan Komite CEDAW atas laponakhe Negara Peserta
yang bersangkutan, khususnya  bagian-bagianConterns  dan
“Recommendatiois

b. Penilaian Negara Peserta sendiri tentang kemayaag telah dicapai dan
upaya-upaya pelaksanaan Konvensi yang sedang kiakdi dalam negaranya

dan penikmatan ketentuan-ketentuan Konvensi oledyanakatnya.

2. Laporan berkala harus disusun menurut pasal-pasvensi. Apabila tidak ada yang
dirasa perlu dilaporkan harus dikatakan demikiaapdran Berkala juga harus
menyoroti setiap kendala yang belum dapat diataisimanya di bidang-bidang
kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

3. Negara Peserta harus memperhatikan dan mengagddman untuk Laporan Awal,

karena hampir seluruhnya tetap relevan dan bebdaguLaporan Berkala.
4. Dalam situasi tertentu mungkin perlu dikemukakalhhal sebagai berikut :

a. Perubahan fundamental yang mungkin telah ied@dm Negara Peserta dalam
pendekatan politik dan hukum yang mempengaruhkpateaan Konvensi. Dalam

hal serupa ini laporan lengkap pasal demi pasapgkiordiperlukan.

b. Langkah-langkah baru di bidang hukum atau adsmasi mungkin telah diambil,
sehingga perlu menganexteks dan keputusan-keputusan pengadilan atau lain-

lainnya.

5. Langkah-langkah untuk melaksanakan hasil-hasiif&rensi, KTT dan Penelaahan

PBB terhadap hasil-hasil Pelaksanaannya.

a. Mengacu pada pasal 323 dari kerangka Aksi mdgilyang diadopsi oleh
Konferensi Dunia IV tentang Perempuan, bulan Sepéem995, Laporan Awal

dan Berkala Negara—negara Peserta Konvensi CEDAWs maemuat :



i) informasi tentang pelaksanaan Aksi-aksi dala@ Hidang kritis yang
diidentifikasi — perempuan dan kemiskinan; pendidikdan pelatihan
perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasandaprhgerempuan;
perempuan dan konflik bersenjata; perempuan damoshkip perempuan
dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; melanistitusional bagi
pemajuan perempuan; HAM perempuan; perempuan daajmgerempuan
dan lingkungan; anak perempuan.

i) informasi tentang pelaksanaan Aksi dan Prakardeapma lanjutan untuk
melaksanakan Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijinggyaisepakati oleh
Sidang Khusus ke-23 dari Majelis Umum PBB tahun(®@ang bertema

“Women 2000: Gender Equality, Development and Pdacethe XXI
Century.

b. Mengingat dimensi jender dari deklarasi, kerangka g@rogram-program aksi
yang diadopsi oleh konferensi-konferensi, KTT damaBg-sidang Khusus
Majelis Umum PBB yang relevan, sepertWérld Conference Against Racism,
Racial Discrimination, Xenophobia and Related latahcé dan “Second World
Assembly on Ageifig Laporan Negara-negara Peserta Konvensi jugasharu
memberi informasi tentang pelaksanaan aspek-aspeisuk dari hasil-hasil
konferensi-konferensi tersebut yang bertalian dengasal-pasal tertentu dari

Konvensi CEDAW, misalnya perempuan migran dan pptem lanjut usia.

E. Laporan Indonesia

1. Indonesia telah menyampaikan Laporan Awal diapan Komite CEDAW pada
tahun 1987. Giliran memberikan laporan secara lgam berdialog dengan Komite
berlangsung pada tanggal 19 Pebruari 1988. Jawatzn pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan Komite yang belum dapat dijawab ptadeygal 19 Februari 1998
tersebut disampaikan pada tanggal 22 Februari 1988.

Gabungan laporan Kedua dan Ketiga disampaikandaiagan Komite pada tanggal 2
Pebruari 1998.

2. Pokok-pokok Laporan Awal dan Tanggapan Komite CEDAW

a. Dalam Laporan Awal dikemukakan pokok-pokolagabberikut :



Diberikan uraian singkat mengenai gerakan pemgpea@empuan di Indonesia

yang sudah berkembang sejak abad 19.

Prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuayathkan dalam Pasal 27

UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam GBHN 1978 dan 1983 ada Bab tentang Perananit&vaalam

Pembangunan Bangsa. Arahan GBHN dijabarkan dalagrgm dan kegiatan

dalam rencana pembangunan lima tahun dan didukemngath dana anggaran

pembangunan.

Pada tahun 1978 diangkat Menteri Muda Urusan Peraianita, yang

kemudian ditingkatkan menjadi Menteri Negara Urud2eranan Wanita

dalam tahun 1983. Program utama peningkatan peraveamta dalam

pembangunan pada PELITA IV (1983 -1988) ialah :

(a) meningkatkan peranan wanita dalam kesejahté&elaarga,

(b) meningkatkan peranan tenaga kerja wanita,

(c) meningkatkan pendidikan dan ketrampilan wanita

(d) pengembangan lingkungan sosial budaya yang ukend kemajuan
wanita.

Masalah dan hambatan dalam pemajuan wanita, datareasih tingginya

tingkat buta huruf di kalangan wanita, kurangnyaagetahuan mengenai

kesehatan, gizi, pemeliharaan anak dan sanitasingoya kesempatan kerja

bagi wanita, rendahnya tingkat penghasilan kelyssgda budaya tradisional

yang belum mendukung aspirasi dan kesempatan wamitk berperan aktif

dalam pembangunan nasional.

Sitiuasi dan kondisi sesuai dengan Pasal 1-5 Kmiyeerta kondisi wanita

sesuai dengan setiap pasal sampai dengan pasahi@nsi.

b. Pokok-pokok Tanggapan Komite

Komite menyatakan keprihatinan karena laporan meklkan bahwa

kebijakan Pemerintah tidak ditujukan pada pemajuanita, tetapi lebih pada
pemajuan status keluarga dengan menekankan padaapewanita sebagai
ibu rumah tangga. Kelihatannya wanita diberikan dédvan besar dalam
pembinaan keluarga, tetapi tidak dalam aktivitasgpenbilan keputusan dan
aktivitas ekonomi. Komite menyatakan harapan agand?intah Indonesia

meningkatkan upayanya di masa mendatang.



Komite menanyakan adanya stastistik mengenai kekerdisik terhadap
wanita, dan apakah ada langkah-langkah untuk miajagerkosaan dalam
perkawinan sebagai suatu tindak pidana.

Komite menyatakan bahwa undang-undang tidak mek#epersamaan hak
antara wanita dan pria dalam perkawinan, serta nyakan apakah sudah
dipikirkan langkah-langkah untuk menjamin persamafiak dalam

perkawinan. Dikemukakan pula adanya diskriminaghagap anak-anak di

luar perkawinan.

3. Pokok-pokok gabungan Laporan Kedua dan Ketagaldinggapan Komite

a. Dalam gabungan Laporan Kedua dan Ketiga dikekankhal-hal sebagai berikut :

Konvensi telah menjadi bagian hukum nasional Ind@jedan telah
digunakan di pengadilan dalam menangani kasusichsiasi terhadap wanita
Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksioh& Pelaksanaan
Kerangka Aksi Beijing.

Dibentuknya Pusat Studi Wanita di lingkungan penguartinggi di Indonesia
NGO wanita di Indonesia memiliki sejarah keterldrayang kuat dan efektif

Keberhasilan Keluarga Berencana dalam pemajuartavani

b. Pokok-pokok Tanggapan Komite

Komite menyatakan kekecewaannya bahwa pemajuantavdnilndonesia

tidak menunjukkan pencepatan perubahan sebagaseasusnya, dan masih
banyak masalah yang diidentifikasi pada laporarelseinya (yang dibahas
pada tanggal 19 Februari 1988, yaitu Laporan Awaglsih belum dapat
diatasi.

Perilaku budaya yang menetapkan wanita pada pleuatian isteri merupakan
hambatan besar dalam pemajuan wanita. Kebijakan mtagram yang

dikembangkan berdasarkan stereotipe ini membatasisipasi dan hak-hak
wanita, dan dengan demikian membatasi pelaksanamivesi. Menurut

Komite, nilai-nilai budaya dan agama tidak dapaihgueangi universalitas
hak-hak wanita. Komite juga yakin bahwa budaya bukansep yang statis
dan bahwa nilai-nilai dasar dari masyarakat Indendéslak bertentangan

dengan pemajuan wanita.



Komite sangat prihatin tentang adanya peraturanngng-undangan yang
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvereidapat diskriminasi
terhadap wanita dalam :

(a) keluarga dan perkawinan, termasuk poligamiadatmur untuk kawin,
serta perceraian;

(b) hak-hak ekonomi, termasuk pemilikan dan haksaatias tanah; hak untuk
mendapat manfaat dari pelayanan sosial dan keselt#a hak-hak
lainnya di bidang ketenagakerjaan, dan bahwa sgasteri memerlukan
izin suami untuk dapat bekerja di malam hari;

(c) kesehatan, termasuk persyaratan bahwa seorstegi imemerlukan
persetujuan suaminya dalam hal sterilisasi danrsgbavalaupun
nyawanya ada dalam bahaya.

Komite juga prihatin bahwa tidak ada definisi tergadiskriminasi sesuai

dengan pasal 1 Kovensi dalam Konstitusi dan pexatperundang-undangan

Indonesia.

Komite prihatin bahwa tidak ada mekanisme yang migfaan oleh

Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tindak kekargang dialami buruh

migran wanita Indonesia di luar negeri, serta pgeidgan wanita untuk

prostitusi.

Komite prihatin terhadap terbatasnya informasi yatigerikan mengenai

masalah HIV/AIDS. Tidak ada data mengenai luasngasatah itu, tingkat

kenaikan dan angka-angka statistik yang dipilakpihenurut jenis kelamin.

c. Beberapa Saran dan Rekomendasi Komite

Agar dalam laporan berikutnya disampaikan hasiltlgesi semua langkah-
tindak yang dilakukan seperti diuraikan dalam Reacaksi Nasional

Pelaksanaan Kerangka Aksi Belijing.

Komite sangat menganjurkan agar, sebagai priorithlsumpulkan data

mengenai luas, sebab-sebab dan akibat dari masadak kekerasan terhadap
wanita. Komite juga menekankan perlunya dikembangiensitivitas jender
di kalangan pejabat, termasuk pengadilan, penegdkinh, ahli hukum,

pekerja sosial, ahli kesehatan dan unsur lainnyag ygerkait dengan

penghapusan kekerasan terhadap wanita.



* Agar diberikan prioritas pada pencepatan pemajuaanitac Komite
menekankan agar pemerintah mengambil langkah-lingkéuk menangani
kontradiksi antara komitmen Pemerintah pada pripsipsip Konvensi dan
situasi sebenamya yang dihadapi wanita Indonesia.

* Agar Pemerintah Indonesia memecahkan masalah @ergag wanita dan
prostitusi sesuai dengan Pasal 6 Konvensi, dan metuk antara lain,
program sosial-ekonomi dan kesehatan untuk membeamita dalam konteks

ini.

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBAHASAN LAPORAN

A. Penyampaian Laporan

Laporan awal maupun Laporan berkala (setiap 4 jagang telah disusun sesuai
dengan Pedoman Pelaporan Komite CEDAW disampailedalun Kementerian Luar Negeri
dan Perwakilan Tetap Negara Peserta pada PerseriBangsa-Bangsa di New York kepada
Sekretaris Jendral PBB melalDivision for the Advancement of Wonsgbagai Sekretariat
Komite CEDAW. Setelah laporan diterjemahkan ke miaiabahasa, maka diinformasikanlah
kepada Komite melalui Ketua Komite. Pimpinan Komf{leetua, 3 Wakil Ketua dan
Raportur) menetapkan jadwal waktu/tanggal pembaimysa Setelah waktu pembahasan

disepakati dengan Negara Peserta, maka Komite uhemgan langkah-langkah berikutnya.

B. Pembahasan dalam Sidang Awal Komite

Sidang Awal Komite yang terdiri dari 5 orang anggotempelajari secara mendalam
laporan berkala (dalam waktu dekat, laporan awal gkan dibahas dahulu oleh sidang
awal). Berdasarkan hasil pembahasan Sidang Awa galahului dengan masukan-masukan
lisan maupun tertulis dari berbagai badan dan @sgan PBB maupun ornop nasional,
regional dan internasional, maka Sidang Awal iningusun daftar isu dan pertayaan-
pertayaan untuk disampaikan kepada Negara Pesmrtabersangkutan dengan permintaan
agar jawabannya dapat diterima dalam waktu minighalulan sebelum waktu yang telah
dijadwalkan oleh Komite untuk pembahasannya dengakil pemerintah Negara Peserta

yang bersangkutan.



C. Pembahasan dalam Komite CEDAW

1. Penyampaian laporan lisan oleh Wakil Negaraem®eKonvensi, biasanya seorang
Menteri.

2. Setelah Wakil Negara Peserta menyampaikarrdapga secara lisan dalam sidang

terbuka Komite, maka merupakan tugas Komite untukngiptakan *“dialog
konstruktif” dengan Wakil Negara Peserta, agar Kenmaupun Negara Peserta
sendiri memperoleh gambaran yang menyeluruh daas jdentang tingkat
keberhasilan atau ketidak-berhasilan Negara Pesedlam menghapuskan
diskriminasi di negaranya. Pertukaran informasingagaman, gagasan dan saran-
saran merupakan upaya bersama untuk dapat mel&ksakanvensi di negara yang
bersangkutan secara lebih efektif.
Untuk negara-negara yang menyampaikan laporan gmjajmara anggota Komite
memberikan tanggapan-tanggapan umum maupun khpasal (demi pasal). Wakil
Negara bersangkutan diberi kesempatan menjawalanyadn-pertanyaan para
anggota Komite pada hari yang sama dan/atau Zkearudian secara lisan maupun
tertulis. Untuk negara-negara yang menyampaikaardap periodik ke-2, ke-3 dan
seterusnya, diberi kesempatan menjawab secara distah 5 anggota CEDAW
mengajukan pertanyaan, jadi langsung setelah p&dan atau tanggapan
disampaikan.

3. Pembahasan atau dialog konstruktif dilakukan arsec bertahap, menurut
pengelompokan pasal-pasal Konvensi sebagai berikut

a. Pasal 1-6 yang meliputi komitmen Negara-nedaeserta untuk mengambil

semua langkah-langkah tepat untuk pemajuan peremyaray meliputi tindakan-

tindakan khusus sementara sebagafirmative actiori, modifikasi pola-pola

perilaku sosial budaya, dan penumpasan perdagapgampuan, eksploitasi

prostitusi perempuan serta penghapusan segala kbewgkerasan terhadap

perempuan di lingkungan publik maupun privat.

b. Pasal 7-9 yang meliputi tanggung jawab Negaraku melindungi hak-hak
perempuan dalam kehidupan polittk dan publik; Negasgara Peserta
menyetujui menjamin hak perempuan untuk memilih dpilih atas dasar



persamaan dengan laki-laki, untuk berpartisipasardapemerintahan sebagai
pejabat-pejabat dan penentu kebijakan, dalam @gsirorganisasi non-
pemerintah serta mewakili negaranya pada tingkatnasional. Negara-negara
peserta juga menyetujui untuk menjamin hak yangasbagi perempuan dalam

hak nasionalitas dirinya maupun nasionalitas anakny

Pasal 10-14 Pemerintah membuat berbagai komitorgnk menghapuskan
diskriminasi dalam pendidikan, ketenagakerjaanelkatan, ekonomi, sosial dan
budaya, demikian pula untuk perempuan di pedesganraereka berpartisipasi
dalam, dan memperoleh manfaat dari pembangunansge&adeatas dasar

persamaan dengan laki-laki.

Pasal 15-16 Negara-negara Peserta menyetujuik umenjamin persamaan
kedudukan perempuan dan laki-laki di depan hukumam menggunakan hak-

hak hukumnya, serta dalam perkawinan dam hukunakgsu

4. Tanggapan dan Pertanyaan anggota CEDAW

Tanggapan umum para anggota setelah Wakil NegaszrtBe menyampaikan

laporannya secara lisan (maksimum setengah jam tgmran berkala dan

maksimum satu jam bagi laporan awal) meliputi antain :

a.

b.

C.

Ketepatan waktu pelaporan : tepat waktu k.t
Sesuai atau tidak dengan Pedoman Pelaporan.

Data dan informasi : statistik dipilah-pilah moeut jenis kelamin atau tidak,

lengkap atau kurang, mutakhir atau tidak.
Jawaban tertulis atas pertanyaan tertulis Kobatk atau kurang baik.

Secara keseluruhan : laporan, jawaban atasmpada dan penyajian lisan Wakil
Negara Peserta cukup atau kurang menggambarkamasecaum kedudukan

hukum dan sosial perempuan.

Reservasi : Kalau Negara peserta masih punygavas, ditanyakan sejauh mana
upaya pemerintah untuk mencabut reservasi tergiEmumenurut rencana kapan

bisa dicabut.

Tingkat delegasi (menteri) dan kualitas anggotggota cukup baik atau tidak.



5. Tanggapan substantif sesuai dengan pengelompmsal-pasal ke dalam 4 bidang

besar sebagai berikut : Pasal-pasal 1-6; pasal-paé&sapasal-pasal 10-14 dan pasal-

pasal 15-16. Untuk semua pasal/bidang, tanggap@uapan dan pertanyaan para

akhli/anggota CEDAW pada umumnya meliputi hal-heigy bertalian dengan :

a.

Sudah atau belum masuknya definisi “diskrimiteshadap perempuan” dalam
konstitusi atau undang-undang lainnya. Kerangkaiiiukasional yang menjamin
. persamaan hak dan kedudukan antara laki-lakipga@mpuan di dalam semua
bidang kehidupan yang dicakup konvensi; perlindangan ganti rugi bagi
perempuan korban diskriminasi; keharusan mengamhbihgkah-langkah
pencegahan terjadinya diskriminasi atau mengurpamglah perempuan korban

diskriminasi.

Kebijakan dan program, baik di tingkat nasiomaupun daerah, di setiap sektor
atau bidang yang dicakup konvensi untuk mencegghdieya diskriminasi,
menangani korban dan pelaku diskriminasi secaraurnukmaupun dengan

bantuan sosial dan kemanusiaan lainnya.

Ada tidaknya mekanisme nasional untuk mengkoasikan partisipasi semua
badan-badan penyelenggara negara (eksekutif, défjidan yudikatif) maupun
masyarakat sipil pada umumnya, organisasi-orgamsaspemerintah khususnya
organisasi-organisasi profesi dan keahlian, seganisasi-organisasi perempuan
dan pemerhati perempuan untuk melaksanakan konversnantau kemajuan
yang dicapai, mengidentifikasi masalah-masalah unmaupun khusus yang
dihadapi, maupun untuk menyusun laporan Negararteesetuk disampaikan
kepada Komite CEDAW sebagai badan pengawas Iniemasdari Konvensi
CEDAW.

Pengarus Utamaan Gender sebagai upaya stratdégismelaksanakan Konvensi,
baik di dalam badan-badan penyelenggara negara d@mentu
kebijakan/pengambil keputusan publik, khususnykathingan para pembuat dan
penegak hukum, maupun di lembaga-lembaga risestdalin

Pengumpulan dan analisis serta diseminasi daggpeaan data dan informasi

yang berperspektif jender, secara sistematis ddelagjutan.

Status kewarganegaraan perempuan lajang, kalain,anak-anaknya, maupun

perempuan yang bersuamikan orang asing.



g. Status dan kondisi perempuan dalam prostitusierppuan pekerja migran, di
dalam dan di luar negeri, perempuan yang diperag@am yang jadi korban
kekerasan dalam rumah tangga maupun di masyadakatain-lain.

h. Representasi perempuan dalam struktur kekuapahbhk, parpol, organisasi-
organisasi buruh, keahlian, profesi, dan dalamtgabgmbatan perwakilan di luar

negeri, termasuk organisasi-organisasi regionaimamasional.

I. Status dan kondisi perempuan pekerja di sektfmrmal, di ‘export processing

zones, di perusahaan-perusahaan swasta, asing danmasltnal.

j. Pelayanan kesehatan dasar, terutama kesehatanu&si dan kaitannya dengan

jaminan hukum dari hak reproduksi perempuan.

k. Dampak investasi besar-besaran, terutama ialgstor asing, pada status dan
kondisi perempuan di derah pedesaan dan di daerabtkdi perkotaan.

I. Ada tidaknya pemantauan perilaku investor aegara maju oleh negara maju

sendiri, yang beroperasi di negara berkembang.

Kesimpulan dan Rekomendasi Komite CEDAW

Kesimpulan pembahasan laporan Negara peserta oteiteckCEDAW terdiri dari

3 bagian besar, yaitu :

a. aspek-aspek positif : melukiskan kemajuan-kemajysamg telah dicapai dalam
pelaksanaan berbagai pasal dari Konvensi.

b. Bidang-bidang utama yang memprihatinkan : memubkhdlakritis yang belum
dilaksanakan, atau masih direncanakan, atau sudk dilaksanakan tetapi tidak
dimonitor secara sistematis sehingga tidak tuntatas; perangkat hukum tidak
diselaraskan dengan Konvensi, tidak ada kebijalean ptogram nasional, tidak
ada mekanisme institusional dari tingkat nasiomah@ai ke tingkat akar rumput
dan di semua sektor; partisipasi ornop sangat mimualai dari proses sosialisasi
Konvensi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, psanpada penyusunan
laporan Negara Peserta, penyebarluasan “kesimplaanrekomendasi” Komite
setelah membahas laporan tersebut.

c. Rekomendasi ada 2 macam, yaitu :



i) rekomendasi untuk tiap-tiap bidang yang memprikatinyang ditujukan

kepada Negara Pesertgyang bersangkutan.

i) rekomendasi umum, yaitu rekomendasing ditujukan kepada semua
Negara Pesertadan terkadang juga memuat rekomendasi yang tidak
ditujukan khusus pada negara peserta karena memerlangkah-langkah

bersama dari berbagai pihak lain atau badan-bagponal dan internasional.

D. Proses Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Kam
1. Proses ini dilaksanakan dalam rapat tertutup Komite

2. Anggota Komite yang ditugaskan oleh Komite sebagaortur untuk Negara Peserta
yang bersangkutan memulai rapat tertutup ini dengeemgemukakan butir-butir
positif, negatif maupun yang sangat memprihatintemtang Negara Peserta yang

bersangkutan lengkap dengan rekomendasi-rekomerydasecara singkat.

3. Anggota-anggota lainnya menanggapi, menambah, mang setuju atau tidak

setuju, dan sebagainya.

REFLEKSI

1. Pengalaman selama 4 tahun sebagai anggota K&@ERAW amat berharga bagi
pendalaman pemahaman saya pribadi tentang Konv&shite maupun cara-cara
berbagai Negara Peserta menerapkan Konvensi CEDW@kWasuk cara-cara mereka
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Pembahasang amat tegang dan
kompleks, karena keahlian dan cara pandang setiggota memang sering amat

berbeda. Sering juga ada anggota yang lupa bahwa :

a. Komite bukanlah pengadilatetapi badan pemantau dan pengawas yang ditugaska

melaksanakan tugasnya melalui “dialog konstrtkk#ngan Negara Peserta.

b. Tujuan yang ingin dicapaalah bersama-sama dengan Negara Peserta (Wakilnya)

mengidentifikasi kemajuan-kemajuan yang telah dicayang belum dapat dicapai,
kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkahyang harus diambil untuk

mengatasi masalah dan mencapai kemajuan.



c. RekomendasKomite haruslah realistislalam arti kata memperhitungkan dengan

sungguh-sungguh kenyataan sosial, politik, budekanomi, keamanan dan lain-lain
yang dihadapi Negara Peserta yang bersangkutamggahtidak membuat Negara
Peserta putus asa dan tidak peduli lagi denganjikamnaya sebagai Negara Peserta

Konvensi.

d. Negara Peserta harus diyakinkan bahwa bukamlapahbadareksekutif, tetapi juga
legislatif dan yudikatif serta seluruh masyarakat parpol, organisasi-organisasi
buruh dan pengusaha, masyarakat ilmiah dan penguimggi, organisasi-organisasi
profesi dan masyarakat, termasuk organisasi-orgsingenerasi muda dan perempuan
sendiri, semuanya merupakan pelaku dan penanggwabjuntuk melaksanakan
kewajiban Negara sebagai Negara Peserta Perjanfi@amasional di bidang HAM

perempuan.

e. Semua pengemban kepentingan tersebut harugdsekea dan pemerintah sebagai
fasilitator dan pemberi arah sesuai dengan pripsigsip dan ketentuan-ketentuan
dalam Konvensi CEDAW.

Tingkat pemahaman para pakar/anggota Komite CEDAWahg “CEDAW” sendiri,
memang berbeda. Hal ini nampak jelas dalam prosesyusunan Kesimpulan dan
Rekomendasi Komite CEDAW, misalnya mengenai lapteatang suatu negara maupun
dalam proses penentuan sikap komite terhadap &delal pengabaian, ketidakmampuan
atau pelanggaran HAM perempuan dalam berbagai ¢yiddeh negara tersebut.

. Pengalaman selama 20 tahun setelah kita mieaatiKonvensi CEDAW dengan UU No.
7 tahun 1984 ditambah pengalaman selama 4 tahujadnemggota Komite CEDAW
juga telah menambah pemahaman saya tentang keéwedadala yang kita hadapi, antara

lain :

a) Masyarakat Indonesia mulai dari pejabat-pejdiegara (eksekutif, legislatif dan
judikatif) sampai ke masyarakat desa masih sangaink atau tidak mengetahui dan
memahami arti Konvensi CEDAW bagi penciptaan massatr Indonesia yang adil

dan makmur, aman dan tentram.

b) Pemerintah tidak pernah mensosialisasikan atdih | tepatnya belum pernah
memenuhi akuntabilitasnya pada rakyat, utamany@&nmawan Indonesia dengan
memberitahukan kesimpulan dan saran-saran KomitBAVE setelah membahas

laporan-laporan Indonesia, yaitu: Gabungan Lapdvamal dan Laporan | (periode



1984-1989) pada tanggal 19 Februari 1988 dan Gaubgporan Il dan Laporan Il
(periode 1989-1997) pada tanggal 2 Februari 19@8.id sangat memprihatinkan,
karena merupakan salah satu kewajiban dari Indanssbagai Negara Peserta
Konvensi untuk memberitahukan pada masyarakat/semanga negara Indonesia,
utamanya Badan-badan Penyelenggara Negara (EKsdlegdislatif dan Yudikatif)
mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran-sarant&dditDAW tentang Laporan

Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia, sepetérgedi atas.

c) Maka kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pdatitintuk memahami makna Konvensi
maupun untuk meningkatkan kapasitas semua pengerkbpentingan untuk
menerapkan prinsip-prisip dan ketentuan-ketentuamvknsi sangat perlu untuk

segera ditingkatkan.

d) Upaya untuk malaksanakan prinsip-prinsip danerketan-ketentuan Konvensi
CEDAW masih sangat terpisah-pisah dan tidak adardkaasi sehingga sulit
membangun keterpaduan dan tekad kebersamaan uethghapuskan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan, baik di wilayabligumaupun privat, walaupun
telah ada UU No. 23 tahun 2004 tentang PenghapKsa&erasan dalam Rumah
Tangga.

e) Dialog konsultatif antar semua pengemban kepgati perlu ditingkatkan. Badan-
badan penyelenggara negara (eksekutif, legislagh d/udikatif) juga harus
mempelopori dialog publik agar semua pengembanrieman dapat berperan akitif.
Berbagai kelompok masyarakat, pengusaha, akademisfesional, aktivis di
berbagai bidang dan dari berbagai tingkat ekonaani kklompok-kelompok agama,
media dan lain-lain semuanya “wajib” berpartisipasktif untuk memenuhi

“Kewajiban Negara” sebagai “Negara Peserta” KonvE€EDAW.

f) Sangat memprihatikan bahwa laporan IV dan V igoer 1993-2001) belum juga
diselesaikan pada akhir tahun 2004.

3. Kepeloporan tradisional perempuan sendiri dgdanmuangan membela hak-haknya sejak
tahun 1789 yaitu semasa Revolusi Prancis dan dinksla sejak awal abad ke-19 pada
waktu mana sejumlah tokoh perempuan Indonesia talahi muncul memperjuangkan
kemajuan kaumnya dan kemerdekaan bangsanya digaérbddayah Indonesia harus

selalu kita ingat dan lanjutkan. Kita semua jugaulanenyadari bahwa sesungguhnya



perjuangan perempuan Indonesia sejak awal sudalpaien manifestasi dari kesadaran

akan hak-hak asasinya dan tekad untuk menegakkannya

Jakarta, 22 Agustus 2005



Lampiran 2

ROTOKOL OPSI ONAL ( OPTI ONAL PROTOCQL)
TERHADAP
KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK
DI SKRI M NASI TERHADAP PEREMPUAN

Negara Peserta pada Protokol ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsasbangenegaskan kembali
kepercayaan pada hak azasi fundamental dalam raadab nilai pribadi manusia dan hak-

hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan pula bahwa Deklarasi Universal meageHak-hak Azasi Manusia
menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebasaslaa dalam martabat dan hak, dan
bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kelpelpasg dimuat di dalamnya, tanpa

perbedaan apa pun termasuk perbedaan berdasamisakgamin.

Mengingat bahwa Kovenan-kovenan Internasional mesigdak-hak Azasi dan Dokumen
Internasional Hak-hak Azasi Manusia lainnya melgratiskriminasi berdasarkan jenis

kelamin.

Mengingat pula bahwa Konvensi Penghapusan SegalaulBeDiskriminasi terhadap
Perempuan (“Konvensi”), di mana Negara Peserta otakg diskriminasi terhadap
perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakdt on@njalankan dengan segala cara
yang tepat dan tanpa penundaan suatu kebijakark mméimghapus diskriminasi terhadap

perempuan.

Menegaskan kembali tekad mereka untuk memastikan pgrempuan secara penuh dan
sama dapat menikmati semua hak-hak azasi manusi&eteebasan-kebebasan dasar, serta
melakukan tindakan yang efektif untuk mencegahmuglaran atas hak-hak dan kebebasan-

kebebasan ini.



Telah menyetuji sebagai berikut:

Pasal 1

Negara Peserta dari Protokol yang sekarang inigékke Peserta”) mengakui kompetensi dari
Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadapenfpuan (“Komite”) untuk
menerima dan mempertimbangkan komunikasi-komun¥asg disampaikan sesuai dengan

Pasal 2.

Pasal 2

Komunikasi-komunikasi boleh disampaikan oleh attas @mama perorangan atau kelompok
yang terdiri dari perorangan, dalam yurisdiksi Nag®eserta, yang menyatakan bahwa
dirinya adalah korban dari pelanggaran atas hakyaeilg dimuat dalam konvensi, yang
dilakukan oleh Negara Peserta bersangkutan. Korashikang disampaikan atas nama
perorangan atau kelompok perorangan, hanya dappikdn dengan persertujuan mereka,
kecuali apabila si penulis dapat membenarkan batawbertindak untuk mereka tanpa

persetujuan itu.

Pasal 3

Komunikasi-komunikasi harus disampaikan secaraulteridan tidak boleh tanpa nama.
Komunikasi tidak akan diterima oleh Komite apabilal itu menyangkut suatu Negara

Peserta Konvensi, tetapi ia bukan peserta Protakad sekarang ini.

Pasal 4

1. Komite hanya akan mempertimbangkan suatu komun#gaabila ada kepastian bahwa
semua proses penyelesaian setempat yang tersethbh slilakukan, kecuali apabila
proses itu berlangsung berkepanjangan tanpa adésanidak mungkin memberikan hasil
yang efektif.

2. Komite akan menyatakan bahwa suatu komunikasi tidglat diterima apabila:

a. Hal yang sama pernah diperiksa oleh Komite atawarsgdatau sudah diperiksa

melalui prosedur internasional lainnya;



Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi;
Jelas mengandung niat buruk atau tidak cukup mehgankebenaran;

Merupakan penyalahgunaan hak untuk menyampaikagadean;

®© 2 o o

Fakta-fakta yang disampaikan dalam komunikasi yemgdi sebelum berlakunya
Protokol ini bagi Negara Peserta bersangkutan kelole fakta-fakta itu masih tetap

berlanjut setelah tanggal itu.

Pasal 5

. Sewaktu-waktu setelah diterimanya sebuah komunilkdesn sebelum dicapainya
penentuan baik-buruknya komunikasi, Komite dapatnyampaikan permintaan
mendesak kepada Negara Peserta yang bersangkwaamiambil tindakan sementara
yang mungkin perlu dilakukan untuk menghindarkamiwegkinan cedera yang tidak
dapat dipulihkan pada korban atau korban-korbaangglaran yang diduga terjadi pada
mereka.

. Bilamana Komite menetapkan keputusan menurut ayzdsal ini, hal ini tidak berarti

diterimanya komunikasi atau baik-buruknya komunikas

Pasal 6

Kecuali apabila Komite mempertimbangkan bahwa skataounikasi yang disampaikan
kepadanya tidak dapat diterima tanpa merujuk paelgah Peserta bersangkutan, dan
adanya persetujuan dibukanya identitas orang akumpok orang-orang kepada Negara
Peserta, maka Komite wajib secara rahasia menyampalan meminta perhatian
Negara Peserta bersangkutan adanya komunikasi atétratokol ini.

Dalam waktu enam bulan, Negara Peserta bersangkuaéifib menyerahkan kepada
Komite penjelasan tertulis atau pernyataan-perayatetuk menerangkan persoalan dan
tindakan penyelesaian, jika ada, yang telah dibarideh Negara Peserta.

Pasal 7

. Komite akan mempertimbangkan komunikasi-komunikgsing diterima menurut

Protokol ini, berdasarkan semua informasi yangriiba oleh atau atas nama perorangan



atau kelompok perorangan, dan dari Negara Peseatsargkutan, hanya apabila
informasi tersebut disampaikan kepada pihak-pitekdngkutan.

. Komite wajib mengadakan pertemuan-pertemuan tgrtypada waktu memeriksa
komunikasi-komunikasi menurut Protokol ini.

. Setelah memerikasa sebuah komunikasi, Komite akamgmmkan pandangannya atas
komunikasi tersebut, bersama-sama dengan rekonmeyaagika ada, kepada pihak-
pihak yang bersangkutan.

. Negara Peserta wajib memberikan untuk pertimbaatg@s pandangan dan rekomendasi
Komite, jika ada, dan wajib menyampaikan kepada kKermalam waktu enam bulan,
suatu tanggapan tertulis, termasuk keterangantmasindakan yang telah dilakukan
sehubungan dengan pandangan dan rekomendasi chaitielKo

. Komite dapat mengundang Negara Peserta untuk meraykam keterangan lebih lanjut
mengenai tiap langkah-tindak yang telah dilakukebagai tanggapan atas pandangan
dan rekomendasi dari Komite, dan apabila dianggau pdimasukkan dalam laporan

berikutnya dari Negara Peserta menurut Pasal 1&d¢wn

Pasal 8

. Apabila Komite menerima informasi yang dapat dipgec yang menunjukkan adanya
pelanggaran berat dan sistematik oleh Negara Rest$ hak-hak yang dimuat dalam
Konvensi, maka Komite dapat meminta Negara Pesantak bekerjasama dalam
pemeriksaan informasi dan kemudian menyampaikaeredsi mengenai informasi itu;

. Dengan memperhatikan setiap Klarifikasi yang dissikgn oleh Negara Peserta
bersangkutan dan informasi lain yang tersedia dapatd dipercaya, Komite dapat
menugaskan satu atau lebih anggotanya untuk medakgenyelidikan dan segera
memberikan laporan kepada Komite. Dengan jaminan pasetujuan Negara Peserta,
penyelidikan dapat dilakukan dengan mengadakan ukgan ke wilayah Negara
tersebut;

. Setelah pemeriksaan dari temuan-temuan penyelidikaiKomite akan menyampaikan
temuan itu kepada Negara Peserta bersangkutantadisgengan komentar dan
rekomendasi-rekomendasinya;

. Negara Peserta bersangkutan akan memberikan pamefegatas temuan itu, dalam

jangka waktu 6 bulan setelah menerima hasil temuan;



. Penyelidikan dilakukan secara rahasia dan kerjaaségngan Negara Peserta dilakukan

pada setiap tahap dari proses itu.

Pasal 9

. Komite dapat meminta kepada Negara Peserta bensgamgtnuk memasukkan ke dalam
laporannya menurut Pasal 18 Konvensi, rincian dangkah-langkah yang telah
dilakukan dalam menanggapi penyelidikan menurualR&aBrotokol ini;

. Apabila diperlukan, pada akhir jangka waktu 6 butaenurut Pasal 8 (4), Komite dapat
mengundang Negara Peserta bersangkutan untuk mhbkan mengenai langkah-

langkah yang telah dilakukan sebagai tanggaparpataglidikan itu.

Pasal 10

. Pada waktu menandatangani atau meratifikasi atsgsakada Protokol ini, tiap Negara
Peserta boleh menyatakan bahwa ia tidak mengakupé&tensi Komite sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 8 dan 9 Protokol ini.

. Tiap Negara Peserta yang telah membuat pernyatsmmaisdengan ayat 1 pasal ini,
sewaktu-waktu dapat mencabut kembali pernyataadleygan pemberitahuan kepada

Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Negara Peserta wajib mengambil semua langkah-langlemg tepat untuk memastikan

bahwa orang-orang di dalam yurisdiksi Negara dakiakan dikenakan perlakuan yang tidak

baik atau mendapat intimidasi sebagai akibat damunikasi yang disampaikan kepada

Komite sesuai Protokol ini.

Pasal 12

Komite akan memasukkan dalam laporan tahunannyaunmei®asal 21 Konvensi, suatu

ringkasan dari kegiatan-kegiatannya menurut Praotoko

Pasal 13



Setiap Negara Peserta melakukan penyebarluasade&egsyarakat dan publikasi Konvensi
dan Protokol ini, serta memfasilitasi akses pad#orimasi tentang pandangan dan
rekomendasi-rekomendasi dari Komite, khususnyahabltang menyangkut Negara Peserta

bersangkutan.

Pasal 14

Komite akan mengembangkan aturan-aturan dari puosgdng akan diikuti ketika

melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan Pratako

Pasal 15

1. Protokol ini terbuka untuk penandatanganan olehp tilegara yang telah
menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Ksnve

2. Protokol ini perlu diratifikasi oleh tiap Negarangatelah meratifikasi atau aksesi pada
Konvensi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpdahoSekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-bangsa.

3. Protokol ini terbuka untuk aksesi oleh tiap Neggaag telah meratifikasi atau aksesi
pada Konvensi

4. Aksesi mulai berlaku dengan penyimpanan instrunieesa pada Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 16

1. Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah taggdisimpannya instrumen ratifikasi
atau instrumen aksesi yang kesepuluh pada Sekretarnideral Perserikatan Bangsa-
bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau aksedsiade berlakunya Protokol ini, maka
Protokol ini mulai berlaku tiga bulan setelah tasgdisimpannya instrumen ratifikasi

atau instrumen aksesi Negara itu.

Pasal 17



Tidak dibolehkan adanya keberatan atas Protokol ini

Pasal 18

1. Setiap Negara Peserta boleh mengusulkan amandemmtokd® ini dan
menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal PersarilBangsa-bangsa. Sekretaris
Jenderal akan mengkomunikasikan setiap usulan amserd kepada Negara-negara
Peserta dengan permintaan agar mereka memberitatkd@adanya apakah mereka
mendukung suatu sidang Negara-negara Peserta um@kpertimbangkan dan
memberikan suara atas usulan tersebut. Dalam kigtitega sepertiga dari Negara-
negara Peserta mendukung diadakannya suatu sideak® Sekretaris Jenderal wajib
mengadakan sidang di bawah pimpinan Perserikatagddabangsa. Setiap amandemen
yang diadopsi oleh mayoritas Negara-negara Pegan@g hadir dan memberikan suara
pada sidang akan diserahkan kepada Majelis Umussefkatan Bangsa-bangsa untuk
persetujuannya.

2. Amandemen-amandemen mulai berlaku setelah disetojeh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-bangsa dan diterima oleh diggemayoritas Negara-negara
Peserta dari Protokol ini, sesuai dengan prosealandkonstitusi masing-masing.

3. Sejak amandemen dinyatakan mulai berlaku, akan ikegn§egara-negara Peserta yang
telah menerimanya. Negara Peserta lainnya akap tetkat oleh ketentuan-ketentuan

dari Protokol ini dan tiap amandemen yang teladrihita sebelumnya.

Pasal 19

1. Setiap Negara Peserta sewaktu-waktu boleh memhbatakatan pada Protokol ini
dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretarided@nPerserikatan Bangsa-bangsa.
Pembatalan ikatan ini akan berlaku enam bulan aetelanggal diterimanya
pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

2. Pembatalan ikatan harus tanpa prasangka terhatfaguthannya ketentuan-ketentuan
Protokol ini, untuk setiap komunikasi yang diserhkmenurut Pasal 2 atau tiap

penyelidikan menurut Pasal 8 sebelum pelepasaanikat berlaku secara efektif.



Pasal 20
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsanrakaberitahukan kepada semua Negara
mengenai:
1. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi pada Pfotoko
2. Tanggal mulai berlakunya Protokol ini dan setia@ademen menurut Pasal 18;

3. setiap pengaduan menurut Pasal 19.

Pasal 21
1. Protokol ini, yang naskahnya dibuat dalam bahas#b ACina, Inggris, Perancis, Rusia,
dan Spanyol mempunyai kekuatan otentik yang samavdgb disimpan pada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsh wangirimkan salinan resmi dari

Protokol ini kepada semua Negara-negara yang dumngkada pasal 25 Konvensi.

Optional Protokol ini diadopsi oleh Majelis Umum rBerikatan Bangsa-bangsa pada
tanggal 6 Oktober dan terbuka untuk penandatangamatifikasi, dan aksesi sejak 10
Desember 1999. Optional Protocol mulai diberlakulsgjak 22 Desember 2000.

Indonesia telah menandatangani Optional Protocotigpdebruari 2000 di Markas Besar

Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sunmber
Kelompok Kerja Convention WatchHak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk

Mewujudkan Keadilan GenddPusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas |ledian



Lampiran 3

Daftar Negara

yang Menandatangani dan Meratifikasi
Protokol Opsional CEDAW

Sampai dengan tanggal 7 Januari 2005
terdapat 76 negara yang telah menandatangani Protokol Opsional CEDAW

dan 71 negara yang telah meratifikasi dan melakukan aksesi

NO NEGARA PESERTA Tanggal Penandatanganan Tanigla(ll Rit ifikasi,
sesi” (a)
1 Albania 23 Juni 2003 (a)
2 Andorra 9 Juli 2001 14 Oktober 2002
3 Argentina 28 Februari 2000
4 Austria 10 Desember 1999 6 September 2000
5 Azerbaijan 6 Juni 2000 1 Juni 2001
6 Bangladesh 6 September 2000 6 September 2000
7 Belanda 10 Desember 1999 22 Mei 2002
8 Belarus 29 April 2002 3 Februari 2004
9 Belgia 10 Desember 1999 17 Juni 2004
10 Belize 9 Desember 2002 (a)
11 Benin 25 Mei 2000
12 Bolivia 10 Desember 1999 27 September 2000
13 Bosnia & Herzegovina |7 September 2000 4 September 2002
14 Brazil 13 Maret 2001 28 Juni 2002
15 Bulgaria 6 Juni 2000
16 Burkina Faso 16 November 2001
17 Burundi 13 November 2001
18 Chili 10 Desember 1999

" Negara Peserta belum menandatangani protokolmadsiecara terbuka, namun telah mengakui dan
memberlakukannya sebagai hukum. Aksesi memilikadkstt sama dengan ratifikasi.




NO NEGARA PESERTA Tanggal Penandatanganan Tan%flzelz?f i(fii)kasi,
19 Costa Rica 10 Desember 1999 20 September 2001
20 Denmark 10 Desember 1999 31 Mei 2000
21 Ecuador 10 Desember 1999 5 Februari 2002
22 Fl Salvador 4 April 2001
23 Finlandia 10 Desember 1999 29 Desember 2000
24 Gabon 5 November 2004 (a)
25 Georgia 30 Juli 2002
26 Ghana 24 Februari 2000
27 Guatemala 7 September 2000 9 Mei 2002
28 Guinea-Bissau 12 September 2000
29 Hongaria 22 Desember 2000
30 Indonesia 28 Februari 2000
31 Inggris dan Irlandia 17 Desember 2004 (a)

Utara

32 Ireland 7 September 2000 7 September 2000
33 Islandia 10 Desember 1999 6 Maret 2001
34 Italia 10 Desember 1999 22 September 2000
35 Jerman 10 Desember 1999 15 Januari2002
36 Kamboja 11 November 2001
37 Kamerun 7 Januari2005 (a )
38 Kanada 18 Oktober 2002 (a)
39 Kazakhstan 6 September 2000 24 Agustus 2001
40 Kolombia 10 Desember 1999

NO NEGARA PESERTA Tanggal Penandatanganan Tanggal Ratifikasi,

Aksesi® (a)

" Negara Peserta belum menandatangani protokolmadsiecara terbuka, namun telah mengakui dan
memberlakukannya sebagai hukum. Aksesi memilikadkstt sama dengan ratifikasi.




41 Kroasia 5 Juni 2000 7 Maret 2001

42 Kuba 17 Maret 2000

43 Kyrgyzstan 22 Juli 2002

44 Lesotho 6 September 2000 24 September 2004
45 Liberia 22 September 2004

46 ]L;;ﬁ?r‘;r;b 18 Juni 2004

47 Liechtenstein 10 Desember 1999 24 Oktober 2001

48 Lithuania 8 September 2000 5 Agustus 2004

49 Luxembourg 10 Desember 1999 1 Juli 2003

50 Madagaskar 7 September 2000

51 Malawi 7 September 2000

52 Mali 5 Desember 2000 (a)
53 Mauritius 11 November 2001

54 Mexico 10 Desember 1999 15 Maret 2002

55 Mongolia 7 September 2000 28 Maret 2002

56 Namibia 19 Mei 2000 26 Mei 2000

57 Nepal 18 Desember 2001

58 Niger 30 September 2004 (a)
59 Nigeria 8 September 2000 22 November 2004
60 Norwegia 10 Desember 1999 5 Maret 2002

61 Panama 9 Juni 2000 9 Mei 2001

62 Paraguay 28 Desember 1999 14 Mei 2001

63 Perancis 10 Desember 1999 9 Juni 2000

64 Peru 22 Desember 2000 9 April 2001

65 Philippina 21 Maret 2000 12 November 2003
66 Polandia 22 Desember 2003 (a)

" Negara Peserta belum menandatangani protokolmaisiecara terbuka, namun telah mengakui dan
memberlakukannya sebagai hukum. Aksesi memilikadkstt sama dengan ratifikasi.




NO | NEGARA PESERTA | Tanggal Penandatanganan Ta“%fl‘(‘lelz‘i‘fi(gk”i’

67 Portugal 16 Februari 2000 26 April 2002
68 Republik Ceko 10 Desember 1999 26 Februari 2001
69 Republik Dominika |14 Maret 2000 10 Agustus 2001
70 Romania 6 September 2000 25 Agustus 2003
71 Russian Federation 8 Mei 2001 28 Juli 2004
7 Is)i‘fnfl‘;r:e and 6 September 2000
73 Selandia Baru 7 September 2000 7 September 2000
74 Senegal 10 Desember 1999 26 Mei 2000
75 Serbia & Montenegro 31 Juli 2003 (a)
76 Seychelles 22 Juli 2002
77 Sierra Leone 8 September 2000
78 Siprus 8 Februari 2001 26 April 2002
79 Slovakia 5 Juni 2000 17 November 2000
80 Slovenia 10 Desember 1999 23 September 2004
81 Solomon Islands 6 Mei 2002
82 Spanyol 14 Maret 2000 6 Juli 2001
83 Sri Lanka 15 Oktober 2002 (a)
84 Swedia 10 Desember 1999 24 April 2003
85 Tajikistan 7 September 2000
86 Thailand 14 Juni 2000 14 Juni 2000
87 The former Yugoslav

Republic of 3 April 2000 17 Oktober 2003

Macedonia
88 Timor-Leste 16 April 2003 (a)

" Negara Peserta belum menandatangani protokolmaisiecara terbuka, namun telah mengakui dan
memberlakukannya sebagai hukum. Aksesi memilikadkstt sama dengan ratifikasi.




NO

Tanggal Ratifikasi,

NEGARA PESERTA Tanggal Penandatanganan Aksesi” (a)
89 Turki 8 September 2000 29 Oktober 2002
90 Ukraina 7 September 2000 26 September 2003
91 Uruguay 9 Mei 2000 26 Juli 2001
92 Venezuela 17 Maret 2000 13 Mei 2002
93 Yunani 10 Desember 1999 24 Januari2002

Sumber : http:/ /www.un.org/womenwatch/daw/

" Negara Peserta belum menandatangani protokolmgdsiecara terbuka, namun telah mengakui dan
memberlakukannya sebagai hukum. Aksesi memilikadkstt sama dengan ratifikasi.




SERI DOKUMEN KUNCI
KOMNAS PEREMPUAN

PENYERAHAN PERKARA KEPADA KOMITE CEDAW
UNTUK MEMINTA INTERVENSI TERHADAP

KEJAHATAN BERBASIS JENDER SERTA
DAMPAK JENDER DARI PERISTIWA
PEMBANTAIAN DI GUJARAT 2002

Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan yang keenam ini berisi
sebuah laporan yang dibuat oleh para pejuang HAM perempuan di
India kepada Komite CEDAW untuk meminta intervensi dalam
penanganan kejahatan berbasis jender dan dampak jender dari
peristiwa pembantaian yang terjadi di Gujarat pada tahun 2002.

Alasan Komnas Perempuan memberi perhatian khusus pada laporan
ini: Pertama, dinamika jender dalam kasus ini banyak kemiripan
dengan yang terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta
dan beberapa kota lain di Indonesia; kedua, laporan ini merupakan
inisiatif dari gerakan perempuan yang bisa kita jadikan model untuk
lebih proaktif mengakses dan memanfaatkan mekanisme internasional
yang telah dikembangkan khusus untuk penegakan hak-hak
perempuan.

Buku ini dilengkapi artikel lampiran berupa sebuah catatan seorang
mantan anggota Komite CEDAW yang memberikan gambaran bukan
saja tentang kesejarahan dan mekanisme CEDAW, tetapi juga tentang
kinerja Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya
sebagai penandatangan konvensi.
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3L. LATUHARHARI 4B

JAKARTA 10310

TEL (62-21) 3903963

FAX (62-21) 3903922

EMAIL mail @komnasperempuan.or.id
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